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Indonesia menjadi salah satu negara tempat transit pengungsi pencari suaka. 
Hak Asasi Manusia mereka harus dipenuhi meskipun Indonesia bukan negara 
pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Perlindungan hak-
hak pengungsi pencari suaka di negara ketiga (transit) dapat didasarkan pada 
hukum internasional.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai perlindungan hak 
pengungsi pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan 
hukum internasional dan mengkaji upaya atau sikap Indonesia terhadap 
keberadaan pengungsi pencari suaka di wilayah Indonesia.  
Jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan atau library research, 
pendekatan dalam penelitian ini berupa metode pendekatan penelitian normatif 
(normative law reseacrh), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan serta teknik 
pengumpulan data secara daring dan dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukan hak-hak pengungsi pencari suaka yang 
tercantum di dalam beberapa ketentuan hukum internasional seperti UDHR, 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi, ICCPR (Konvensi 
Hak Sipil Politik), Konvensi Hak-Hak Anak serta beberapa ketentuan hukum 
internasional lainnya yang mengatur pengungsi pencari suaka sebagai dasar 
perlindungan hak-hak mereka di wilayah Indonesia. Upaya serta sikap Indonesia 
terhadap keberadaan pengungsi pencari suaka yakni dengan adanya Perpres 125 
Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri dan upaya adanya kamp-kamp 
pengungsi pencari suaka.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.  




Indonesia is one of the countries where refugees transit asylum seekers. 
Their human rights must be fulfilled even though Indonesia is not a party to the 
1951 Convention and the 1967 Protocol on Refugees. Protection of the rights of 
refugee asylum seekers in third countries (transit) may be based on international 
law.  
This study aims to describe the various protection of the rights of asylum 
seeker refugees resed within The Territory of Indonesia based on the provisions of 
international law and review the efforts or attitudes of Indonesia towards the 
existence of asylum seeker refugees in Indonesian territory.  
This type of research is literature research or library research, the 
approach in this research is in the form of normative law reseacrh approach 
method, data collection techniques in this research using literature data 
collection and processing techniques and data collection techniques online and 
analyzed using qualitative data analysis techniques.  
The results of this study show the rights of asylum seeker refugees 
contained in several provisions of international law such as UDHR, the 1951 
Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees, the ICCPR 
(Convention on the Civil And Political Rights), the Convention on the Rights of 
the Child as well as several other provisions of international law governing 
refugee asylum seekers as the basis for the protection of their rights on 
indonesian territory. Indonesia's efforts and attitude towards the existence of 
asylum seeker refugees, namely the Presidential Decree 125 Year 2016 on 
Foreign Refugees and the efforts of asylum seeker refugee camps.  
Based on the results of this research is expected to be a material of 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.   
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Keadaan peperangan atau penjajahan masih terjadi di beberapa 
bagian belahan dunia, keadaan ini bukan hanya melukai fisik tetapi juga 
mencederai hakikat hak asasi manusia seseorang. Penduduk yang berasal 
dari negara konflik memilih untuk keluar dari negara asal dan mencari 
perlindungan di negara lain yang dinamakan sebagai pengungsi pencari 
suaka. Mereka keluar dari negara asal karena beberapa hal diantaranya 
persekusi terhadap ras atau etnis, agama, serta keadaan peperangan di 
dalam negeri. Alexander Betts and Gil Loescher menurut mereka dalam 
tulisannya yang berjudul Refugees in International Relations memberikan 
penjelasan bahwa  
“Refugees are people who cross international borders 
in order to flee human rights abuses and conflict. Refugees 
are prima facie evidence of human rights violations and 
vulnerability. People who are persecuted and deprived of 
their homes and communities and means of livelihood are 
frequently forced to flee across the borders of their home 
countries and seek safety abroad. Historically, wherever 
states have persecuted their own populations or there have 
been wars, people have left their country of origin. From 
the Holocaust to the proxy conflicts of the Cold War, to the 
internal conflicts in the aftermath of the Cold War, to the 
occupations in Afghanistan and Iraq in the context of the 
'War on Terror', refugees have emerged from just about 
every significant historical conflict or despotic regime. 
Because refugees find themselves in a situation in which 
their own government is unable or unwilling to ensure their 
physical safety and most fundamental human rights, they 
are forced to seek protection from the international 




access to their rights, livelihoods, and the possibility to be 
reintegrated into their country of origin or another state is 
therefore an important human rights issue.” 
1
 
Menurut pendapat Alexander Betts and Gil Loescher dapat 
disimpulkan bahwa pengungsi adalah mereka yang pergi/keluar dari 
negara asal melintasi batas negara asal mereka dan mencari perlindungan 
dari negara lain atas pelanggaran hak asasi manusia dan konflik yang 
mereka alami di negara asal hal ini dikarenakan pengungsi menemukan 
diri mereka sendiri berada dalam situasi bahkan negara dan  pemerintahan 
mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau menjamin dan melindungi 
keselamatan fisik dan hak asasi manusia mereka sehingga mereka mencari 
perlindungan dari masyarakat internasional.  
Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dalam konteks yang 
konvensional, pelanggaran HAM dilihat sebagai suatu tanggung jawab 
negara di dalam konteks kewajiban negara terhadap warga negaranya.
2
 
Negara asal pengungsi dan pencari suaka dinilai telah melanggar hak asasi 
manusia sehingga peristiwa imigran yang keluar dari negara asal karena 
merasa hak asasi mereka tidak dijamin oleh negara dan menjadi pengungsi 
pencari suaka merupakan isu HAM internasional.  
Isu pengungsi pencari suaka dapat dinilai bukan hanya sekedar isu 
pelanggaran HAM dalam tulisan yang berjudul Refugees in International 
Relations  
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“However, refugees are more than simply a human 
rights issue. Refugee movements are also an inherent part of 
international politics. The 'figure of the refugee' is an integral 
part of the international system, symbolizing the failure of the 
state-citizen-territory relationship assumed by the state system 




Dikatakan bahwa pengungsi bukan hanya sekedar permasalahan hak 
asasi manusia melainkan lebih dari itu isu pengungsi merupakan bagian 
dari politik internasional, sosok pengungsi merupakan bagian integral dari 
perlambangan sebuah kegagalan hubungan antara negara-warga-wilayah 
yang diasumsikan untuk sistem negara yang mulus dalam menjamin 
ketertiban internasional dan keadilan.  
Indonesia bukanlah Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang status 
Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem status 
penentuan pengungsi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi 
dan protokol mengenai pengungsi, Indonesia tetap berkomitmen dalam 
menangani pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia 
sesuai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 ayat (1)). 
Indonesia juga berpegang pada prinsip non-refoulement yaitu prinsip 
pengembalian atau pengusiran pengungsi pencari suaka dan Indonesia 
bekerjasama dengan organisasi Internasional UNHCR (United Nation 
High Commisioner of Refugees) dan IOM (International Organization for 
Migration). Hingga akhir Desember 2019, jumlah pengungsi komulatif di 
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Indonesia tercatat sejumlah 13.657 orang dari 45 negara dan lebih dari 
setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan.
4
  Berdasarkan data 
UNHCR 28% dari jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia 
adalah anak – anak sejumlah 131 anak – anak datang sendiri atau terpisah 
dari keluarga mereka.  Hingga akhir Maret 2020, kebanyakan pengungsi di 
Indonesia datang dari Afghanistan (56%), Somalia (10%) dan Irak (6%). 
Para pengungsi pergi dari negara asal dikarenakan konflik yang terjadi di 
negara asal, dan mencari perlindungan di negara penerima suaka.
5
 
Istilah mengenai „pengungsi‟ dan „pencari suaka‟ memiliki definisi 
legal di dalam hukum internasional dan juga terdapat dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga tidak dapat 
menyamaratakan bahwa semua warga negara asing yang datang ke 
Indonesia tanpa dokumen merupakan illegal. Suatu negara mempunyai hak 
untuk menolak atau menerima orang asing yang masuk ke wilayahnya 
dengan syarat dan ketentuan tertentu menurut hukum Internasional, akan 
tetapi terdapat situasi khusus negara memperbolehkan seseorang masuk ke 
negara tanpa dokumen lengkap, misalnya dalam kasus pengungsi.
6
 
Pengungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kata dasar 
ungsi, mengungsi yang memiliki arti pergi menghidarkan diri 
(menyingkirkan diri) dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang 
dirasa aman). Sehingga pengungsi memiliki arti orang yang pergi 
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menghindarkan diri dari bahaya.
7
 Mereka yang menjadi pengungsi 
berusaha menyingkirkan diri dari bahaya seperti peperangan yang terjadi 
di negara asal menuju negara tujuan yang lebih aman dan terlindungi hak-
hak asasi manusia. 
Pencari suaka memiliki perbedaan dengan seorang pengungsi seperti 
dikutip dari halaman situs website UNHCR yang merupakan komisioner 
tingkat tinggi dari PBB yang menangani pengungsi, pencari suaka dalam 
hal ini adalah mereka warga negara asing yang singgah ke suatu negara 
untuk mencari perlindungan namun proses untuk itu belum selesai. 
Pengungsi merupakan pencari suaka yang sudah terdaftar pada UNHCR 
kemana negara tujuan mereka mencari suaka, serta permintaan mereka 
belum dipertimbangkan dan menunggu pemberangkatan ke negara tujuan. 
Seorang pengungsi pasti adalah pencari suaka tetapi seorang pencari suaka 
belum tentu pengungsi.  
Persoalan muncul ketika Indonesia belum meratifikasi peraturan 
internasional atau protokol maupun konvensi internasional mengenai 
pengungsi dan pencari suaka. Dilihat secara historis Indonesia memiliki 
pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (Viatnamese Boat 
People) yang terjadi antara tahun 1975-1980 ratusan ribu pencari suaka 
yang berasal dari Vietnam datang menggunakan perahu dan ditempatkan 
di pulau Galang. Arus pengungsi pencari suaka yang datang dari Vietnam 
sampai mendarat di Pulau Galang menarik perhatian UNHCR dan 






Pemerintah Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dan 
UNHCR dalam menangani gelombang pengungsi pencari suaka yang 
datang dari Vietnam pada tahun 1980-an diantara lain membangun 
berbagai fasilitas seperti barak pengungsian, tempat ibadah, rumah sakit, 
dan sekolah untuk sekitar ratusan ribu pengungsi pencari suaka tersebut.    
Setiap negara bertanggung jawab dan menjaga para pengungsi 
pencari suaka yang berada dalam wilayah teritorial mereka. Persoalan 
mengenai pengungsi maupun pencari suaka merupakan isu klasik dalam 
hukum internasional. Para pengungsi pencari suaka mereka terlantar dan 
butuh perhatian, keadaan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia 
erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada mereka. 
Perlindungan hak-hak mereka yang berdasarkan konvensi-konvensi hak 
asasi manusia harus di lindungi apalagi banyak diantara pengungsi 
merupakan anak-anak yang rentan terpengaruh hal buruk atas kondisi 
memprihatinkan mereka di negara “sementara” sebelum ke negara tujuan. 
Berdasarkan pada yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada 
Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan 
internasional. Penetapan mengenai status para imigran menjadi pengungsi 
pencari suaka bukan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, penetapan 
mengenai status imigran tersebut yaitu oleh UNHCR, sehingga memakan 
waktu lama. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden yang 
dikeluarkan pada akhir 2016 yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 




komitmen Indonesia dalam perlindungan hak-hak dasar atau hak asasi 
manusia kepada pengungsi pencari suaka. Berdasarkan Peraturan Presiden 
tersebut dalam penanganan pengungsi pencari suaka dikoordinasikan oleh 
Menteri dalam hal pengawasan keimigrasian oleh kementerian dalam 
bidang politik, hukum dan keamanan.   
Saat ini sejumlah pengungsi yang ada di Indonesia mereka 
menempati daerah di DKI Jakarta dan untuk pembiayaan kehidupan 
mereka saat ini masih ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta.  Kondisi 
mereka juga cukup memprihatinkan dan cukup tidak layak terutama untuk 
anak-anak. Keberadaan sejumlah pengungsi dan pencari suaka menjadi 
salah satu problematika internasional disamping itu dikarenakan Indonesia 
menjadi negara transit bagi para imigran tersebut maka permasalahan ini 
juga menjadi permasalahan dalam negeri di Indonesia dan memunculkan 
keresahan warga sekitar tempat para pengungsi berada. Ditinjau dari aspek 
hukum Internasional, merupakan hak dan kewajiban bagi Indonesia untuk 
memilih menerima atau menolak keberadaan para pengungsi yang masuk 
ke wilayah Indonesia. Hal tersebut bisa menjadi tindakan preventif untuk 
menjaga, melindungi atau menghindari negara dari gangguan asing dan 
menjaga stabilitas ekonomi negara.   
Manusia sebagai individu menjadi subyek hukum atau pemegang 
hak (right-holders) ditempatkan dalam hukum HAM internasional modern 






 Tanggungjawab dan menjaga para 
pengungsi pencari suaka yang berada dalam wilayah teritorial mereka dan 
melindungi hak-hak dasar para pengungsi merupakan tanggung jawab 
semua negara yang terdapat pengungsi/pencari suaka di wilayah negara. 
Bukan hanya negara yang menjadi bagian dari Konvensi 1951 dan 
Protokol 1967 tetapi untuk semua negara sebagai bagian dari hukum 
internasional termasuk Indonesia. Indonesia hanya sebagai negara transit 
para pengungsi pencari suaka maka dari itu Indonesia harus berupaya 
melindungi hak-hak dasar asasi manusia para pengungsi pencari suaka 
tersebut berdasar hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi 
pencari suaka maupun hukum nasional yang menaungi keberadaan 
mereka. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang 
peneliti angkat sebagai berikut : 
1. Bagaimana perlindungan hak pengungsi pencari suaka yang ada di 
Indonesia berdasarkan hukum internasional?  
2. Bagaimanakah sikap Indonesia terhadap jumlah pengungsi pencari 
suaka yang masih berada di Indonesia?  
                                                             
8
 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia , (Semarang : Badan Penerbit Universitas 




C. Tujuan  
Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dilaksanakan penelitian. Uraian 
dari tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan berbagai perlindungan dan hak untuk pengungsi dan 
pencari suaka di Indonesia berdasarkan hukum atau ketentuan 
Internasional mengenai pengungsi.  
2. Mengkaji upaya atau sikap Indonesia dalam menangani jumlah 
pengungsi pencari suaka yang masih ada di Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis antara lain sebagai 
berikut :  
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai bahan atau data 
informasi di bidang hukum bagi kalangan akademisi maupun 
masyarakat umum mengenai perlindungan hak-hak pengungsi pencari 
suaka yang berada di wilayah Indonesia.  
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan 
kepada pihak terkait dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak 
pengungsi pencari suaka di wilayah Indonesia. 
E. Tinjauan Pustaka  





1. Rosmawati (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala), 
Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia 
(Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 
1967 dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII 
(Desember, 2015), pp. 457-476. Rujukan ini menerangkan mengenai 
pengungsi yang ada Indonesia dan pengaruh terhadap para 
pengungsi tersebut berada di Indonesia sebagai negara yang belum 
meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi.  
2. Afriandi, F., & Nizmi, Y.E. (Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, FISIP Universitas Riau) Kepentingan Indonesia Belum 
Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai 
Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka dalam Jurnal Online 
Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(1), 1-13, Tahun 
2014. Rujukan  ini penulis menerangkan mengenai kepentingan 
Indonesia yang belum meratifikasi Hukum Internasional mengenai 
Pengungsi.  
3. Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. Penanganan Pengungsi Oleh 
Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018) : 179-197. Rujukan 
ini menjelaskan mengenai penanganan pengungsi luar negeri 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan 




4. Atik Krustiyati (Fakultas Hukum Universitas Surabaya), Kebijakan 
Penanganan Pengungsi Di Indonesia : Kajian Dari Konvensi 1951 
dan Protokol 1967. Law Review Volume XII No. 2 – November 
2012. Dalam rujukan ini penulis membahas mengenai urgensi dan 
relevansi Indonesia dalam menangani pengungsi yang datang dengan 
status Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Internasional 
tentang Pengungsi.  
Berdasarkan sumber rujukan yang peneliti cantumkan terdapat 
perbedaan antara penelitian dan rujukan yaitu peneliti membahas dan  
mengkaji mengenai perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia dan 
hak sebagai pengungsi pencari suaka yang ada di Indonesia serta sikap dan 
upaya Indonesia dalam pemenuhan hak para pengungsi dan pencari suaka 
yang masih berada di Indonesia sebagai negara transit berdasarkan hukum 
internasional yang berlaku.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
penelitian Library Research. Penelitian Library Research merupakan 
penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara menelaah 
buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan 
yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dipecahkan.
9
 
Penggunaan metode penelitian Library Research ini dikarenakan di 
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dalam penelitian ini berusaha untuk meneliti bahan hukum primer 
yang meliputi peraturan perundang-undangan Internasional 
mengenai pengungsi dan pencari suaka.  
2. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis 
dalam karya tulis ilmiah ini berupa metode pendekatan penelitian 
normatif (normative law reseacrh) yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
sebagai bahan dasar untuk diteliti melaui pengadaan penelusuran 
terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki 
kaitan dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti.
10
  
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum 
normatif dikarenakan metode tersebut sangat tepat untuk meneliti 
dan menulis karya tulis ilmiah ini sebagai metode penelitan hukum 
yang menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan 
internasional tentang pengungsi dan pencari suaka.  
3. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder 
yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui tulisan-tulisan tentang 
hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal- jurnal.
11
 Untuk 
mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua 
jenis Bahan Hukum, yaitu : 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.
12
 Terdiri dari 
sebagai berikut :  
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945  
(2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan 
Luar Negeri 
(3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 
2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri 
(4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia 
(5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  
(6) Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi 
(7) Protokol 1967 Tentang Pengungsi Internasional  
b. Sumber hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang 
hukum baik dalam bentuk buku-buku ataupun jurnal-jurnal.
13
 
Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan 
atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu antara 
lain adalah skripsi, thesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal 
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4. Metode Pengumpulan Data  
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang 
cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan, maka digunakan :  
a. Teknik pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan adalah 
suatu teknik pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah 
teori- teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang 
terdapat dalam sebuah media cetak, khususnya buku-buku yang 




b. Teknik pengumpulan data secara daring (online) yaitu dengan 
mengutip sumber-sumber dari website yang membahas 
mengenai pengungsi dan pencari suaka.  
5. Metode Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif 
yaitu teknik analisis yang menggunakan proses berfikir induktif dan 
digunakan untuk menguji teknik hipotesis yang dirumuskan sebagai 
jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.
16
 Pada penelitian 
ini penulis berusaha untuk mengkaji permasalahan yang timbul 
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melalui hipotesis-hipotesis dalam menemukan jawaban dari 
permasalahan tersebut.  
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bagian bab yang 
masing-masing memiliki substansi yang berbeda-beda, namun masih 
dalam satu kesatuan yang saling berkaitan, mendukung dan melengkapi.  
Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan garis besar dari keseluruhan 
pola pikir pengembangan dari skripsi yang menyajikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan membahas mengenai 
pengertian hukum internasional, pengertian hukum pengungsi 
internasional, pengertian pengungsi dan pencari suaka, mekanisme 
perlindungan pengungsi dan pencari suaka, sumber hukum internasional 
dan nasional mengenai pengungsi dan pencari suaka.  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil 
rumusan masalah tentang perlindungan pengungsi dan pencari suaka yang 
ada di wilayah Indonesia berdasarkan hukum internasional serta upaya 
Indonesia terhadap adanya pengungsi dan pencari suaka  yang masih 
berada di Indonesia.  





A. Tinjauan Umum Hukum Internasional  
1. Sejarah Hukum Internasional 
Sejarah perkembangan Hukum Internasional dibagi menjadi tiga 
periode yaitu periode kuno, periode klasik dan periode modern. Pada 
periode kuno kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan 
masyarakat-masyarakat independen dipandang perlu dan muncul dari 
kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat dalam hubungan timbal balik, 
seperti traktat-traktat, kekebalan para duta besar, peraturan perang 
ditemukan beberapa abad sebelum lahirnya agama Kristen.
17
 
Meningkatnya hubungan, kerjasama dan saling ketergantungan antar 
negara, muncul negara-negara merdeka baru dalam jumlah yang banyak 
sebagai akibat dekolonisasi, berdirinya organisasi-organisasi 
internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan 
ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya 
hukum internasional tidak saja mengatur hubungan antar negara tetapi 
juga subjek-subjek hukum lainnya. Zaman Romawi kuno hukum 
internasional sudah dikenal dan pada saat itu dikenal adanya dua hukum 
oleh orang-orang Romawi kuno yaitu :
18
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1) Lus Ceville yaitu hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat 
Romawi dimana pun tempatnya 
2) Lus Gentium yaitu hukum yang berlaku yakni hukum yang berlaku 
antara bangsabangsa di jaman Romawi, termasuk kaidah dan asas 
hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan 
orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi.  
Hukum yang berlaku kepada orang asing ini terus mengalami 
perkembangan dan hukum ini berubah menjadi Lus Intergentium atau 
lebih dikenal dengan Volkenrecht (Jerman), Droit de Gens (Perancis), 
dan di Inggris dikenal sebagai Law of Nations.  
Zaman modern hukum internasional mulai berkembang pesat 
pada abad XVI sejak pendatanganan Perjanjian Westphalia tahun 1648 
yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. 
Perjanjian perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting 




Abad Ke-18 mulai bermunculan ahli hukum internasional yang 
terbagi dalam 2 (dua) aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran 
positivisme. Menurut Pufendorf seorang ahli hukum yang berasal dari 
Belanda, menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian 
dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia mengatur 
kehidupan manusia kapan saja dan dimana saja ia berada, hidup 
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berorganisasi dalam negara atau tidak. Seorang guru besar hukum 
perdata di Oxford, Zouche, yang pandangannya lebih mementingkan 
praktik negara sebagai sumber hukum sebagaimana terjelma dalam 
kebiasaan dan perjanjian-perjanjian, walaupun tidak secara mutlak 
menolak hukum alam. 
Pandangan berbeda dari seorang diplomat berkebangsaan Swiss 
yaitu Emmerich Vattel, dia tidak dapat digolongkan ke dalam aliran 
hukum alam maupun aliran positivis dan lebih dikenal eclectic yakni 
orang yang memilih segi-segi baik dari kedua aliran tersebut. 
Pandangan Emmerich Vattel banyak berpengaruh terhadap 
perkembangan hukum Internasional, terutama di Amerika Serikat. 
Seperti kebiasaan dan perjanjian antarnegara yang berharga sebagai 
sumber atau (evidence) hukum.  
2. Pengertian Hukum Internasional  
Terdapat padanan terminologi hukum internasional yang 
digunakan di Indonesia yang merupakan padanan dari bahasa asing 
diantaranya International Law (Inggris), Droit International (Prancis), 
dan Internationaal Recht (Belanda). Beberapa sumber kepustakaan 
menggunakan istilah yang berbeda tetapi memiliki makna yanng sama 
dengan hukum internasional antara lain Hukum Antar Bangsa (The Law 
of Nations), Hukum Antar Negara (Interstates Law), Hukum Dunia 
(World Law), dan Hukum Transnasional (Transnational Law). Hukum 




internasional. Pengertian hukum internasional adalah sekumpulan 
peraturan hukum yang sebagian besar mengatur mengenai prinsip-
prinsip dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh negara-negara (subjek 
hukum internasional) dan hubungannya satu dengan yang lain. 
Penggunaan istilah hukum internasional mulai dikenal setelah 
digunakan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham pada tahun 1789 
sebagai pengganti dari istilah yang dikenalkan oleh Grotius yaitu the 
law of war and peace. 
Terdapat perbedaan menonjol antara international law dan 
positive law yakni hukum internasional sebagian besar terdiri atas asas-
asas dan norma-norma hukum, sedangan hukum positif berisi aturan 
yang mengatur subjek hukum dengan aturan yang bersifat mengikat dan 
memaksa atau dipaksa oleh negara dan sudah ditetapkan. Hukum 
internasional dapat dikatakan dibungun dari opini umum berbagai 
negara yang berdasarkan kepada asas-asas hukum internasional. 
Keputusan-keputusan setiap negara di dalam hukum internasional tidak 
dipaksakan dan tidak ada yang memaksa. 
Pada awalnya hukum internasional hanya mengatur hubungan 
antar negara saja namun, seiring perkembangan zaman hukum 
internasional juga mengatur mengenai pola perilaku struktur organisasi 
internasional pada batas tertentu dan mengatur perusahaan 
multinasional dan individu.  Hukum Internasional adalah seperangkat 




eksklusif yang dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum 
yang sebagian besar mengatur mengenai prinsip-prinsip dan aturan-
aturan yang harus dipatuhi  oleh negara-negara (subjek hukum 
internasional), dan hubungannya satu sama lain.
20
 Hukum internasional 
bukan merupakan suatu aturan yang dapat diberlakukan sebagaimana 
hukum yang dimiliki suatu negara. Hukum internasional dalam 
perkembangannya saat ini sudah tidakdapat diterapkan lagi secara kaku 
mengingat hukum internasional sudah menyentuh permasalahan 
domestik. Saat ini hukum internasional sudah mengalami proses yang 
disebut „humanisasi‟ dan internalisasi yaitu suatu proses perkembangan 
arti atau makna serta fungsi hukum internasional yang lebih 




Terdapat bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang 
khusus di dalam mempelajari hukum internasional yaitu selain hukum 
internasional yang berlaku secara umum (general) atau universal 
dijumpai juga beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan 
yang khusus berlaku di suatu bagain negara tertentu (region)
22
. Bentuk 
perwujudan lain dari hukum internasional khusus selain hukum 
internasional regional yaitu adanya hukum internasional khusus yang 
membentuk kaidah kompleks yang berlaku berlaku bagi negara tertentu 
                                                             
20
 Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, Terminologi Hukum Internasional, Sinar 




 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. 




saja seperti Konvensi Eropa mengenai HAM yang diatur dalam sebuah 
konvensi yang bersifat multilateral diikuti oleh berbagai negara tertentu 
tidak terbatas pada negar bagian saja sebagai cerminan keadaan, 
kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat intergritas yang berbeda-
beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional 
yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.
23
  
Berkaitan dengan Bidang Kajian Hukum Internasional, perlu 
dipahami bahwa masyarakat internasional merupakan landasan 
sosiologis Hukum Internasional. Hukum internasional kemudian 
mendapatkan tempatnya, karena untuk menertibkan, mengatur, dan 
memelihara hubungan internasional yang dilakukan oleh para aktor 
negara dan bukan negara (non-State actors), dibutuhkan hukum guna 
menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang 
teratur. Dalam hubungannya dengan isu ini, kedaulatan Negara yang 
mengonsepsikan bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi pada 
prinsipnya terbatas pada batas wilayah negara yang mempunyai 
kekuasaan tersebut dan berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain 
dimulai. 
Sejumlah disiplin ilmu baru hadir dari perkembangan ilmu 
Hukum Internasional Publik dan sudah menjadi sebuah disiplin ilmu 
yang diajarkan di berbagai Perguruan Tinggi, yaitu diantaranya Hukum 
Diplomatik dan Konsuler, Hukum Perjanjian Internasional Hukum 
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Organisasi Internasional, Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan 
Internasional, Hukum Migrasi Internasional, Hukum Pengungsi 
Internasional, Hukum Udara, Hukum Laut Internasional, Hukum 
Angkasa, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Lingkungan 
Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Investasi 
Internasional, Hukum Pembangunan Internasional, Hukum Pidana 
Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum 
Penyelesaian Sengketa Internasional. Dapat pula dicatat perkembangan 
pesat mengenai Hukum Olahraga Internasional, Hukum Internet 
Internasional, dan aspek hukum internasional berkaitan dengan 
kepariwisataan global. Dengan demikian, kemungkinan dikemudian 
hari akan muncul kembali disiplin ilmu hukum dari perkembangan ilmu 
Hukum Internasional Publik. 
3. Sumber Hukum Internasional 
Sumber hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu sumber 
hukum material yakni sumber hukum yang membahas materi dasar 
yang menjadi substansi pembuatan hukum itu sendiri sedangkan 
sumber hukum formal sumber hukum yang membahas bentuk nyata 
yang mengatur suatu masalah tertentu.
24
 Sumber hukum formal adalah 
suatu proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum 
positif atau disebut “positievering process” yang terdiri dari dua proses 
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yakni perundang-undangan (legislation) dan kebiasaan.
25
 Berbeda 
dengan sumber hukum formal, sumber hukum material adalah faktor 
dan prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum yang 
berlaku, dalam hal ini prinsip hukum merupakan ketentuan yang 
mengatur tingkah laku orang di dalam masyarakat secara umum 




Terdapat dua tempat yang mencantumkan secara tertulis 
mengenai sumber hukum internasional dalam artian formal yaitu di 
dalam Pasal 7 Konvensi Den Haag XII tertanggal 18 Oktober 1907 
yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut 
(International Prize Court) dan terdapat di Pasal 38 Piagam Mahkamah 




Sumber hukum internasional menurut statuta Mahkamah 
Internasional Pasal 38 ayat (1) adalah sebagai berikut : 
(1) Perjanjian Internasional (International Convention) baik yang 
bersifat umum ataupun khusus 
(2) Kebiasaan Internasional (International Custom)  
(3) Prinsip Hukum Umum (General Principle Of Law) yang diakui 
oleh negara beradab 
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(4) Keputusan Pengadilan (Judicial Decision) dan pendapat para ahli 
yang telah diakui dan merupakan sumber hukum tambahan.  
Penyebutan urutan sumber hukum dalam Pasal 38 ayat (1) diatas 
sama sekali tidak diatur di dalam Pasal 38 sehingga tidak menentukan 
urutan pentingnya masing-masing sumber hukum sebagai sumber 
hukum formal. Klasifikasi yang dapat dibuat yakni bahwa sumber 
hukum formal dibagi menjadi dua golongan yaitu sumber hukum 
primer atau sumber hukum utama meliputi perjanjian internasional, 
kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum dan sumber hukum 
subsidier atau sumber hukum tambahan yakni keputusan-keputusan 




(1) Perjanjian Internasional  
Sumber hukum formal bagi hukum internasional adalah 
perjanjian internasional atau “treaty” dan kebiasaan internasional 
internasional atau disebut “international custom”. Perjanjian 
internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa 
anggota masyarakat bangsa-bangsa dan memiliki tujuan untuk 
mengakibatkan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional 
termasuk di dalamnya perjanjian antar negara-negara, perjanjian 
antar negara dan organisasi internasional, dan perjanjian 
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organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional 
lainnya.  
Sebelum tahun 1969 perjanjian internasional diatur oleh 
hukum internasional kebiasaan. Ditetapkannya Konvensi Wina 
tahun 1969 menjadikan perjanjian internasional diatur oleh 
konvensi tersebut. Konvensi Wina 1969 merupakan kodifikasi 
hukum internasional kebiasaan yang disesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan pandangan baru, dengan berlakunya 
konvensi tersebut hukum kebiasaan internasional masih berlaku 
bagi hal-hal yang belum diatur dalam konvensi tersebut.   
Terdapat dua macam perjanjian internasional yaitu “law 
making treaty” dan “treaty contract”. Law making treaty adalah 
perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum 
internasional yang berlaku secara umum atau biasa disebut 
“international legislation”.
29
 Istilah “treaty” digunakan sebagai 
“nomengeneralissmum” karena dalam pengertian itu istilah 
tersebut mencakup setiap persetujuan antar negara tanpa 
memperhitungkan bentuknya, misalnya tertulis atau pun lisan, 
dan tanpa memperhitungkan pula petugas yang melaksanakan, 
seperti kepala negara atau menteri luar negeri.
30
 Namun, istilah 
treaty dalam konvensi Wina tahun 1969 tidak mengatur secara 
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luas pengertiannya, treaty hanya berlaku bagi antar negara dalam 
bentuk tertulis.  
"Law making treaties", adalah perjanjian internasional yang 
mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara 
universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga 
dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian 
internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum 
internasional. “Law making treaty” ini menetapkan ketentuan-
ketentuan hukum perjanjian internasional (treaty rules) misalnya 
Konvensi Perlindungan Korban Perang Jenewa 1958.
31
  
Treaty contract menetapkan ketentuan hukum internasional 
yang berlaku bagi dua negara atau lebih yang membuatnya. 
Treaty contract adalah perjanjian internasional mengandung 
ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau 
persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya 
saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. 
Namun, ketentuan hukum internasional yang ditetapkan oleh 
treaty contract dapat menjadi atau berlaku umum melalui 
kebiasaan.
32
 Tentang hal membuat perjanjian internasional dapat 
dibagi menjadi tiga tahap yaitu : 
a. Perundingan (negotiation);  
b. Penandatanganan (signature); 
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c. Pengesahan (ratification).  
(2) Kebiasaan Internasional  
Pasal 38 ayat (1) sub (b) menyebutkan bahwa international 
custom, as evidence of a general practice accepted as law, artinya 
bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan 
internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima 
sebagai hukum.
33
 Munculnya hukum kebiasaan berasal dari 
praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil 
terhadap suatu persoalan. Apabila suatu negara mengambil suatu 
kebijaksanaan dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain dan 
secara terus-menerus akan terbentuk suatu kebiasaan. Setiap 
kebiasaan tersebut apakah dapat menjadi sumber hukum 
internasional atau hanya kesopanan internasional. Suatu 
kebiasaan dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional 
diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :
34
  
1) Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum;  
2) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.  
Dari pengertian di atas dapat kita ketahui ada dua unsur yaitu 
harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan 
tersebut harus diterima sebagai hukum. Unsur ini disebut dengan 
unsur material dan unsur psikologis. Secara singkat dapat dilihat 
bahwa suatu kebiasaan internasional bisa dikatakan diterima 
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sebagai sumber hukum apabila negara-negara itu tidak 
menyatakan keberatan terhadapnya. Bentuk penyampaian 
keberatan dapat dinyatakan melalui jalan diplomatik (protes) atau 
dengan jalan hukum mengajukan keberatam di hadapan suatu 
mahkamah.  
Contoh ketentuan hukum internasional yang timbul dari 
proses kebiasaan internasional adalah penggunaan bendera putih 
sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang digunakan untuk 
memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk 
mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kini bendera putih 
dijadikan sebagai simbol perdamaian atau menyerah kalah. 
Sebaliknya, dalam hukum perang ada juga kebiasaan yang 
tidak pernah menjelma menjadi ketentuan hukum internasional, 
karena tidak memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan. 
Contohnya dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kapal 
selam Jerman biasa menenggelamkan kapal dagang pihak lawan 
tanpa pemberitahuan terlebih dulu, dan tanpa memberi 
kesempatan kepada awak kapal untuk menyelamatkan dirinya. 
Hal ini berlawanan dengan hukum perang di laut yang 
mensyaratkan adanya pemberitahuan dan memberi kesempatan 
untuk menyelamatkan diri sebelum menenggelamkan kapal 
musuh.  




Sumber hukum internasional selanjutnya menurut Pasal 38 
ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional yaitu prinsip hukum 
umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (General 
Principle Of Law Recognized by Civilized Nation) yakni yang 
dimaksud asas hukum umum adalah asas hukum yang mendasari 
sistem hukum modern, sistem hukum modern ialah sistem hukum 
positif yang berdasarkan atas asas serta lembaga hukum negara 
Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan 
lembaga hukum Romawi.  
Bahwa yang menjadi sumber hukum adalah asas prinsip 
hukum umum bukan hanya asas hukum internasional. Hukum 
internasional bukanlah suatu sistem hukum yang berbeda dari 
hukum nasional.
35
 Meskipun hukum nasional suatu negara 
berbeda satu sama lain, tetapi memiliki prinsip-prinsip pokoknya 
tetap sama. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah asas pacta 
sunt servanda, bona fides, dan asas abus de droit. Prinsip-prinsip 
hukum umum ini juga termasuk di dalamnya asas dalam hukum 
perdata, pidana, maupun hukum internasional itu sendiri, seperti 
asas non intervensi, penghormatan kemerdekaan, dan sebagainya. 
Sangat penting dengan adanya asas hukum umum sebagai 
sumber hukum internasional selain perjanjian dan kebiasaan 
internasional bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum 
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internasional sebagai sistem hukum positif. Adanya prinsip 
hukum umum menjadikan mahkamah tidak dapat menyatakan 
non liquest yaitu menolak mengadili perkara karena tiadanya 
hukum yang mengatur persoalan yang diajukan, sehingga 
mahkamah kemudian akan dapat menjadi tempat tumbuh dan 
berkembangnya prinsip-prinsip hukum baru dalam hukum 
internasional.  
(4) Sumber Hukum Tambahan: Keputusan Pengadilan Dan Pendapat 
Para Sarjana Terkemuka Di Dunia  
Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka 
di dunia merupakan sumber hukum tambahan atau subsidier yakni 
sumber hukum tersebut dapat dikemukakan untuk membuktikan 
adanya kaidah hukum internasional tentang suatu permasalahan 
yang berdasarkan sumber primer yaitu perjanjian internasional, 
kebiasaan dan prinsip hukum umum.  
Sumber hukum internasional keputusan pengadilan bersifat 
tidak mengikat namun, keputusan pengadilan terutama 
Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court of 
International Justice), Mahkamah Internasional (International 
Court of Justice), Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent 
Court of Arbitration) memiliki pengaruh besar dalam 
perkembangan hukum internasional.
36
 Sumber hukum 
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internasional tambahan selanjutnya yaitu pendapat para sarjana 
hukum internasional yang terkemuka dapat dipakai sebagai 
pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi 
hukum internasional, walaupun ajaran para sarjana tersebut tidak 
menimbulkan hukum. Contoh dari pendapat para ahli hukum 
internasional yaitu Panitia Ahli Hukum (Committee of Jurist) 
yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920 untuk 
memberikan pendapatnya mengenai masalah kepulauan.  
Ketetapan atau aturan-aturan hukum internasional meliputi 
suatu aturan-aturan mengenai hak-hak wilayah dari negara 
(berhubungan dengan darat, laut, dan ruang angkasa), 
perlindungan lingkungan internasional, perdagangan dan 
hubungan komersial internasional, penggunaan kekerasan oleh 
Negara, dan hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter.
37
  
4. Subjek Hukum Internasional 
Subyek hukum internasional secara umum adalah pihak yang 
melakukan tindakan atau kegiatan yang menimbulkan suatu akibat 
hukum dan memiliki kewenangan hak atau kewajiban untuk melakukan 
suatu kewajiban berdasarkan ketentuan hukum positif.
38
  Pengertian 
subjek Hukum Internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala 
hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional. Pengertian tersebut 
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dapat diletakkan kepada negara sebagai subjek Hukum Internasional 
yang bersifat penuh. Terdapat juga pengertian subjek Hukum 
Internasional dalam arti yang lebih luas, dimana mencakup kenyataan 
bahwa yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut hanyalah hak dan 
kewajiban yang terbatas. Perkembangan hukum internasional, 
perkembangan ataupun kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi 
dan transportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat 
sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks 
mengakibatkan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum 
internasional pada saat ini ternyata tidak terbatas pada Negara saja 
tetapi juga meliputi subyek hukum internasional lainnya.  
Subyek hukumodapattdibedakan menjadi dua jenis yaitu orang 
(natuurlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon). Subyek hukum 
dalam ilmu hukum internasional mewakili para pihak, pelaku di dalam 
hukum internasional. Subjek hukum internasional meliputi negara, 
organisasi internasional, takhta suci Vatikan, Palang Merah 
Internasional, Pemberontak (billigerent), individu, Perusahaan 
Multinasional (Multinational Corporations) / Perusahaan Transnasional 




(1) Negara  
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Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional 
yang diakui kedaulatannya oleh hukum internasional. Kedaulatan 
suatu negara adalah  kewenangan suatu negara dalam 
menjalankan suatu kebijakan dan kegiatan dalam wilayah negara 
sejauh mana kewenangan itu guna terlaksananya hukum 
nasional.
40
 Kedaulatan adalah sebuah istilah padanan dari istilah 
yang dikenal di sejumlah bahasa yakni sovereignty (Inggris), 
sovereinete (Prancis), dan sovranus (Italia) yang berakar dari 
bahasa Latin, superanus yang berarti teratas.
41
 Tindaka Negara 
dalam menjalankan kewajibannya dengan hukum internasional 
akan menimbulkan suatu hubungan sebab-akibat, hubungan 
negara dalam mengikatkan diri dengan negara lain akan diikat 
dengan suatu perjanjian internasional baik bilateral atau 
multilateral.
42
 Kedaulatan suatu negara dapat dilihat dari 
perspektif pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan intern dan 
ekstern.  
Pendekatan kedaulatan dari sisi intern dipandang bahwa suatu 
kedaulatan merupakan kekuasaan negara atas teritori atau batas-
batas wilayahnya yang berarti bahwa kedaulatan negara terletak 
sisi dalam dari suatu negara. Kewenangan suatu kedaulatan 
negara dalam perspektif ini dimiliki oleh negara dalam rangka 
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melaksanakan juridiksi di wilayah yang menjadi kewenangannya 
serta negara dalam posisi ini bisa melaksanakan hukum 
nasionalnya. Qui in territurio meo est, etiam meus subditus est 
(jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada 
saya) dalam kata lain bahwa setiap orang yang berada di wilayah 
suatu negara tertentu harus tunduk pada kekuasaan hukum dari 
negara yang memiliki wilayah tersebut.  
Pandangan kedaulatan negara selain intern yaitu kedaulatan 
dari aspek ekstern yang memposisikan atau memandang negara 
dalam relasi atau hubungannya dengan negara-negara lain. Hakim 
Mahkamah yang menangani kasus Island of Palmas 
mengungkapkan bahwa kedaulatan negara menunjukan bahwa 
negara tersebut merdeka. Kedaulatan juga dipandang merupakan 




Berperan sebagai subjek hukum internasional negara 
mengemban hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagimana 
diatur dalam hukum internasional. Hak dan kewajiban negara 
dapat dikategorikan antara lain hak dan kewajiban negara yang 
berhubungan dengan kedudukannya terhadap negara lain, hak dan 
kewajiban negara berhubungan dengan wilayah dalam masyarakat 
internasional, hak kewajiban negara yang berhubungan dengan 
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orang yang ada dalam masyarakat internasional, hak dan 
kewajiban negara yang berhubungan dengan benda-benda dalam 
masyarakat internasional, hak dan kewajiban negara atas 




Suatu negara memiliki kedaulatan tidak berati bahwa negara 
tersebut dapat bertindak secara bebas dan menyalahgunakan 
kedaulatan tersebut. Penyalahgunaan suatu kedaulatan akan 
menghasilkan suatu tanggung jawab. Menurut Hingorani dalam 
bukunya Modern International Law, yang menjadi dasar adanya 
tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa 
tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya 
tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran 
terhadap hak negara lain, akan menimbulkan kewajiban bagi 




(2) Takhta Suci (Vatican)  
Takhta suci (Vatican) merupakan peninggalan-peninggalan 
atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan 
hanya kepala gereja Roma melainkan juga memiliki kekuasaan 
duniawi. Takhta Suci (Vatican) diakui sebagai subyek hukum 
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internasional berdasarkan Traktat Lateran (Lateran Treaty) 
tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Takhta 
Suci (Vatican) tentang penyerahan sebidang tanah di Roma. 
Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai 
pengakuan Italia atas eksistensi Takhta Suci sebagai pribadi 
hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan 
kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, 
karena hanya terbatas di bidang kerohanian dan kemanusiaan, 
sehingga hanya mempunyai kekuatan moral saja, namun wibawa 
Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci dan umat Katolik di 
seluruh dunia telah diakui secara luas di seluruh dunia.
46
 
(3) Organisasi Internasional  
Organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara 
merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu, dan 
untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan oleh alat 
perlengkapan negara, misalnya melalui dewan keamanan, dewan 
ekonomi social, majelis umum, dan sebagainya. Organisasi 
internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan 
dalam Konvensi-konvensi internasional yang merupakan 
anggaran dasar organisasi tersebut. 
Berbeda dengan negara sebagai subjek Hukum Internasional, 
organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-
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negara bukanlah subjek Hukum Internasional yang sebenarnya 
atau hanya merupakan subjek hukum buatan semata. Organisasi 
ini hanya menjalankan kehendak-kehendak negara anggotanya 
yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Terdapat 
beberapa definisi yang berbeda dari ahli hukum mengenai 
organisasi internasional. Perbedaan ini disebabkan karena adanya 
perbedaan tujuan pendirian dari tiap organisasi internasional.  
Menurut Theodore A. Couloumbus dan James H. Yang 




a. Organisasi Internasional yang bersifat umum dan diikuti oleh 
semua negara, organisasi tersebut contohnya Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB)  
b. Organisasi internasional yang bersifat secara spesifik dan 
diikuti oleh semua negara, contohnya UNESCO, 
International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan lain-
lain.  
c. Organisasi internasional yang memiliki tujuan umum dan 
beranggotakan secara regional contohnya Association of 
South East Asian Nation (ASEAN). Organisasi internasional 
yang berkedudukan sebagai subjek Hukum Internasional 
yang ditugaskan untuk melakukan berbagai kegiatan negara, 
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organisasi internasional mempunyai hak-hak istimewa dan 
kekebalan-kekebalan, yang diberikan kepada organisasi 
beserta para pegawainya. Hak-hak istimewa dan kekebalan 
ini diatur di dalam Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 13 
Februari 1946 dan Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 21 
November 1947. Kedua konvensi ini merupakan sumber 
hukum positif bagi organisasi internasional, terutama PBB 
dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. 
Hak-hak istimewa yang dimiliki organisasi internasional 
yaitu tidak boleh diganggu gugat kantor-kantor organisasi, 
yang secara umum diakui dalam persetujuan-persetujuan 
kantor pusat organisasi. Kekebalan yurisdiksi yang dimiliki 
memungkinkan organisasi internasional bebas dari tuntutan 
hukum peradilan nasional negara setempat, yang berlaku 
untuk semua perbuatan organisasi tersebut.  
(4) Palang Merah Internasional  
Palang Merah Internasional (International Commite of the 
Red Cross) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss mempunyai 
tempat tersendiri di dalam sejarah hukum internasional. Palang 
Merah Internasional didirikan oleh lima warga negara Swiss 
dipimpin oleh Henry Dunant yang bergerak dalam bidang 
kemanusiaan, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional 




hukum internasional diperkuat dengan berbagai perjanjian dan 
konvensi Palang Merah Internasional atau disebut Konvesi 
Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang meskipun 
organisasi ini sebagai subjek hukum terbatas.
48
  
(5) Individu  
Individu atau orang perorangan dalam arti sempit sudah sejak 
lama dianggap sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian 
Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia 
I antara Inggris dan Perancis dengan Jerman serta sekutu-
sekutunya sudah memuat mengenai Pasal-Pasal (Treaty of 
Versailles 1919 article 297 and 304) bahwa memungkinkan orang 
perorangan mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase 




Adanya kecenderungan setelah akhir Perang Dunia II untuk 
memberikan perlindungan kepada manusia dan mengakui hak 
(asasi)-nya yang dapat dianggap sebagai lanjutan dari 
perkembangan yang dimulai dengan jaminan hak minoritas yang 
terdapat dalam Perjanjian Versailles. 
(6) Pemberontak (Billigerent)  
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Pemberontak dapat memperoleh hak dan kedudukan sebagai 
pihak yang bersengketa (billigerent) menurut hukum perang 
dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dapat menjadikan 
pemberontak berkedudukan sebagai pihak yang bersengketa 
adalah adanya pengakuan pihak ketiga bagi pemberontak atau 
pihak yang bersengketa. Kaum pemberontak atau Belligerent 
yaitu sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap 
pemerintahan sah di dalam suatu negara biasanya melakukan 
pelanggaran terhadap undang-undang dengan tujuan ingin 
menggulingkan pemerintahan yang sah dan membuat 
pemerintahan yang baru sebagai tandingan.
50
  
Pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara dikenal 
dengan istilah Non-International Armed Conflict (NIAC) diatur 
dalam Pasal 3 pada keempat Konvensi Jenewa 1949 yang 
mengatur tentang konflik yang tidak bersifat internasional atau 
biasa disebut sebagai Common Article 3 juga terdapat dalam 
Protokol Tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa (Protocol 
Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
Relating to The Protection of Victims of Non-International Armed 
Conflicts/Protocol II) yang mengatur mengenai perlindungan 
korban akibat konflik yang tidak bersifat internasional. 
Berdasarkan kedua instrumen hukum internasional tersebut diatur 
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mengenai ketentuan yang harus ditaati pihak pemberontak antara 
lain larangan tindakan kekerasan baik jiwa dan/atau raga, 
perkosaan, memberikan hukuman mati tanpa melalui prosedur 
yang benar, penyanderaan, memiliki komando angkatan 
bersenjata, melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah, 
melakukan operasi militer bersama-sama.
51
  
Terdapat beberapa ketentuan bagi kaum pemberontak untuk 
diakui keberadaannya yaitu : 
a. Mempunyai struktur organisasi yang jelas sehingga kaum 
pemberontak terorganisir dengan baik;  
b. Adanya pengakuan minimal 3 (tiga) negara; 
c. Memiliki tanda pengenal dan menggunakannya secara 
konsisten serta memiliki seragam tentara yang berbeda dari 
negara yang diberontak sehingga menunjukan identitasnya 
sebagai kaum pemberontak;  
d. Menguasai ¾ atau sebagian besar wilayah di wilayah yang 
diberontak sehingga telah memiliki kekuasaan secara efektif 
terhadap wilayah tersebut;  
e. Mendapatkan dukungan dari rakyat yang berada di wilayah 
yang dikuasai. 
Apabila sekelompok pemberontak telah memenuhi 
persyaratan dan dapat dikualifikasikan sebagai belligerent maka 
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mereka dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. 
Ketika sebuah negara memberikan pengakuan terhadap 
belligerent maka otomatis akan berdampak rusaknya hubungan 
negara tersebut dengan negara yang diberontak belligerent. 
Tujuan diberikannya pengakuan terhadap belligerents tidak lain 
demi alasan kemanusiaan karena mereka bukanlah kriminal.
52
 
(7) Perusahaan Multinasional  
Perusahaan Multinasional atau Multi-National Corporations 
(MNC) dapat dikategorikan sebagai badan huku (legal person) 
yang memiliki kesetaraan dengan warga negara tempat MNC‟s 
didirikan, sehingga hanya negara yang dapat memegang 
kewenangan mengatur kegiatan MNC‟s. Perusahaan Multi-
Nasional (MNC) adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat 




Hak dan kewajiban pada umumnya yang dimiliki MNC‟s 
tidak sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing 
untuk berperkara di International Court of Justice (ICJ) karena, 
telah diatur secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ, yang 
menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam 
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perkara di depan Mahkamah.
54
 MNC dapat membuat hal-hal 
tertentu mengenai persetujuan dengan pemerintah suatu negara 
dengan menerapkan prinsip hukum internasional atau prinsip 
hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh 
hukum nasional suatu negara.  
Hukum internasional berupaya dalam menempatkan MNC 
terkait dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh MNC, 
sebagai subjek hukum internasional dengan tujuan agar MNC 
dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah 
instrumen hukum internasional. Ketika menjadi subjek hukum 
internasional maka MNC akan memiliki legal capacity, sehingga 
mampu mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hukum 
internasional, mampu mengadakan dan membuat perjanjian, 
mampu untuk mempertahankan hak miliknya serta mempunyai 
kekebalan dan keistimewaan (privileges dan immunities).
55
   
Perusahaan asing selain MNC‟s yang dapat disebut subyek 
hukum Internasional yakni Perusahaan Transnasional atau 
Transnational Corporations (TNC). Adanya TNC menimbulkan 
keresahan duni sejak tahun 1970-an, dari sisi dampak negatif 
adanya TNC‟s menimbulkan adanya seperti campur tangan 
perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di Negara tempat 
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perusahaan asing didirikan (host country); penggelapan pajak; 
perusakan lingkungan hidup bahkan dapat menimbulkan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
56
  
Terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNC‟s 
dari sisi hukum internasional belum adanya instrumen hukum 
yang mengikat untuk menjerat TNC‟s sebagai pelaku. Sampai 
dengan saat ini hanya ada Norma mengenai tanggung jawab TNC 
dan subyek hukum bisnis lainnya terkait hak asasi manusia 
(Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations 
and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights). 
Norma ini dibuat oleh The United Nations Sub-Commission on 
the Promotion and Protection of Human Rights tanggal 13 
Agustus 2003. Norma ini sifatnya tidak mengikat karena tidak 
dalam bentuk hard law sehingga tidak dapat digunakan untuk 
menjerat TNC yang melakukan pelanggaran HAM.
57
  
(8) Organisasi Non-Pemerintah  
Organisasi Non-Pemerintah (Non-Governmental 
Organizations/NGOs) pada dasarnya merupakan organisasi yang 
bersifat non-profit, anggota-anggotanya bersifat sukarela. 
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World Bank (WB) memberikan pengertian bahwa, NGOs 
adalah organisasi privat yang melakukan aktivitas untuk 
meringankan penderitaan, menyuarakan kepentingan masyarakat 
miskin, melindungi lingkungan, menyediakan jasa di bidang 
sosial dan melakukan pengembangan/pembangunan masyarakat 
serta menjunjung tinggi implementasi HAM.
59
  
NGOs muncul sebagai aktor baru pembangunan internasional 
sejak diperkenalkan Sustainable Development pertama kali pada 
United Nations Conference on Environment and Development Rio 
de Janeiro, Brazil, 3 to 4 June 1992, Agenda 21. Konferensi ini 
bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan dan lingkungan 
hidup, pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan 
(sustainable), memperhatikan lingkungan hidup di sekitar agar 




5. Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Internasional  
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak setiap manusia sejak 
lahir yang mutlak melekat pada diri manusia  (Bahkan di dalam 
kandungan seorang bayi sudah memiliki haknya yaitu hak untuk hidup) 
yang bersumber dari Tuhan yaitu hak mutlak untuk hidup. Tidak ada 
seorangpun atau kekuatan apapun yang memiliki hak untuk mencabut 
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pemberian Tuhan atas hak asasi manusia tersebut. Pencabutan hak-hak 
hanya atas kuasa Tuhan dan pencabutan hak bisa karena ketentuan 
konstitusional baik untuk sementara atau selamanya. Munculnya HAM 
adalah bentuk respon dari ketidakadilan, penindasan, kekejaman, dan 
kebiadaban kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan 
dan modal kepada kelompok lemah.  
Menurut Michel Villey gagasan HAM untuk pertama kalinya 
muncul pada tahun 1537. Namun gagasan ini sama sekali belum 
menunjukkan isi yang harus diwujudkan, apalagi perjuangan untuk 
gagasan tersebut. kendati keprihatinan terhadap HAM sudah ada sejak 
tahun 1215 dengan dirumuskannya Magna Charta. Di Inggris, juga 
dikenal dengan adanya Petition Of Rights (1628), Habeas Corpus Act 
(1679), dan English Bill Of Rights (1689), yang mana ketiga 
instruments tersebut sangat mengembangkan kebebasan berpolitik, 
kebebasaan pribadi terutama hormat terhadap keamanan pribadi. Bill Of 
Rights merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemrintahan 
raja-raja Wangsa Stuart yang sewenang-wenang di abad ke-17. Berbeda 
dengan situasi di Inggris, negara Amerika Serikat mencanangkan 
konsep mengenai HAM yang lebih rinci, hal ini dapat dilihat dalam 
Declaration Of Independence (1776).
61
  
Negara harus menyatakan pengakuan, penghormatan dan 
perlindungan terhadap HAM yang merupakan bagian unsur dan asas 
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yang harus terpenuhi keberadaannya dalam konteks negara hukum. 
Asas fundamental dari suatu negara hukum yaitu adanya pengakuan, 
penghormatan dan perlindungan kepribadian manusia.
62
  
HAM dan Hukum Internasional adalah dua hal yang berbeda. 
Hukum internasional adalah suatu kesatuan prinsip dan norma hukum 
yang melandasi hubungan antara subyek-subyek hukum internasional 
dan mengatur permasalahan hukum publik yang bersifat lintas negara.
63
 
Adapun HAM adalah seperangkat hak yang melekat secara mutlak pada 
diri setiap manusia sebagai hakikatnya dan keberadaannya sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan harus dilindungi serata dijunjung 
tinggi oleh negara, hukum, setiap orang untuk menjaga harkat dan 
martabat manusia. Hubungan antara hukum internasional dan HAM 
dapat terhubung dari fenomena globalisasi dikarenakan sebuah fakta 
bahwa globalisasi dapat berdampak terhadap pemenuhan HAM. 
Menurut Dinah Shelton bahwa respon masyarakat internasional 
terhadap globalisasi secara signifikan mengubah hukum internasional 
dan organisasi-organisasi internasional untuk melindungi orang-orang 
dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara.
64
 HAM 
kemudian menjadi sebuah kajian disiplin ilmu yang merupakan bagian 
dari hukum internasional. Sementara itu terdapat juga hukum humaniter 
                                                             
62
 B. Arief Sidharta dalam Dudung Indra Ariska, Yurisdiksi Asas Oportunitas dalam Sistem 
Peradilan Pidana Indonesia. Op.Cit, hlm. 42. 
63
 Bahan Ajar Hukum Internasional, Universitas Udayana Bali, 2017, hlm. 138 
64
 Dinah Shelton, 2002, Protecting Human Rights in a Globalized World, Boston College 





internasional atau disebut HHI yang mengatur mengenai konflik (jus in 
bello). HHI memiliki hubungan dengan hukum pengungsi yakni sebagai 
pelengkap dengan tujuan yang sama yaitu melindungi jiwa, 
perlindungan kesehatan serta martabat manusia.  
HAM dan Hukum Humaniter Internasional memiliki kesamaan 
dengan yakni dalam hal perlindungan orang namun memiliki perbedaan 
yang khas antara keduanya yakni perlindungan terhadap orang 
berdasarkan HHI hanya sebatas saat terjadinya konflik bersenjata baik 
konflik internal atau internasional sedangkan HAM melindungi hak-hak 
asasi manusia mulai dari hak hidup, hak ekonomi, hak sosial politik dan 
lain sebagainya dalam ruang lingkup segala waktu. 
6. Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional  
Selain hukum nasional yang kita kenal diatur melalui perubahan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat 
hukum internasional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 
internasional. Kehidupan masyarakat internasional yang dimaksud yaitu 
hubungan atau interaksi yang terjadi antara subjek-subjek hukum 
internasional dimana dalam interaksi tersebut diperlukan kaidah atau 
suatu aturan yang mengatur interaksi tersebut. penerapan hukum 
internasional tidak sesederhana penerapan hukum nasional negara 
sebagai subjek hukum internasional tentu memiliki hukum nasional 
yang berlaku di masing-masing negara dan belum tentu selalu sejalan 




Adanya perbedaan tersebut menimbulkam sebuah pertanyaan 
apakah hukum nasional dan hukum internasional adalah sebuah 
kesatuan hukum atau terpisah satu sama lain. Terdapat dua aliran dalam 
menghadapi permasalahan tersebut dalam hal mengadopsi hukum 
internasional yaitu aliran Monoisme dan Dualisme. Aliran monoisme, 
aliran ini berkembang dengan pengertian bahwa hukum internasional 
dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang 
lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. 
Berdasarkan teori, aliran monoisme terbagi lagi menjadi dua paham 
baru yaitu aliran monoisme dengan primat internasional dan aliran 
monosime dengan primat nasional.
65
  
Teori aliran monoisme primat internasional mengatakan bahwa, 
hukum nasional bersumber pada hukum internasional yang berdasarkan 
pandangannya merupakan suatu perangkat ketentuan hukum dengan 
hierarki lebih tinggi. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional 
menurut teori ini serta pada hakikatnya kekuatan mengikatnya 
berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional 
harus diutamakan apabila terjadi konflik hukum internasional dan 
hukum nasional.
66
   
Berbeda dengan aliran monoisme primat internasional, aliran 
monoisme primat nasional menjelaskan bahwa hukum internasional itu 
tidak lain merupakan lanjutan dari hukum nasional belaka atau dapat 
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dikatakan hukum internasional bersumber dari hukum nasional. 
Anggapan ini memiliki alasan utama bahwa tidak adanya organisasi di 
atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara di dunia selain itu 
dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional 
adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan 
perjanjian-perjanjian internasional.  
Aliran hubungan hukum nasional dan hukum internasional 
selanjutnya yaitu aliran dualisme yang menjelaskan sumber dari daya 
ikat hukum internasional adalah kemauan negara. Hukum internasional 
dan hukum nasional dalam aliran dualisme merupakan suatu sistem atau 
perangkat hukum yang terpisah satu sama lain sehingga berakibat 
kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin 
bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Hierarki 
persoalan mengenai hukum nasional dan hukum internasional tidak ada 
dikarenakan kedua sistem hukum nasional dan hukum internasional 
berdiri sendiri serta apabila sebuah hukum internasional akan diadopsi 
atau dijadikan hukum nasional maka harus ada perubahan menjadi 
hukum nasional terlebih dahulu untuk dapat berlaku di dalam 
lingkungan nasional. Dapat disimpulkan berdasarkan teori ini hukum 
internasional hanya akan ditaati dan berlaku apabila telah menjadi 
hukum nasional.  
Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum campuran 




hukum nasional dan hukum internasional tidak harus dalam satu 
prespektif hierarki yang dapat membuat bahwa hukum nasional dan 
hukum internasional saling bertentangan atau berlawanan satu sama 
lain. Hukum nasional dan hukum internasional di Indonesia dalam 
kenyataannya saling membutuhkan dan saling mempengaruhi satu sama 
lain seperti contoh apabila ada buronan yang melarikan diri ke luar 
negeri dan polisi tidak dapat menangkapnya maka dibutuhkan 
perjanjian ekstradisi dengan negara tempat buronan berada.  
B. Tinjauan Umum Hukum Pengungsi Internasional  
Hukum pengungsi internasional merupakan bagian dari hukum 
internasional. Hukum pengungsi internasional atau disebut international 
refugee law (IRL) muncul pada abad ke-20 yang bertujuan untuk 
mengembangkan dan menerapkan prosedur metode untuk melindungi 
orang-orang yang dipindahkan secara paksa (forcibly displaced) yang 
dikarenakan ketakutan akibat penganiayaan.
67
 Selama paruh pertama abad 
ke-20 pada awalnya target dari hukum pengungsi hanya orang-orang yang 
dipindahkan secara paksa dari negara-negara tertentu. Namun, Setelah 
Perang Dunia II, dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru, 
negara-negara sudah menempatkan sebuah sistem untuk perlindungan 
pengungsi.
68
 Hingga saat ini masih menjadi perdebatan mengenai hukum 
pengungsi internasional merupakan bagian langsung dari hukum imigrasi 
internasional ataukah masuk ke ranah hukum Hak Asasi Manusia (HAM) 
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internasional. Hukum pengungsi internasional jika dilihat dari prespektif 
perpindahan dari negara satu ke negara lain maka merupakan bagian 
langsung dari hukum imigrasi internasional. Berkaitan dengan Hukum Hak 
Asasi manusia hukum pengungsi internasional memiliki kesamaan yaitu 
dari segi perlindungan kepada semua manusia tanpa perbedaan yang 
merugikan, termasuk di dalamnya pengungsi.
69
  
Sebagaimana perkembangan hukum lainnya, ilmu hukum 
internasional memiliki cabang-cabang pengembangannya. Hukum 
pengungsi internasional adalah  salah satu bagian dari hukum internasional. 
Hukum internasional diposisikan sebagai payung hukum dari hukum 
pengungsi internasional. Hukum Pengungsi Internasional membahas 
mengenai pengungsi dan pencari suaka, hak-hak dan kewajiban pengungsi 
dan pencari suaka di negara tujuan, serta hal-hal yang menyangkut 
mengenai pelaksanaan pemberangkatan maupun pengurusan pengungsi dan 
pencari suaka dari negara transit ke negara tujuan suaka. Hukum Pengungsi 
Internasional dapat dikatakan lex specialis dari Hukum Hak Asasi Manusia 
karena pada dasarnya seorang Pengungsi Pencari Suaka adalah sebuah 
peristiwa Hak Asasi Manusia.  
Hukum Pengungsi Internasional berisi aturan-aturan atau prosedur 
dalam hal bertujuan pertama, memberikan perlindungan kepada orang-
orang yang mencari suaka dari eksekusi dan kedua mereka yang disebut 
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seorang pengungsi menurut instrumen peraturan yang relevan.
70
 Hukum 
pengungsi internasional dapat dikatakan hukum yang relatif baru karena 
muncul setelah perang duna pertama. Gagasan mengenai hukum pengungsi 
internasional muncul setelah adanya permasalahan bahwa pengungsi bukan 
hanya permasalahan sebatas mengenai bantuan material tetapi juga 
mencakup dan berkaitan dengan aspek yuridis. Beberapa negara maju kajian 
mengenai hukum pengungsi internasional sudah masuk ke ranah 
pembahasan yang spesifik. Kajian terhadap hukum pengungsi internasional 
lebih intens terutama dalam pembakuan istilah-istilah dimulai sejak tahun 
1950-an. Definisi „pengungsi‟ diimplementasikan secara parsial dan spesifik 
tiap negara atau tiap kelompok pada kurun waktu 1920 sampai 1950-an.  
Hukum pengungsi internasional mempunyai sumber hukum utama 
yaitu perjanjian yang dikenal dengan Konvensi 1951 terkait status 
pengungsi (1951 Refugee Convention) dan protokolnya yakni 1967 
Protocol, serta termasuk hukum kebiasaan internasional yang hanya berlaku 
bagi negara-negara pihak tertentu yang menjadi bagian dari anggota 
perjanjian-perjanjian terkait dengan pengungsi.
71
 
1. Pengertian Pengungsi dan Pencari Suaka  
Pengungsi secara umum diartikan seseorang yang mencari tempat 
perlindungan atau meninggalkan suatu wilayah guna menghindari 
suatu bencana atau musibah. Bencana yang dimaksud dapat berupa 
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bencana alam atau bencana akibat ulah manusia seperti peperangan 
atau ledakan bom. Pengungsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) memiliki kata dasar ungsi, mengungsi yang memiliki arti 
pergi menghidarkan diri (menyingkirkan diri) dari bahaya atau 
menyelamatkan diri (ke tempat yang dirasa aman) sehingga kata 
pengungsi memiliki arti seseorang atau sekelompok orang yang pergi 
untuk melindungi diri atau menghindarkan diri dari suatu yang 
mengancamnya.  
Pengungsi yang dibahas dalam hal ini adalah mereka yang pergi 
dari negara asal guna menghindari persekusi atau merasa hak-hak 
asasi manusia mereka terancam di negara asal karena beberapa sebab 
diantaranya peperangan dan konflik bersenjata. Pengungsi yang 
dimaksud adalah pengungsi pencari suaka yang pergi ke negara lain 
untuk memohon perlindungan atas hak-hak dasar mereka sebagai 
manusia yang tidak dapat mereka dapatkan di negara asal karena hal 
yang telah disebutkan diatas.  
Pengungsi secara garis besar adalah orang atau sekelompok orang 
yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya 
dikarenakan rasa takut yang mendasar dan mengalami penindasan atau 
persekusi. Rasa takut yang mendasar inilah yang membedakan 
pengungsi dengan jenis migran lainnya.  Pengertian pengungsi 








Pengertian dan istilah mengenai pengungsi juga diungkapkan oleh 
ahli salah satunya Malcom Proudfoot yang memberikan pengertian 
mengenai pengungsi yaitu : 
“These forced movements, …were the result of 
the persecution, forcibledeportation, or flight of Jews 
and political opponents of the authoritarians 
governments; the transference of ethnic population 
back to their homeland or to newly created provinces 
acquired by war or treaty; the arbitatry 
rearrangement of prewar boundaries of sovereign 
states; the mass flight of the air and the terror of 
bombarment from the air and under the threat or 
pressure of advance or retreat of armies over 
immense areas of Europe; the forced removal of 
populations from coastal or defence areas underv 
military dictation; and the deportation for forced 
labour to bloster the German war effort”
73
 
Malcom Proudfoot menerangkan pengungsi adalah suatu 
kelompok orang yang terpaksa berpindah ke tempat lain dikarenakan 
adanya atau mendapatkan penganiayaan, deportasi secara paksa, atau 
pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang 
berkuasa yang berbentuk pengambilan etnik tertentu ke negara asal 
mereka atau provinsi baru yang muncul akibat perang atau perjanjian 
atau penentuan tapal batas secara paksa penduduk dari wilayah pantai 
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atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer serta pemulangan 
tenaga kerja untuk ikut perang.
74
  
Definisi sempit mengenai pengungsi dipaparkan Matthew Lister 
sebagai : 
"The definition covers only those who have a well-
founded fear of persecution on the basis of one of the so-
called protected grounds”.  
Selain itu, Matthew menambahkan  
“even those who face persecution on the basis of a 
protected ground, but who are not outside their country of 
citizenship, are not refugees".  
Definisi tersebut memiliki makna bahwa mereka yang 
mendapatkan persekusi atau mengalami bencana alam ataupun 
penderitaan luar biasa namun tidak memiliki ketakutan akan hal 
tersebut tidak serta merta mendapat perlindungan sebagai pengungsi 
dan mereka tidak melarikan diri dari negara asal bukanlah disebut 
pengungsi. Asylum-seekers atau pencari suaka ialah orang-orang yang 
sudah mencari perlindungan internasional dan permohonan status 
pengungsinya secara individu ataupun kelompok belum ditentukan. 
Sedangkan istilah orang dipindahkan (displaced person) sudah 
menjadi ciri khas dari pengungsi karena banyaknya tumpang tindih 
hukum dalam definisi pengungsi pencari suaka. Secara hukum, 
pengungsi dan pencari suaka memiliki perbedaan meskipun sangat 
tipis. Secara umum, orang yang dipindahkan merujuk kepada “orang 
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yang belum melewati perbatasan nasional dan dengan demikian tidak 
memenuhi syarat untuk memperoleh status pengungsi formal”. 
Ketentuan-ketentuan baku mengenai pengertian dan pembatasan 
tehadap pencari suaka hingga saat ini belum ada di dalam hukum 
internasional. Seseorang yang melarikan diri dari negara asal karena 
diskriminasi dan persekusi ras, agama, etnis, pandangan  politik dan 
lain sebagainya menuju ke negara lain untuk memohon perlindungan 
ke negara dan pemerintah yang bersangkutan dapat dikatakan seorang 
pengungsi pencari suaka. Prinsip dasar pengungsi pencari suaka 
terdapat dalam Pasal 14 Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) yang mengatakan “Everyone has the right to seek and to 
enjoy in other countries asylum from persecution” yang kemudian 
diatur lebih lanjut mengenai status pengungsi pencari suaka di dalam 
Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi.  
Definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 tentang Status 
Pengungsi terdapat dalam Pasal 1 A (2) yaitu Sebagai akibat 
peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan 
disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena 
alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok 
sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara 
kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut 
tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang 




dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat 
peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan 
tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.  
Definisi pengungsi tersebut diatas terlihat bahwa adanya 
pembatasan waktu dari pengertian pengungsi, yakni yang disebut 
sebagai pengungsi yang berada di luar negaranya dan terpaksa 
meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi 
sebelum 1 Januari 1951. Akan tetapi, seiring waktu konvensi 1951 
dinilai belum dapat menyelesaikan permasalahan pengungsi terutama 
unsur pembatasan waktu hanya mencakup orang-orang yang telah 
menjadi pengungsi sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi 
sebelum 1 Januari 1951 sehingga pengertian Pengungsi menurut 
Protokol 1967  bahwa pengertian pengungsi tidak lagi dibatasi waktu 
atau peristiwa sebelum 1951, hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (2) 
protokol 1967 yang menghapuskan kata-kata “As a result of events 
occuring before 1 January 1951” dan kata-kata “.... As a result of 
such events”. Protokol 1967 juga menghapus batas geografis dalam 
berlakunya konvensi 1951.  
Berbeda dengan definisi pengungsi, pencari suaka merupakan 
orang yang telah atau sudah mengajukan permohononan untuk 
mendapatkan perlindungan tetapi permohonan perlindungan tersebut 
masih sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan pencari 




pengungsi. Suaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
berarti tempat mengungsi (berlindung), menumpang (pada), 
menumpang hidup (pada) suatu objek. Secara umum suaka adalah 
tempat berlindung yang diberikan oleh orang lain dikarenakan suatu 
hal. Suaka dalam hal politik adalah suatu bentuk perlindungan dari 
dipulangkannya seseorang ke suatu negara yang ditakuti yang 
memungkinkan pengungsi dapat memenuhi syarat untuk menetap 
disuatu Negara yang pada akhirnya dapat menjadi penduduk tetap 
yang sah. Kadangkala Seorang pencari suaka adalah seseorang yang 
menyebut dirinya sebagai pengungsi. 
Menurut Sugeng Istanto pencari suaka merupakan perlindungan 
individu di wilayah negara asing tempat ia mencari suaka. Pengertian 
suaka sendiri merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara 
tersebut di kediaman delegasi asing, gedung kedutaan asing atau kapal 
asing. Individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain 
dengan adanya perlindungan tersebut. Sumaryo Suryokusumo 
memberikan definisi pencari suaka yaitu suatu keadaan seorang 
pelarian politik yang mencari perlindungan di wilayah negara lain atau 
di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara 
jika perlindungan itu diberikan seorang pencari suaka dapat kebal dari 
proses hukum dari negara tempat ia berasal. 
Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 




Pencari Suaka atau Pengungsi di dalam Pasal 1 nomor 2 menjelaskan 
bahwa Pencari Suaka adalah orang asing yang menyatakan dirinya 
sebagai pencari suaka atau memiliki kartu pencari suaka yang 
dikeluarkan oleh United Nationn High Commisioner for Refugees di 
Indonesia selanjutnya Pasal 1 nomor 3 juga menyebutkan yang 
dimaksud Pengungsi adalah orang asing yang memiliki kartu 
pengungsi dari perwakilan United Nationn High Commisioner for 
Refugees di Indonesia.  
Definisi pengungsi menurut Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi 
Dari Luar Negeri dalam Pasal 1 adalah Pengungsi dari Luar Negeri, 
yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena 
ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, 
agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan 
pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan 
dari negara asalnya dan/ atau telah mendapatkan status pencari suaka 
atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 
Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. 
Pencari suaka yang datang kesuatu Negara dan belum 
mendapatkan status “pengungsi” dari negara yang menjadi tujuanya 
tersebut belum dapat menikmati hak-hak dan keuntungan lain yang 




merupakan tahapan awal dalam usaha untuk mendapatkan status 
sebagai seorang pengungsi.  
Perbedaan penting antara “refugees” dan “asylees” yang dibuat 
Hukum Amerika Serikat (AS) yakni seorang pengungsi (refugee) 
harus memenuhi definisi pengungsi, sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 1 Konvensi 1951 dan menjadi “secara khusus menjadi perhatian 
kemanusiaan bagi Amerika Serikat”. Perolehan status pengungsi 
hanya didapatkan dari luar AS. Jika seseorang yang memenuhi 
definisi pengungsi, dan sedang mencari izin masuk di port of entry 




Meskipun terdapat perbedaan antara pencari suaka dan pengungsi 
dalam menikmati hak-hak dan berbagai keistimewaan, namun terdapat 
kesamaan di antara keduanya yaitu pada latar belakang dan kriteria 
antara pencari suaka dan pengungsi hal ini disebabkan karena seorang 
pengungsi berawal dari seorang pencari suaka yang kemudian berubah 
status setelah mendapat pengakuan secara sah. Terdapat empat unsur 
persamaan antara pengungsi dan pencari suaka keempat unsur tersebut 
sering disebut dengan istilah inclusion clauses, dalam penentuan status 
seseorang sebagai pencari suaka dan/atau sebagai seorang pengungsi 
yaitu sebagai berikut :  
1) Berada di luar kewarganegaraannya; 
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2) Adanya ketakutan yang beralasan;  
3) Diakibatkan persekusi (ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, 
opini politik); 
4) Tidak mendapatkan perlindungan nasional.  
2. Jenis-Jenis Pengungsi  
Terdapat dua jenis pengungsi, yaitu pengungsi internal dan 
pengungsi lintas batas. Perbedaan keduanya hanya pada wilayah. 
Pengungsi Internal adalah pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu 
dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan 
suatu negara. Sedangkan pengungsi lintas batas merupakan mereka 
yang mengungsi ke negara lain.  
Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam 
dua jenis, yakni :  
a. Pengungsian akibat adanya bencana alam (Natural Disaster). 
Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya 
keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih 
dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal. 
b. Pengungsian akibat dari adanya bencana yang dibuat Manusia 
(Man Made Disaster). Pengungsian disini pada prinsipnya 
pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan 
(persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini disebabkan 




ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia 
berasal.  
3. Instrumen Hukum Nasional dan Internasional Tentang Pengungsi  
Mengenai sumber hukum pengungsi mencakup serangkaian 
konvensi (perjanjian) universal atau regional, aturan-aturan hukum 
kebiasaan internasional (customary international of law), hukum-
hukum nasional (national laws), dan standar yang terus berkembang 
di praktik negara dan organisasi internasional (the ever-developing 
standards in the practice of states and international organization).
76
 
a. Instrumen Hukum Nasional Tentang Pengungsi Pencari Suaka 
Indonesia bukanlah pihak dari konvensi 1951 dan 
protokol 1967 mengenai status pengungsi dan Indonesia bukan 
merupakan negara tujuan pengungsi namun, letak Indonesia 
yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara transit atau 
negara sementara para pengungsi pencari suaka yang datang 
yang rata-rata dari mereka akan menuju ke Australia. Keadaan 
semakin banyaknya pengungsi yang singgah di Indonesia tentu 
baik secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak 
terhadap keamanan dan pertahanan Indonesia karena itu 
Indonesia memiliki regulasi atau dasar pengaturan mengenai 
keberadaan pengungsi pencari suaka di Indonesia yaitu :  
1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
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2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan 
Luar Negeri; 
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 
2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri; 
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia; 
5) Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-
0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal.  
b. Instrumen Hukum Internasional Tentang Pengungsi Pencari 
Suaka 
Pengaturan atau instrumen hukum internasional 
pengungsi pencari suaka yang paling utama adalah bersumber 
pada Universal Declaration of Human Right (UDHR) atau 
deklarasi mengenai hak asasi manusia yang kemudian muncul 
beberapa aturan atau instrumen hukum internasional mengenai 
pengungsi pencari suaka antara lain :  
a. Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi; 
b. Protokol 1967 Tentang Pengungsi Internasional;  
c. ASEAN Declaration Of Human Rights; 
d. ICCPR (International Covenant on Civil and Political 
Rights); 




BAB III  
HASIL PENELITIAN 
A. Perlindungan Hak Pengungsi Pencari Suaka Di Wilayah Indonesia 
Berdasarkan Hukum Internasional  
Masalah perlindungan (protection) kepada pengungsi pencari suaka 
adalah agenda utama dari hukum internasional. Perlindungan dalam hal ini 
diidentifikasikan sebagai segala kegiatan yang memiliki tujuan untuk 
memberikan penghormatan penuh terhadap hak-hak individu sesuai 
dengan surat dan semangat badan-badan hukum terkait, yaitu hukum hak 
asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi.
77
 
Konsep perlindungan mensyaratkan penghormatan penuh dan setara (full 
and equal respect) atas hak-hak semua individu tanpa diskriminasi.  
Kegagalan masyarakat internasional dalam mengatasi konflik-konflik 
bersenjata, kekerasan, dan pelanggaran HAM di negara-negara asal (home 
countries) merupakan salah satu faktor kunci yang mengakibatkan krisis 
global migrasi dan pengungsi dalam beberapa tahun terakhir.
78
  
Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia setiap orang berhak 
mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai manusia begitu 
juga para pengungsi pencari suaka yang juga memiliki hak-hak dasar 
mereka yang wajib dilindungi. Masalah mengenai pengungsi sudah 
menjadi isu global dan sudah ada sejak manusia mengenal konflik. 
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Persoalan mengenai pengungsi pertama kali muncul saat terjadi Perang 
Rusia kurang lebih sejak abad ke-20 yakni ketika para pengungsi dari 
Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat.
79
 Pengungsi pencari 
suaka pergi dari negara asal karena merasa hak asasi manusia mereka 
dicederai atau dipersekusi di dalam negara asal oleh karenanya mereka 
melarikan diri untuk mendapatkan perlindungan, karena itu semua negara 
di dunia memiliki tanggung  jawab terhadap perlindungan hak-hak dasar 
pengungsi pencari suaka terutama negara yang menjadi persinggahan 
(seperti Indonesia) sebelum ke negara tujuan mereka.  
Berakhirnya Perang Dunia II diawal tahun 1945 adalah awal 
kesepakatan masyarakat untuk mendirikan Organisasi masyarakat dunia 
guna mengawal perdamaian dunia. Masyarakat internasional sepakat 
mendirikan organisasi internasional yang disebut United Nation (UN) 
yang kemudian dikarenakan permasalahan pengungsi masih berlangsung 
maka didirikan badan khusus pengungsi yang disebut UNHCR (United 
High Commisione fo Refugees). UNHCR merupakan lembaga 
kemanusiaan non politik mendapat mandate untuk memberikan 
perlindungan internasional kepada para pengungsi dan mengusahakan 
penyelesaian jangka panjang terhadap masalah mereka. UNHCR 
melaksanakan mandatnya dengan bekerjasama dengan Pemerintah, 
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tergantung pada persetujuan dari Pemerintah yang bersangkutan dan 
dengan organisasi –organisasi swasta
80
 
The legal framework underpinning refugee protection is composed of 
international refugee law, international human rights law and, in certain 
circums-tances, international humanitarian law and international criminal 
law.
81
 (Kerangka hukum yang mendukung perlindungan pengungsi terdiri 
dari hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia 
internasional dan, dalam keadaan tertentu, hukum kemanusiaan 
internasional dan hukum pidana internasional). 
Indonesia menjadi salah satu negara bukan peserta penandatanganan 
Konvensi 1951 tentang Pengungsi Pencari Suaka membuat UNHCR 
sebagai ganti Pemerintah mengawasi jalannya perlindungan hak pengungsi 
pencari suaka yang masuk wilayah Indonesia. Indonesia mengizinkan 
pengungsi pencari suaka yang sudah terdaftar untuk tinggal di Indonesia 
sebagai negara sementara sebelum adanya pemberangkatan ke negara 
tujuan suaka oleh UNHCR. Pengaturan hak-hak pengungsi pencari suaka 
di dalam hukum internasional mencakup berbagai aspek hak antara lain 
hak atas pekerjaan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak non-refoulement, 
dan lain sebagainya yang terdapat dalam Konvensi 1951 dan Protokol 
1967.  
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Enny Soeprapto mengemukakan di dalam makalahnya mengenai 
Aspek Hukum Refugess dan Displaced Persons (1998)
82
 mengenai 
prinsip-prinsip umum pengungsi pencari suaka dalam menjadi acuan 
negara pemberi suaka yaitu :  
a) Suaka bukanlah sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai 
hak;  
b) Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan menikmatinya 
bila telah memperoleh suaka tersebut;  
c) Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara berdasarkan 
kedaulatannya;  
d) Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai 
tindakan damai dan humaniter, karenanya pemberian suaka oleh 
suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak 
bersahabat terhadap negara asal pencari suaka;  
e) Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh 
ditundukkan pada asas timbal-balik;  
f) Suaka mengandung prinsip penghormatan berupa Asas larangan 
pengusiran (non-expulsion), Asas larangan pengembalian ke negara 
asal secara paksa (nonrefoulement); dan Non-ekstradisi pesuaka.  
g) Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan 
suaka kepada seseorang secara tetap atau untuk jangka waktu 
panjang, maka negara tersebut setidak-tidaknya harus bersedia 
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memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk 
sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain;  
h) Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana non-
politis dan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yakni 
Tindak pidana biasa (common crimes), Tindak pidana terhadap 
perdamaian (crimes against peace), Tindak pidana perang (war 
crimes), dan Tindak pidana terhadap kemanusiaan (crimes against 
humanity);  
i) Pemberian suaka mengandung ketentuan mewajibkan pesuaka 
tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara 
pemberi suaka;  
j) Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan 
ketegangan-ketegangan antara pemberi suaka dan negara asal 
pesuaka. 
Instrumen dasar dalam perlindungan hak asasi manusia adalah UDHR 
(Universal Declaration of Human Rights) atau Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan dalam sidang majelis PBB 
pada tahun 1948 sedangkan beberapa instrumen Internasional mengenai 
perlindungan hak-hak pengungsi pencari suaka antara lain Konvensi 1951 
dan Protokol 1967, ASEAN Declaration Of Human Rights, Konvensi Hak-
Hak Anak, ICCPR (International Convention Civil Political Rights).  




pencari suaka saja belum cukup untuk memenuhi hak-hak mereka, maka 
dibutuhkan „aktor‟ yang terkait langsung dalam mengurus permasalahan 
perlindungan pengungsi pencari suaka.  
Kewajiban untuk memberikan perlindungan pengungsi pencari suaka 
secara internasional dilaksanakan oleh negara dan organisasi dalam hal ini 
UNHCR yang diberi mandat oleh PBB yang secara khusus menangani 
permasalahan mengenai pengungsi pencari suaka.
83
 Each State is 
responsible for ensuring that the rights of its citizens are respected. The 
need for international protection therefore only arises when this national 
protection is denied or is otherwise unavailable. At that point, the primary 
responsibility for providing international protection lies with the country 
in which the individual has sought asylum. All States have a general duty 
to provide international protection as a result of obligations based on 
international law, including international human rights law and 
customary international law. States that are parties to the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees and/or or its 1967 Protocol 
have obligations in accordance with the provisions of these instruments.
84
 
Secara singkat dapat diartikan bahwa setiap negara menjamin hak-hak 
warganya dihormati. Perlindungan internasional diperlukan ketika 
perlindungan nasional sudah tidak dapat didapatkan, pada saat itu 
tanggung jawab utama setiap negara sebagai akibat dari kewajiban hukum 
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internasional, hukum HAM, dan hukum kebiasaan internasional untuk 
melindungi dan memberikan suaka kepada mereka yang meminta suaka 




Terdapat empat kategori orang yang membutuhkan perlindungan 
internasional sehingga negara dan UNHCR menjadi pihak utama dalam 
memberikan perlindungan yakni : 
86
 
(1) Para Pengungsi dan Pencari Suaka.  
Menurut UNHCR mereka yang disebut pengungsi pencari suaka 
adalah yang keluar dari negara asal atau tempat tinggalnya karena 
ketakutan, persekusi sebagaimana satu alasan yang ditetapkan 
Konvensi 1951, ancaman dan melanggar hak untuk hidup, 
integritas secara fisik. Migran dengan pengungsi pencari suaka 
memiliki perbedaan yang signifikan yaitu migran keluar dari 
negara asal karena kemauan sendiri, sedangkan pengungsi pencari 
suaka memilih keluar dari negara asal karena dipaksa oleh keadaan 
karena rasa takut akibat penganiayaan.  
(2) Orang-Orang yang Kembali (Returness). Orang-orang yang 
kembali adalah mereka yang dengan sukarela atau dengan cara 
terorganisasi kembali ke negara asal mereka sangat penting untuk 
memperhatikan perlindungan internasional setidaknya untuk 
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keselamatan hidup dan martabat, kondisi keselamatan fisik, hukum 
dan materi. 
(3) Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless person).  
Orang tanpa kewarganegaraan adalah setiap orang baik laki-laki 
atau perempuan bahkan anak-anak yang tidak dianggap sebagai 
warga negara karenanya, tidak adanya kewarganegaraan atau 
keadaan tanpa kewarganegaraan dapat membahayakan, dan bahkan 
dalam beberapa kasus dapat menghancurkan hidup orang-orang 
yang bersangkutan. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 
menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas suatu 
kewarganegaraan”, dengan demikian deklarasi ini mengakui 
pentingnya kewarganegaraan secara hukum dan praktis untuk 
pemenuhan hak-hak asasi manusia.
87
  
(4) Pengungsi Internal atau Dalam Negeri (Internally Displaced 
Persons / IDPS). They are people who have been forced to flee 
their homes as result of armed conflict, internal strife, systematic 
violations of human rights or natural or man-made disasters and 
who are withis the territory of their own country. (Mereka adalah 
orang-orang yang dipaksa keluar dari atau meninggalkan rumah 
mereka akibat adanya konflik bersenjata, perselisihan internal, 
pelanggaran sistematis HAM, atau bencana yang diciptakan oleh 
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manusia). UNHCR dalam hal ini hanya terlibat dengan pengungsi 
internal di kondisi tertentu saja.  
Perlindungan Internasional terhadap pengungsi harus memperhatikan 
aspek HAM sebab pengungsi juga termasuk merupakan individu atau 
kelompok orang yang pasti mempunyai hak asasi yang sama dengan 
individu atau kelompok orang lainnya sehingga dalam menangani 
pengungsi maka penghormatan dan perlindungan HAM terhadap 
pengungsi harus tetap dijamin. Terutama karena pengungsi adalah individu 
atau kelompok yang sangat rentang terhadap pelanggaran HAM nya baik 
dalam bentuk kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi.
88
 
Perlindungan internasional yang diberikan kepada mereka yang 
berhak dibutuhkan suatu kerjasama dalam memberikan perlindungan 
internasional tersebut. Kemanusiaan adalah alasan utama banyak negara, 
badan atau organisasi baik internasional maupun regional yang 
memberikan perlindungan internasional, oleh karena itu dibutuhkan suatu 
kerjasama yang terorganisir antara negara, badan ataupun organisasi-
organisasi tersebut. Dasar hukum atau payung hukum dalam perlindungan 
dan hak dilindungnya hak-hak pengungsi pencari suaka sudah terdapat di 
dalam konvensi-konvensi maupun perjanjian internasional yang telah 
disepakati antaralain : 
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1. Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 
Satu-satunya instrumen internasional yang secara langsung 
menjadi sumber hukum bagi hukum pengungsi yaitu Konvensi PBB 
1951 yang berkaitan dengan status pengungsi (UN Convention 
Relating to the Status of Refugees 1951) dan Protokol 1967 mengenai 
Status Pengungsi (1967 Protocol Relating to the Status of Refugees). 
Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 terbuka untuk 145 negara 
sudah meratifikasi konvensi, dan sejumlah 146 negara telah 
meratifikasi Protokol 1967. Instrumen ini hanya berlaku bagi negara 
yang menjadi bagian penandatanganan dan meratifikasi konvensi dan 
beberapa negara yang telah meratifikasi konvensi dengan beberapa 
syarat.  
Penanganan persoalan pengungsi oleh masyarakat internasional 
dimulai padatahun 1912 ketika Liga Bangsa-Bangsa (LBB) 
mengangkat seorang warga Norwegia dan penjelajah benua Afrika 
yakni Fridtjof Nansen menjadi komisaris tinggi untuk pengungsi 
Rusia di Eropa.
89
 Para pengungsi tidak dapat melakukan perbuatan 
hukum antara lain menikah, membuat perjanjian dan melakukan 
perjalanan dikarenakan mereka tidak memiliki dokumen atau identitas 
diri yang menyatakan bahwa mereka pengungsi, karena permasalahan 
ini maka dibuat Perjanjian Internasional  1928, 1933, 1938, 1939 dan 
1946 yang kemudian diteruskan oleh PBB dengan diadakannya 
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Konferensi mengenai status pengungsi tahun 1951 yang juga 
dilengkapi dengan Protokol tahun 1967.  
Setelah dibubarkannya LBB dan berganti menjadi PBB, PBB 
membentuk International Refugee Organization (IRO) dengan mandat 
melindungi kelompok pengungsi yang sudah diakui oleh LBB. Tujuan 
utama dari IRO pada awalnya adalah repatriasi namun, ketegangan 
politik yang kemudian muncul adanya perang dingin membuat 
perubahan arah kebijakan menjadi pemukiman kembali atau 
resettlement. Terjadi perubahan dari IRO yang kemudian digantikan 
oleh UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) yang 
kemudian mempunyai langkah awal untuk mengadakan konvensi 
1951.  Konvensi 1951 tentang status pengungsi dirancang pada akhir 
Perang Dunia II dan mendefinisikan pengungsi yang memfokuskan 
bahwa orang-orang yang berada di luar wilayah negara asalnya dan 
menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa Eropa sebelum tangal 
1 Januari 1951. Peningkatan jumlah pengungsi setalah tahun 1951 dan 
awal 1960-an maka disepakati pembentukan Protokol 1967 yakni 
protokol tambahan yang dapat memperluas cakupan waktu dan 
geografis dari Konvensi 1951.  
Who does the 1951 Convention protect? The 1951 Convention 
protects refugees. It defines a refugee as a person who is outside his 
or her country of nationality or habitual residence; has a well-




nationality, membership of a particular social group or political 
opinion; and is unable or unwilling to avail him— or herself of the 
protection of that country, or to return there, for fear of persecution 
(see Article 1A(2)). People who fulfill this definition are entitled to the 
rights and bound by the duties contained in the 1951 Convention.
90
 
Konvensi 1951 melindungi mereka yang melarikan diri dari negara 
asal dikarenakan rasa ketakutan akibat persekusi ras, agama, etnis, 
kebangsaan dan politik dan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 
1A(2) Konvensi 1951 mereka yang memenuhi alasan ini berhak 
mendapatkan perlindungan hak dan terikat dengan Konvensi 1951. 
Pembentukan Konvensi 1951 ini berdasarkan implementasi dari 
Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang berbunyi  
“Everyone has the right to seek and to enjoy in other 
countries asylum from persecution”.
91
 
Terdapat hak-hak dasar di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia 1948 yang menjadi dasar bagi perlindungan terhadap 
pengungsi yakni akses terhadap keadlian (access to justice), hak atas 
kebebasan dan keamanan (the right to personal liberty and security), 
hak untuk bekerja (the right to work), hak atas standar kesehatan 
tertinggi yang dapat dicapai (the right to the highest attainable 
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standard of health), hak atas properti (the right to property), dan hak 
atas kebebasan bergerak (the right to freedom of movement).
92
  
Tujuan utama dari konvensi ini adalah menyediakan aturan 
hukum yang menjamin perlindungan terhadap sekelompok orang yang 
berada dalam keadaan yang sangat rawan. Konvensi 1951 mengalami 
amandemen satu kali yang kemudian menghasilkan Protokol 1967. 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menyusun standar minimum bagi 
perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka.  
Konvensi juga menetapkan status hukum dari pengungsi 
tersebut dan mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak 
mereka. Hak-hak tersebut diantaranya mengenai : 
1. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan; 
2. Memperoleh surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan 
juga mengenai penerapan biaya fiskal; 
3. Hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain dimana 
mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali. 
Isi dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hampir memiliki 
kesamaan mencakup tiga hal pokok yang diatur yaitu pertama 
mengenai pengertian dasar pengungsi atau bukan untuk menetapkan 
status pengungsi oleh negara peserta konvensi bersama dengan 
UNHCR sedangkan bagi negara yang tidak meratifikasi konvensi 
penetapan status bagi pengungsi oleh perwakilan UNHCR di negara 
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tersebut, kedua mengenai status hukum serta hak dan kewajiban 
pengungsi pencari suaka saat berada di negara tempat pengungsian, 
dan yang ketiga mengenai Implementasi perjanjian, terutama yang 
berhubungan dengan administrasi dan hubungan diplomatik, 
khususnya hal-hal yang mengenai kerjasama dengan UNHCR untuk 
melakukan tugas pengawasan terhadap negara-negara tempat 
pengungsian para pengungsi pencari suaka itu berada. . 
Berikut hak-hak pengungsi pencari suaka menurut Konvensi 1951 :  
a. Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif  
Pengungsi pencari suaka memiliki hak sesuai dengan Pasal 3 






The Contracting States shall apply the 
provisions of this Convention to refugees 
without discrimination as to race, religion or 
country of origin. 
Article 4 
RELIGION 
The Contracting States shall accord to refugees 
within their territories treatment at least as 
favourable as that accorded to their nationals 
with respect to freedom to practice their 
religion and freedom as regards the religious 
education of their children. 
Pasal tersebut menerangkan bahwa setiap pengungsi 
pencari suaka memiliki hak non diskriminasi mengenai ras, 
agama serta asal negara. Pengungsi pencari suaka juga memiliki 
hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya di negara 
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tempat pengungsi pencari suaka berada dan mendapatkan 
kebebasan untuk anak-anak mereka. Tujuan utama mereka 
melarikan diri dari negara asal karena memiliki rasa ketakutan 
akan persekusi atau pelanggaran hak asasi mereka, maka dari itu 
setiap negara konvensi ini wajib melindungi para pengungsi dan 
harus menjamin hak non-diskriminasi mereka. Pasal di dalam 
konvensi ini juga sejalan dengan Pasal 2 UDHR bahwa setiap 
orang bebas menjalankan haknya tanpa adanya diskriminasi.  
Pasal 4 Konvensi 1951 mangatakan bahwa negara pihak 
akan memberikan perlakuan yang sama seperti warga negara 
sendiri kepada pengungsi dalam hal hak kebebasan beragama 
dan kebebasan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Pasal ini 
relate atau sesuai dengan Pasal 18 instrumen dasar hak asasi 
manusia UDHR yang menyatakan setiap orang berhak atas 
kebebasan mengerjakan, mengajarkan, beribadat keagamaan.  
b. Hak Milik  
Setiap pengungsi pencari suaka juga memiliki hak 
kepemilikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak, 
serta memiliki hak untuk menyimpannya seperti orang lain. 
Prinsip ini juga merupakan hak dasar HAM mengenai hak untuk 
berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain atau negara 
lain. UDHR mengatur hak kepemilikan pada Pasal 17 ayat (1) 




sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, kemudian ayat (2) 
menegaskan bahwa tidak ada seorang pun merampas harta milik 
seseorang dengan semena-mena. Konvensi 1951 juga mengatur 
mengenai hak kepemilikan bagi seorang pengungsi pencari 
suaka. Pasal yang mengatur hak pengungsi pencari mengenai 
kepemilikan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 30 
Konvensi 1951.  
Article 13 
MOVABLE AND IMMOVABLE 
PROPERTY 
The Contracting States shall accord to a 
refugee treatment as favourable as possible and, 
in any event, not less favourable than that 
accorded to aliens generally in the same 
circumstances, as regards the acquisition of 
movable and immovable property and other 
rights pertaining thereto, and to leases and 
other contracts relating to movable and 
immovable property. 
 
Pasal 13 ini mengatur tentang kepemilikan benda bergerak 
dan tidak bergerak. Pasal ini menyatakan bahwa negara pihak 
akan memberikan perlakuan yang sebaik mungkin sama seperti 
perlakuan terhadap orang asing pada umumnya untuk dapat 
memiliki benda bergerak dan tidak bergerak serta melakukan 
sewa atau kontrak yang berkaitan dengan benda bergerak atau 






ARTISTIC RIGHTS AND INDUSTRIAL 
PROPERTY 
In respect of the protection of industrial 
property, such as inventions, designs or models, 
trade marks, trade names, and of rights in 
literary, artistic, and scientific works, a refugee 
shall be accorded in the country in which he has 
his habitual residence the same protection as is 
accorded to nationals of that country. In the 
territory of any other Contracting State, he shall 
be accorded the same protection as is accorded 
in that territory to nationals of the country in 
which he has his habitual residence. 
Pasal 14 Konvensi 1951 menyatakan bahwa negara tempat 
dimana pengungsi pencari suaka menetap harus memperlakukan 
dan memberikan setiap pengungsi pencari suaka hak 
perlindungan atas hak milik cipta misalnya perindustrian, desain 
atau model, merk, nama dagang, dan hak-hak atas karya seni, 
sastra dan ilmu. Di wilayah suatu Negara pihak lainnya, ia akan 
diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di 
wilayah tersebut kepada warga negara dari negara dimana ia 
biasanya bertempat tinggal.  
Article 31 
REFUGEES UNLAWFULLY IN THE 
COUNTRY OF REFUGE 
(1) The Contracting States shall not impose 
penalties, on account of their illegal entry 
or presence, on refugees who, coming 
directly from a territory where their life or 
freedom was threatened in the sense of 
article 1, enter or are present in their 
territory without authorization, provided 
they present themselves without delay to the 
authorities and show good cause for their 




(2) The Contracting States shall not apply to 
the movements of such refugees restrictions 
other than those which are necessary and 
such restrictions shall only be applied until 
their status in the country is regularized or 
they obtain admission into another country. 
The Contracting States shall allow such 
refugees a reasonable period and all the 
necessary facilities to obtain admission into 
another country. 
Mengenai hak pengungsi pencari suaka dalam hal milik 
selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 30 sebagaimana diatas 
yang menerangkan bahwa setiap negara pihak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mengizinkan pengungsi pencari 
suaka untuk memindahkan aset yang sudah mereka bawa ke 
dalam wilayah negara pihak ke negara lain yaitu negara tempat 
pengungsi pencari suaka yang dituju dan diterima untuk 
bermukim dan suatu negara pihak akan mempertimbangkan 
secara simpatik permintaan para pengungsi untuk meoperoleh 
izin bagi pemindahan aset di mana pun aset itu berada dan yang 
perlu bagi pemukiman mareka di negara lain dimana mereka 
telah diterima masuk.  
c. Hak Berserikat  
Hak berserikan dan berkumpul merupakan hak dasar setiap 
manusia. Hak dasar tersebut berlaku bagi setiap orang dan 
secara tegas terdapat di dalam Pasal 20 UDHR mengenai 
kebebasan setiap orang untuk berkumpul dan berserikat. 




hak bagi pengungsi pencari suaka mereka juga memiliki hak 
yang sama yaitu hak berserikat dan berkumpul sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 15 Konvensi 1951 yang berbunyi : 
Article 15 
RIGHT OF ASSOCIATION 
As regards non-political and non-profit-making 
associations and trade unions the Contracting 
States shall accord to refugees lawfully staying 
in their territory the most favourable treatment 
accorded to nationals of a foreign country, in 
the same circumstances. 
Pasal 15 Konvensi 1951 menjelaskan bahwa negara peserta 
Konvensi harus mengakui hak kebebasan pengungsi untuk 
berserikat dengan mendirikan perkumpulan, termasuk 
perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-
profit dan nonpolitis.  
d. Hak Berperkara di Pengadilan  
Hak pengungsi pencari suaka selanjutnya menurut 
Konvensi 1951 yaitu hak berperkara di Pengadilan. Berperkara 
di pengadilan adalah hak setiap orang yang juga di dalam 
UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas peradilan 
yang adil dan terbuka. Pengungsi pencari suaka juga memiliki 
hak untuk berperkara di pengadilan dan negara pihak harus 
memberikan akses tersebut sebagaimana diatur di Konvensi 






ACCESS TO COURTS 
(1) A refugee shall have free access to the 
courts of law on the territory of all 
Contracting States. 
(2) A refugee shall enjoy in the Contracting 
State in which he has his habitual residence 
the same treatment as a national in matters 
pertaining to access to the Courts, 
including legal assistance and exemption 
from cautio judicatum solvi. 
(3) A refugee shall be accorded in the matters 
referred to in paragraph  2 in countries 
other than that in which he has his habitual 
residence the treatment granted to a 
national of the country of his habitual 
residence. 
Pasal ini menerangkan bahwa negara pihak konvensi dan 
negara tempat pengungsi pencari suaka berdiam memberikan 
kebebasan akses bagi para pengungsi pencari suaka sama seperti 
warga negara umumnya untuk berperkara di pengadilan.  
e. Hak Atas Kesejahteraan dan Pekerjaan  
Hak pengungsi pencari suaka selanjutnya menurut 
Konvensi 1951 yang dilindungi oleh negara pihak atau negara 
tempat mereka berdiam yakni hak atas kesejahteraan dan 
pekerjaan. Hak atas kesejahteraan pengungsi pencari suaka 
diatur di dalam Bab IV Konvensi 1951 yang meliputi yakni 
Pasal 20 tentang pemberian ransum, Pasal 21 tentang 
perumahan, dan Pasal 22 mengenai pendidikan umum.
94
 Negara 
pihak konvensi dan negara tempat pengungsi pencari suaka 
berdiam harus memberikan hak-hak yang sama kepada 
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pengungsi pencari suaka seperti warga negara umumnya untuk 
melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah. Pengaturan ini 




1. The Contracting State shall accord to 
refugees lawfully staying in their territory 
the most favourable treatment accorded to 
nationals of a foreign country in the same 
circumstances, as regards the right to 
engage in wage-earning employment.  
Negara pihak dan negara tempat berdiam tidak semata-mata 
memberikan pekerjaan dengan upah tanpa memikirkan keadaan 
nasional. Terdapat batasan-batasan untuk pengungsi pencari 
suaka dalam memperoleh pekerjaan yang diupah untuk 
melindungi pasar kerja nasional dengan memenuhi salah satu 
beberapa kriteria yakni terdapat di Pasal 17 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa telah bertempat tinggal selama tiga tahun di 
negara pihak atau negara tempat mereka berdiam; mempunyai 
istri atau suami yang berkewarganegaraan dari negara asal 
konvensi menyatakan Seorang pengungsi tidak boleh memohon 
keuntungan-keuntungan dari ketentuan ini jika ia telah 
meninggalkan istri atau suaminya; serta memiliki seorang anak 





f. Hak non-refoulement  
Prinsip non refoulement merupakan aspek dasar dari 
hukum pengungsi dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan 
hukum internasional. Ini berarti bahwa prinsip tersebut bersifat 
mengikat bagi setiap negara meskipun belum menjadi peserta 
penandatanganan Kovensi Tahun 1951.
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 Prinsip ini didasarkan 
pada keadilan dan non-diskriminasi karena alasan politik atau 
militer, bantuan kemanusiaan kepada pengungsi tidak boleh 
dialihkan Negara pertama yang memiliki kewenangan terkait 
dengan prinsip non-refoulement adalah negara penerima. 
Mengenai penerapan hukum kebiasaan internasional, Pasal 38 
Konvensi Wina 1969 juga mengatur tentang hukum kebiasaan 
internasional, yang pada dasarnya menetapkan bahwa hukum 
kebiasaan mengikat secara internasional di semua negara.  
Prinsip non-refoulement ini terdapat di dalam Konvensi 
1951 yakni Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 :  
Article 33 
PROHIBITION OF EXPULSION OR 
RETURN (“REFOULEMENT”) 
1. No Contracting State shall expel or 
return (“refouler”) a refugee in any 
manner whatsoever to the frontiers of 
territories where his life or freedom 
would be threatened on account of his 
race, religion, nationality, membership 
of a particular social group or political 
opinion. 
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Dilarang bagi negara untuk mengusir atau mengembalikan 
pengungsi ke perbatasan daerah yang kehidupan atau 
kebebasannya terancam dengan cara apapun berdasarkan ras, 
agama, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat 
politik.   
Selain hak pengungsi Seperti disebutkan di atas, Konvensi juga 
menguraikan kewajiban pengungsi yang dijelaskan dalam Pasal 2 
Konvensi 1951  
“…Every refugee has duties to the country in which 
he finds himself, which require in particular that he 
conform to its laws and regulations as well as to 
measures taken for maintenance of public order...”. 
Artinya, setiap pengungsi memiliki kewajiban untuk mematuhi 
semua hukum, peraturan atau regulasi untuk menciptakan ketertiban. 
Ini sangat umum di negara tempat dia tinggal.
96
  
Protokol 1967 tentang Status Pengungsi menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Salah 
satu amanat dari Protokol 1967 yang cukup penting adalah diaturnya 
bagi negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk bekerja 
sama dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
Pengungsi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang 
mungkin nenggantikannya, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dan 
terutama akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan Protokol ini.  
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Sehingga Komisariat Tinggi, atau suatu badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat membuat 
laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang berwenang, Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji 
untuk memberikan kepada organ-organ termaksud informasi dan data 
statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana mestinya, mengenai 
(1) Kondisi para pengungsi; (2) Pelaksanaan Protokol ini; (3) Undang-
undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, 
atau yang kemudian mungkin berlaku, mengenai pengungsi.  
2. Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of 
Children) 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, tepatnya 
pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 36 tahun 1990 (Lembaran Negara tahun 1990 
Nomor 57), Indonesia telah mempunyai kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi 
pada Konvensi hak-hak Anak. 
Gagasan mengenai hak anak berawal sejak berakhirnya Perang 
Dunia I sebagai perhatian atas penderitaan yang muncul dikarenakan 




anak-anak, Liga Bangsa-Bangsa saat itu terdorong karena besarnya 
jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang.
97
  
Pengungsi anak-anak mudah terpisah dari keluarganya disituasi 
darurat oleh karena itu, upaya registrasi dan penelusuran harus segera 
dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko yang 
lebih besar, karena mereka bisa saja direkrut untuk menjadi tentara 
atau dieksploitasi secara seksual.
98
 Pengungsi anak juga rentan 
menjadi korban dalam tindak kejahatan internasional, seperti human 
trafficking.
99
 Disebabkan kebutuhan perkembangan normal dari anak 
yang sedang tumbuh, bahkan pengungsi anak yang tetap tinggal 
dengan keluarganya sangat menderita trauma dan gangguan akibat 
dari pelarian yang dilakukan.  
Ketentuan UNHCR tidak ada yang secara jelas menyebutkan 
pengungsi anak/ children refugee meskipun arti dari “any person” 
yang terdapat di dalam konvensi dapat secara implisit diartikan 
termasuk anak-anak.
100
 Terdapat perlakuan yang berbeda antara anak 
dan orang dewasa yang seharusnya dapat memisahkan perlakuan 
antara pengungsi anak dari pengungsi pada umumnya.  
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Meski tidak ada aturan umum terkait pengungsi anak, menurut Jill 
Rutter dalam bukunya yang secara khusus menganalisis pengungsi 




“can be drawn from trying to define refugee children? 
It is important to realise that refugee children are not a 
clearly demar-caled group and that there are no clear 
distinctions between refugees and non-refugees, between 
voluntary and forced migrants, or the proactive and 
reactive migrants of Richmond’s system. Demarcation is 
often imposed by the state, as a legal status such as 
Convention refugee status, or a bureaucratic status, for 
example a group in receipt of the European Refugee Fund 
but, when it still under 18 ages and labelling “refugee” it 
is a children refugee”  
Maka untuk pengertian pengungsi anak adalah seorang atau 
kelompok orang yang terbawa ataupun terlahir dalam proses 
pengungsian yang berusia dibawah 18 tahun atau sedang berada dalam 
kandungan ibu yang menjadi pengungsi tersebut. Sehingga segala 
alasan yang dibawa oleh orangtua menjadi alasan mengapa ia menjadi 
pengungsi anak.  
Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi Pengungsi 1951, 
akan tetapi Indonesia adalah negara peserta konvensi hak-hak anak. 
Maka dalam hal perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia 
harus mengacu pada konvensi hak-hak anak dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap pengungsi anak-anak yang ada di 
Indonesia. Pengakuan terhadap hak-hak anak secara universal diakui 
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Indonesia berdasarkan Deklarasi Hak-hak anak dan Konvensi Hak 
Anak, disebabkan merupakan bagian integral dalam instrumen 
internasional HAM maka Indonesia meratifikasi konvensi hak anak 
kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga secara 
langsung Indonesia menyepakati keseluruhan isi konvensi dalam 
segala tindakan kepada anak yang ada di Indonesia seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi hak-hak anak yaitu 






“(2)States Parties undertake to ensure the child such 
protection and care as is necessary for his or her well-
being, taking into account the rights and duties of his or 
her parents, legal guardians, or other individuals legally 
responsible for him or her, and, to this end, shall take all 
appropriate legislative and administrative measures.”  
Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan 
perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, 
dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang 
tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, 
dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan 
administratif yang tepat  
Anak-anak yang menjadi pengungsi mendapatkan perhatian 
khusus dalam konvensi hak anak, yaitu dalam Pasal 22, yang 
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mensyaratkan negara memberlakukan untuk mengambil tindakan guna 
menjamin bahwa anak tersebut menerima perlindungan yang pantas 
dan bantuan kemanusiaan.  
Article 22 
1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a 
child who is seeking refugee status or who is considered a refugee 
in accordance with applicable international or domestic law and 
procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his 
or her parents or by any other person, receive appropriate 
protection and humanitarian assistance in the enjoyment of 
applicable rights set forth in the present Convention and in other 
international human rights or humanitarian instruments to which 
the said States are Parties.  
(Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang 
layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan 
status pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai 
dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang 
berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang 
tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau 
bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang 
berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-
instrumen hak asasi manusia atau humaniter lainnya di mana 
Negara tersebut menjadi Pihak. 
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider 
appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and 
other competent intergovernmental organizations or non-
governmental organizations co-operating with the United Nations 
to protect and assist such a child and to trace the parents or other 
members of the family of any refugee child in order to obtain 
information necessary for reunification with his or her family. In 
cases where no parents or other members of the family can be 




child permanently or temporarily deprived of his or her family 
environment for any reason , as set forth in the present Convention.  
(Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak, bila mereka 
menganggapnya layak, harus bekerja sama dalam setiap upaya 
yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga 
antar pemerintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-
pemerintah yang bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak 
orang tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak 
tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi 
menyatukannya kembali dengan keluarganya. Apabila orang tua 
atau anggota keluarga lainnya tidak dapat ditemukan, anak yang 
bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya 
anak-anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya 
kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun, 
sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini. 
Bahkan negara juga diminta menjamin institusi-institusi 
pelayanan dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk 
kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan 
standar yang dibangun oleh lembaga anak yang berkompeten, hal ini 







(3) States Parties shall ensure that the institutions, services 
and facilities responsible for the care or protection of 
children shall conform with the standards established 
by competent authorities, particularly in the areas of 
safety, health, in the number and suitability of their 
staff, as well as competent supervision.  
Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, 
pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan 
perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-
standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama 
di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, 
mereka dan juga pengawasan yang berwenang. 
Upaya perlindungan hak-hak pengungsi anak di Indonesia masih 
sangat terbatas pada ranah anak yang membutuhkan perlindungan 
khusus seperti yang tercantum pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa negara wajib memberikan 
perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategori, 
salah satunya adalah anak dalam kondisi darurat. Pasal tersebut 
diperjelas dalam Pasal 60 poin a adalah anak yang menjadi pengungsi, 
tetapi hingga saat ini Indonesia belum memiliki instrumen hukum 
tertulis dalam melindungi hak-hak anak yang memerlukan 
perlindungan khusus sebagai pengungsi dikarenakan Indonesia bukan 





3. Konvensi Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on 
Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) 
Konvensi internasional selanjutnya disamping Konvensi 1951 yang 
menjadi konvensi utama dasar atas perlindungan hak-hak pengungsi 
pencari suaka yakni Konvensi Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang 
terdiri dari 53 Pasal dan telah diratifikasi lebih dari 60 negara. 
Konvensi ini menjabarkan lebih jauh mengenai hak-hak yang terdapat 
di dalam Deklarasi Universal HAM yakni Pasal 3 sampai dengan 
Pasal 21. Instrumen ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan ICCPR. Berdasarkan substansinya inti dari Konvensi 
Internasional Hak Sipil dan Politik berisi ketentuan tentang 
pembatasan penggunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang ingin 
mengambil tindakan tambahan, terutama negara-negara yang menjadi 
pihak dalam "Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik". 
Oleh karena itu hak-hak yang terkandung di dalamnya biasa disebut 
dengan negative rights, artinya apabila peran negara dibatasi atau 
dilemahkan maka hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan 
terwujud. Namun, jika negara bertindak sebagai intervensionis, maka 
hak dan kebebasan yang dilanggar oleh negara akan dilanggar.  
Secara singkat bahwa hak-hak yang terdapat di dalam ICCCPR 




tidak memiliki pilihan untuk menunda-nunda hak-hak tersebut.
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 Hak 
pengungsi pencari suaka secara teoritis yang diatur di dalam ICCPR 
meliputi :  
a. Hak anti-diskriminasi terdapat dalam Pasal 2  
b. Hak untuk Hidup terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi 
Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)  
c. Hak Bebas dari Perlakuan keji terdapat dalam Pasal 7 Konvensi 
Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)  
d. Hak Kebebasan Beragama terdapat dalam Pasal 18 Konvensi 
Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)  
e. Hak Untuk Menikah terdapat dalam Pasal 23 Konvensi 
Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).  
f. Hak Untuk Berserikat terdapat dalam Pasal 22 Konvensi 
Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)  
g. Hak Mengakses Keadilan dan bantuan hukum terdapat dalam 
Pasal 14 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)  
h. Kebebasan untuk bergerak sebagaimana di jamin dalam Pasal 12 
Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). 
Di samping DUHAM, Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Konvensi 
Hak Anak, dan Konvensi Hak Sipil Politik, deklrasi lain yang memiliki 
kaitan langsung dengan hukum dalam hal perlindungan hak pengungsi 
pencari suaka tercantum juga diantaranya dalam Prinsip-prinsip Bangkok 
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tentang Status dan Perawatan Pengungsi 1966; Deklarasi Majelis Umum 
PBB tahun 1967 tentang Suaka Teritorial; Konvensi OAU 1969 yang 
mengatur Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika; Deklarasi PBB 
1974 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Situasi 
Darurat dan Konflik Bersenjata; Rekomendasi Dewan Eropa 1976 tentang 
Situasi Pengungsi de facto; Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi untuk 
Amerika Latin 1984 dan tiga penggantinya yakni Deklarasi San Jose 1994, 
Deklarasi Meksiko 2004 dan Deklarasi Brasil 2014; Kesimpulan 1988 
tentang Perlindungan Internasional oleh Komite Eksekutif Program 
Komisaris Tinggi; Deklarasi 2001 oleh Negara-negar Pihak terhadap 
Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 yang terkait dengan Status 
Pengungsi; Arahan Dewan Uni Eropa 2004 tentang standar minimum 
untuk kualifikasi dan status warga negara ketiga dan orang tanpa 
kewarganegaraan sebagai pengungsi atau sebagai orang yang sebaliknya 
membutuhkan perlindungan internasional dan konten perlindungan yang 
diberikan; dan Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran 2016.
104
  
Tabel 3.1 Beberapa Instrumen/Perjanjian Berkaitan dengan Pengungsi 
Pencari Suaka 
No. Instrumen/Perjanjian Deskripsi 
1.  The Fourth Geneva 
Convention Relative to 
Konvensi ini ditandatangani di Jenewa, 
Swiss pada tanggal 12 Agustus 1949 
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the Protection of 
Civilian Persons in 
Time of War 
yang berisi mengatur perlindungan 
terhadap korban perang serta mengatur 
tentang pengungsi karena pengungsi 
merupakan kategori orang-orang yang 
dilindungi.  
Para pengungsi yang tidak mendapatkan 
perlindungan dari negara manapun 
berdasar Pasal 44 Konvensi ini tidak 
diboleh diperlakukan atau dianggap 
sebagai musuh. Konvensi ini juga 
memiliki Protokol Tambahan yakni 
Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 yang 
mana diatur mengenai Pengungsi pada 
Pasal 74. 
2.  Declarations on 
Territorial Asylum  
Deklarasi ini disahkan pada tanggal 14 
Desember 1967 oleh Majelis Umum 
PBB melalui Resolusi 2312 (XXII). 
Bagian pembukaan deklarasi ini berisi 
bahwa deklarasi ini memperhatikan 
ketentuan dalam Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia Pasal 13 dan 14 




kembali ke negaranya.  
Inti dari Declarations on Territorial 
Asylum yakni (a) pembatasan pemberian 
suaka teritorial; (b) negara tidak boleh 
menolak pencari suaka diperbatasan 
kecuali dalam hal terjadinya a mass 
influx of persons (masuknya orang-orang 
dalam suatu Negara dengan jumlah yang 
sangar besar) dan hal tersebut dapat 
berimbas terhadap keamanan negaranya; 
dan (c) berisi tentang hal-hal yang tidak 
boleh dilakukan oleh mereka yang telah 
mendapat suaka. 
3.  1969 Organization of 
African Unity (OAU) 
Convention atau 
Konvensi Organisasi 
Persatuan Afrika 1969  
Konvensi ini bersifat regional yang 
mengatur permasalahan pengungsi yang 
spesifik di wilayah Afrika. Konvensi 
OAU ini berdasarkan pada Konvensi 
Jenewa 1951 dan merupakan satu-
satunya perjanjian internasional regional 
yang memiliki kekuatan mengikat secara 
hukum atau legally binding  
4.  The Cartagena 
Declaration  
Deklarasi Cartagena diselenggarakan di 




kesepakatan dari kolokium dari wakil-
wakil pemerintah dan ahli hukum 
terkemuka di kawasan Amerika Latin. 
Deklarasi ini merekomendasikan bahwa 
definisi pengungsi yang terdapat dalam 
Konvensi Jenewa 1951 juga termasuk di 
dalamnya orang yang telah melarikan 
diri dari negara mereka karena agresi 
asing, konflik internal, kekerasan 
terhadap HAM secara besar-besaran atau 
suatu keadaan yang dapat mengganggu 
aktifitas umum secara serius.   
5.  Deklarasi New York 
untuk Pengungsi dan 
Migran 2016 
Deklarasi New York untuk Pengungsi 
dan Migran ini disepakati oleh 193 
anggota Majelis Umum PBB pada tahun 
2016 dengan suara bulat bahwa deklrasi 
yang bersifat tidak mengikat ini 
menjabarkab reaksi yang kebih 
menyeluruh, dapat diramalkan dan 
berkelanjutan mengenai pengungsian 
paksa dan satu sistem penanganan bagi 
migrasi internasional. Kesepakatan 




pemenuhan hak pengungsi, membantu 
mereka (pengungsi) bermukim kembali, 
dan memastikan memperoleh akses 
pendidikan dan pekerjaan.  
Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber 
Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dari Australia 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek hukum dari kebutuhan 
perlindungan bagi para Pencari Suaka di Indonesia yang harus 
diperhatikan. Salah satu solusi yang diajukan adalah menyediakan bantuan 
hukum mandiri karena “sebagian besar Pencari Suaka dan Pengungsi yang 
diwawancarai itu tampaknya memiliki sedikit pemahaman tentang 
substansi hukum dari kasus mereka atau tentang prosedur Penentuan 
Status sebagai Pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR di Indonesia”
105
  
B. Upaya Dan Sikap Indonesia Terhadap Pengungsi Di Wilayah Indonesia  
Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 dan belum 
meratifikasi Konvensi 1951 namun, Indonesia berkomitmen dengan dasar 
kemanusiaan untuk menangani pengungsi pencari suaka yang memasuki 
wilayah Indonesia. Bukan hal baru bagi Indonesia dalam menangani 
pengungsi pencari suaka, sejarah mengatakan bahwa untuk pertama kali 
Indonesia menangani permasalahan pengungsi pencari suaka yakni di tahun 
1979 ketika pengungsi pencari suaka dari Vietnam tiba di Indonesia sebagai 
akibat dari perang antara China-Vietnam. Mereka mencari perlindungan 
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tersebut melalui jalur darat dan ada melalui jalur laut sehingga mereka 
dikenal dengan manusia perahu (boat people). Gelombang pengungsi ini 
menarik perhatian Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) dan 
Pemerintah Indonesia. Pulau Galang, tepatnya di Desa Sijantung, Kepulauan 
Riau, akhirnya disepakati untuk digunakan sebagai tempat penampungan 
sementara bagi para pengungsi. UNHCR dan Pemerintah Indonesia 
membangun berbagai fasilitas, seperti barak pengungsian, tempat ibadah, 
rumah sakit, dan sekolah, yang digunakan untuk memfasilitasi sekitar 
250.000 pengungsi.  
Sejarawan Asvi Warman Adam di dalam buku Pulau Galang, Wajah 
Humanisme Indonesia (2012) karya Anastasia Wiwik Swastiwi membagi 
tiga periode sejarah pengungsian di Indonesia. Pertama, periode 1975-1978, 
ditandai dengan berdirinya kamp-kamp pengungsian di beberapa pulau di 
Indonesia. Kedua, periode 1979-1989, ketika berdiri kamp pengungsian 
yang terkonsentrasi di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ketiga, periode 1989 
hingga kini. Pada saat itu UNHCR baru didirikan dan sudah memiliki tugas 
berat dalam penanganan pengungsi.  
Hukum internasional memberikan hak dan kewajiban kepada subjek-
subjek hukum internasional seperti negara menegakkan perlindungan HAM 
dalam wilayahnya. Menjamin perlindungan HAM bagi setiap individu baik 
itu warga negara maupun orang asing adalah suatu kewajiban internasional 
yang harus selalu ditegakkan. Semenjak melindungi pengungsi sebagai 




penting. Pemerintah bekerja dengan UNHCR dalam berbagai cara, misalnya 
dengan pemberian suaka sesuai dengan kewajiban internasional mereka dan 
dengan menyediakan dana untuk operasi UNHCR di seluruh dunia. 
UNHCR memastikan bahwa Negara menjunjung tinggi komitmen mereka 
untuk melindungi pengungsi, misalnya, memantau praktik nasional, 
intervensi atas nama pengungsi individu apabila pemerintah diperlukan dan 
membantu untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan suaka. 
Di beberapa negara, ini mungkin berarti bahwa UNHCR menilai pengakuan 
suaka individu. UNHCR juga bekerja dengan organisasi organisasi antar-
pemerintah ditingkat regional, seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan Organisasi 
Negara-negara Amerika, untuk menyelaraskan dan meningkatkan 
penyediaan perlindungan internasional di daerah mereka. 
Berdasarkan teori Yurisdiksi menurut Imre Anthoni yang 
mengemukakan bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional publik 
berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan memengaruhi dengan 
langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau 
yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, prilaku-
prilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah 
dalam negeri.
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 Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk mengatur urusan 
apapun dalam negeri sebab yurisdiksi adalah cerminan dari prinsip dasar 
kedaulatan negara.  
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Pertanggung jawaban negara berhubungan erat dengan prinsip 
fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang 
dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang 
dideritanya. karena itu, pertanggung jawaban negara akan berkenaan dengan 
penentuan atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat 
dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.  
Berdasarkan sudut pandang teori tanggung jawab negara sebagai entitas 
dalam hukum internasional harus bisa menjalankan dan melaksanakan 
segala kesepakatan atau persetujuan dalam hukum internasional, sehingga 
menurut Malcolm N. Shaw, Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang 
tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang diatur dalam nilai-nilai 
universal dalam hukum internasional dan prinsip dasar dalam memberikan 
perlindungan hukum sebagai negara. Menurut Fitzgerald untuk kepentingan 
hukum, karena kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 
manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 
kepentingan manusia agar perlu diatur dan dilindungi.
107
  
Sudah sejak lama hukum internasional mengatur mengenai 
perlindungan atas hak-hak kemanusiaan yang dituangkan dalam berbagai 
perjanjian. Sekalipun perjanjian itu tidak secara langsung menciptakan hak-
hak kemanusiaan bagi individu, telah menciptakan kewajiban-kewajiban 
tertentu kepada negara dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap 
penduduk, baik warga negara maupun orang asing. Sekalipun yang menjadi 
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peserta perjanjian tersebut adalah negara, tidak berarti bahwa hak-hak yang 
diberikan oleh hukum internasional itu adalah milik negara sebaliknya, yang 
lebih dapat diterima adalah bahwa hak kemanusiaan itu dimiliki individu 
karena kodratnya, atau manusia dianggap subjek dalam hubungan antara 
negara dan manusia sebagaimana dianut oleh kaum positivis.  
Tanggung jawab negara terhadap pengungsi internasional yang 
memasuki wilayahnya mencakup bagaimana perlakuan yang diberikan 
kepada orang asing atau pengungsi internasional, apakah sudah memenuhi 
ketentuan-ketentuan menurut hukum internasional atau tidak. Suatu negara 
baik itu melalui organ atau pejabatnya tidak diperbolehkan untuk melakukan 
perbuatan secara sewenangwenang kepada orang asing tanpa alasan yang 
jelas. Universal Declaration of Human Right telah memberikan kepada 
orang asing berupa hak-hak yang patut dihormati setiap negara tempat 
dimana ia berada. 
Sebagai negara bukan pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, 
status Indonesia hanya sebagai negara transit bagi para pengungsi pencari 
suaka untuk menunggu pemberangkatan dari UNHCR ke negara tujuan 
suaka mereka. Terdapat alasan mengapa Indonesia belum meratifikasi 
Konvensi tersebut yakni dikarenakan terdapat beberapa Pasal yang dinilai 
sangat berat untuk dilaksanakan, di antaranya Pasal 33 Konvensi 1951 
terkait pelarangan untuk pengusiran, dan pemulangan paksa terhadap orang-




Jika Indonesia meratifikasi Konvensi 1951, pemerintah wajib 
menyediakan fasilitas rumah bagi pengungsi. Mengingat angka kemiskinan 
Indonesia juga sangat tinggi, dan Indonesia masih memiliki banyak daerah 
tertinggal yang masih membutuhkan infrastruktur yang memadai dari 
pemerintah pusat, hal ini sangat tidak tepat dan jauh dari keadaan Indonesia 
sebagai negara berkembang. Selain itu, terdapat sejumlah alasan dalam 
negeri yang menyebabkan Indonesia menunda ratifikasi konvensi tersebut, 
antara lain kemampuan Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari 
suaka serta potensi masalah keamanan sosial ekonomi.  
Faktor ekonomi memang menjadi faktor utama sebagai dasar 
pertimbangan dalam menentukan posisi Pemerintah Indonesia dalam 
masalah pengungsi. Pemerintah beranggapan bahwa Indonesia masih belum 
mempunyai kemampuan dalam memperlakukan pengungsi pencari suaka 
sebagaimana yang diatur menurut konvensi. Kewajiban-kewajiban yang 
dibebankan negara dalam konvensi kepada pengungsi pencari suaka 
memang mencakup secara luas bukan hanya terpaku pada aspek ekonomi 
namun juga sosial dan politik.   
Proses ratifikasi itu sendiri harus dilaksanakan secara hati-hati, sesuai 
dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan dalam konstitusi dan kebutuhan 
bangsa Indonesia, serta selaras dengan perkembangan masyarakat 
Indonesia.
108
 Kehati-hatian ini diperlukan sebab untuk mengimplementasi 
kemungkinan dibutuhkan perangkat materi hukumnya, kelembagaan, 
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aparatur pelaksanaannya ataupun sarana prasarana di tingkat nasional, oleh 
karena itu diperlukan skala prioritas terhadap instrumen-instrumen 
internasional di bidang hak asasi manusia pada anak yang saat ini belum 
diratifikasi atau diakses oleh Indonesia. Keberadaan pengungsi pencari 
suaka sebenarnya di dalam regulasi pemerintah Indonesia sudah ada diatur 
kedalam beberapa peraturan antara lain :  
Tabel 3.2. Peraturan di Indonesia Mengenai Pengungsi Pencari Suaka 
NO. Peraturan Deskripsi 
1. UUD NRI 1945 Pengaturan mengenai pengungsi pencari 
suaka sudah ada di dalam UUD NRI 1945 
tepatnya dalam Pasal 28G ayat (2) yang 
menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak 
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 
yang merendahkan derajat martabat 
manusia dan berhak memperoleh suaka 








TAP MPR ini memiliki tiga bagian dimana 
salah satu bagian dalam TAP MPR ini berisi 
mengenai pengakuan atas DUHAM yang 
mana terdapat  pengaturan tentang 
pengungsi pencari suaka yakni dalam Pasal 
Pasal 24 menyatakan bahwa, “Setiap orang 




perlindungan politik dari negara lain.” 
3. Undang-Undang No. 
6 Tahun 2011 
Tentang 
Keimigrasian 
Pencari suaka dan pengungsi dalam 
ketentuan ini dianggap sebagai orang asing 
yang masuk ke Indonesia sebagaimana di 
dalam Pasal 83 ayat (1) dinyatakan bahwa 
pejabat imigrasi berwenang menempatkan 
orang asing dalam rumah detensi imigrasi 
atau ruang detensi imigrasi jika orang asing 
tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa 
memiliki dokumen perjalanan yang sah. 







Jenderal Imigrasi mengeluarkan Peraturan 
tersebut pada tahun 2010 yang menyatakan 
bahwa warga asing yang memasuki wilayah 
Indonesia tanpa dokumen dan mencari 
suaka tidak dapat dideportasi. Ketentuan ini 
terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan 
bahwa, “Imigran ilegal yang saat diketahui 
berada di Indonesia, dikenakan tindakan 
keimigrasian. Dalam hal imigran ilegal 
menyatakan keinginan untuk mencari suaka 
dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat 
dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan 




menangani masalah pengungsi atau 
UNHCR untuk penentuan statusnya.” 
5.  Peraturan Presiden 
Republik Indonesia 
Nomor 125 Tahun 
2016 Tentang 
Penanganan 
Pengungsi Dari Luar 
Negeri 
Perpres ini disahkan pada 31 Desember 
2016 setelah direncanakan sejak tahun 
2010. Secara Normatif keberadaan Perpres 
ini mengisi kekosongan hukum pengaturan 
pengungsi dan pencari suaka sebagaimana 
diamanatkan Pasal 28G UUD NRI 1945 dan 
Pasal 25-27 Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang 
Hubungan Luar Negeri. Perpres ini 
menyebutkan bahwa penanganan pengungsi 
pencari suaka berdasarkan atas kerja sama 
antara Pemerintah Pusat dan PBB. Perpres 
ini juga merupakan sebuah kemajuan dalam 
penanganan kedatangan pengungsi yakni 
Perpres ini menyatakan fungsi dan 
koordinasi yang jelas di Pemerintah ketika 
terjadi kedatangan pengungsi pencari suaka 
di wilayah Indonesia. 
Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber 
Indonesia bersama UNHCR bekerja sama dalam menangani arus 




dilakukan sejak tahun 1979 dalam bentuk MoU yang ditandatangani oleh 
UNHCR dengan Kementerian Luar Negeri yang memberikan wewenang 
bagi UNHCR untuk menangani pengungsi di Indonesia.
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 Berdasarkan data 
UNHCR pada awal 2019, setidaknya 13.900 pengungsi internasional tengah 
berada di Indonesia, di mana mereka transit sementara. Angka itu relatif 
menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 yang berjumlah 14.300 orang. 
Mereka berasal dari berbagai belahan dunia, seperti Afghanistan, Sudan, 
Suriah, Somalia, Ethiopia, Sri Lanka, Myanmar, dan lain-lain.
110
  
Masih banyaknya pengungsi pencari suaka yang nasibnya masih 
terkatung-katung di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo 
mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 
Tentang Pengungsi Luar Negeri merupakan sebuah kemajuan untuk 
Indonesia berupaya melindungi dan mengatasi keberadaan pengungsi yang 
masih terlantar di Indonesia. Perpres Panaganan Pengungsi dari Luar Negeri 
tersebut adalah amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri merupakan produk legislasi 
yang lahir dari zaman reformasi. Maksud dari Perpres ini adalah untuk 
memperkuat koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga negara, 
serta memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lain 
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Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan 
mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka 
dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden 
diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah 
Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi 
gabungan untuk pencari suaka. Berada diantara negara – negara penerima 
pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand 
dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari 
pergerakan populasi tercampur (mixed population movements). Setelah 
penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka 
ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002.
112
  
Permasalahan pengungsi yang berada di Indonesia sudah menjadi 
perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan 
berbagai upaya untuk menangani permasalahan pengungsi dari luar negeri, 
antara lain melalui pembentukan desk penanganan pengungsi dari luar 
negeri dan penyelundupan manusia sebagaimana disampaikan oleh Deputi 
Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Carlo B. Tewu. 
Pembentukan Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ini dibentuk 
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atas dasar Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Desk 
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia pada 
tanggal 30 April 2018 dan sebagai kordinator untuk desk ini adalah 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko 
Polhukam) yang melibatkan dan berkoordinasi dengan 
Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait di daerah.
113
  
Semua negara, termasuk yang belum meratifikasi konvensi pengungsi, 
wajib menjunjung tinggi standar pelindungan pengungsi yang telah menjadi 
bagian dari hukum internasional umum, dikarenakan prinsip non-
refoulement sebagaimana diatur oleh Konvensi 1951 yang melarang setiap 
negara untuk memulangkan atau mengembalikan kembali secara paksa ke 
negara asal seluruh migran yang datang mencari suaka guna mendapatkan 
status pengungsi telah diakui sebagai suatu jus cogens.  
Prinsip non-refoulement sebagai jus cogens sudah diakui secara 
internasional, maka bisa dilihat bahwa Indonesia diharapkan dapat terikat 
untuk menghormati prinsip tersebut sebagai suatu kebiasaan internasional 
dalam praktik hubungan antar negara. Pengakuan tersebut mengantarkan 
kewajiban pula kepada Indonesia untuk tidak memulangkan paksa migran 
yang datang mencari status pengungsi ke negara asalnya. 
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Bagi Indonesia, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan 
perlindungan pengungsi yang lebih baik, terutama dikarenakan pengungsi 
adalah kelompok paling rentan yang hidup di Indonesia. Alasan 
penyebabnya yakni mereka tidak memiliki kerangka hukum khusus yang 
dapat melindungi hak mereka di Indonesia. Perpres 2016 tentang Pengungsi 
masih merupakan satu-satunya kerangka hukum yang secara khusus 
mengatur tentang pengungsi, namun secara administratif kurang 
perlindungan hak-haknya. 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan 
yang efektif bagi pengungsi pencari suaka di Indonesia antara lain 
kurangnya perlindungan hukum, jangka waktu masa tunggu yang lama 
untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, bantuan 
kebutuhan dasar yang masih terbatas (hak atas tempat tinggal, kesehatan, 
pendidikan dan pekerjaan), dan kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) 
yang masih kurang layak. Mengenai kurangnya perlindungan hukum yang 
memadai di Indonesia, sifat dasar dari kerangka hukum nasional Indonesia 
yang berhubungan dengan pengungsi pencari suaka masih menganggap dan 
diperlakukan bahwa pengungsi pencari suaka sebagai imigran gelap yang 
kemudian akan dimasukan ke dalam Rudenim yang dapat terancam 
dideportasi. Situasi seperti ini membahayakan bagi pengungsi pencari suaka 
karena berada di Indonesia terancam dapat dikembalikan ke negara asal 




Sikap Indonesia sebagai negara yang bukan merupakan bagian pihak 
dan belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 telah mengizinkan dua 




a. Kantor United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) yang 
mengawasi penentuan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara 
ketiga, dan repatriasi  
b. International Organisation for Migration (IOM) bertangggung jawab 
untuk memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan makanan, 
akomodasi, dan perawatan kesehatan; pengungsi pencari suaka adalah 
tanggung jawab IOM sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau 
secara suka rela kembali ke negara asal. 
Indonesia belum memiliki adanya regulasi atau kebijakan pengaturan 
mengenai hal-hal penanganan pengungsi yang bertujuan memberikan rasa 
aman dan nyaman tidak hanya kepada pengungsi tetapi juga kepada warga 
sekitar. Indonesia juga belum memiliki satgas khusus terkait pengawasan 
pengungsi ini sehingga para pengungsi pencari suaka tidak bebas 
berkeliaran dan dibuatkan batas waktu mereka di community house. Jika 
terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi, imbasnya pada 
masalah sosial dan ketahanan negara. Walaupun sudah ada Perpres PPLN, 
namun aturan ini hanya mengatur bagian kecil ketika tanggap darurat 
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pertama, belum mengatur pencegahan, pemulangan, dan siapa yang 
bertanggung jawab secara utuh.  
Berdasarkan segi ketahanan nasional, perlu diwaspadai jika 
kemungkinan buruk para pengungsi pencari suaka tersebut adalah mata-
mata asing atau bagian dari jaringan teroris internasional yang akan 
menyebarkan ideologinya. Kemungkinan buruk lain adalah jika pengungsi 
tersebut membawa penyakit epidemi yang bisa mewabah di Indonesia, 
sementara pengungsi memiliki hak mobilitas serta berinteraksi dengan 
warga lokal. Indonesia belum mengatur berapa lama pengungsi boleh 
tinggal dan jika tidak ada negara ketiga yang bersedia disinggahi lalu 
bagaimana nasib para pengungsi pencari suaka tersebut. 
Indonesia dapat melakukan upaya-upaya di bidang hukum, terutama 
terkait dengan keberadaan pengungsi pencari suaka di Indonesia yaitu 
adanya peraturan perundang-undangan yang mengakui status pengungsi 
mereka. Menentukan status pengungsi adalah tugas UNHCR, tetapi 
Indonesia harus mengakui statusnya dan memenuhi hak-hak dasarnya 
menurut hukum internasional. Indonesia lebih memperhatikan penanganan 
pengungsi dalam hal kedaulatan dan pengamanan dalam negeri, dan kurang 
memperhatikan mengenai hak-hak dasar mereka.  
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BAB IV  
PENUTUP  
A. Simpulan  
1. Deklarasi yang memuat perlindungan pengungsi pencari suaka yang 
utama yakni Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status 
Pengungsi, disamping Konvensi tentang status pengungsi, konvensi 
atau perjanjian lain mengenai pengungsi diantaranya Konvensi Hak-
Hak Anak 1989, Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dimana 
konvensi tersebut memuat hak-hak dasar manusia yang merupakan 
penjabaran secara luas dari DUHAM. Pada intinya perlindungan 
terhadap pengungsi pencari suaka meliputi perlindungan hak-hak 
mereka seperti hak hidup, hak anti-diskriminasi, hak memperoleh 
pelayanan kesehatan sama seperti warga negara pada umumnya di 
negara tempat mereka berdiam, hak memperoleh tempat tinggal, hak 
menjalankan agama, hak pendidikan, hak pekerjaan dan yang paling 
utama mengenai hak non-refoulement yaitu hak untuk tidak 
pengembalian kembali ke negara asal.  
2. Upaya dan sikap Indonesia terhadap keberadaan pengungsi pencari 
suaka yang masih ada di wilayah Indonesia yakni mulai mengalami 
kemajuan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 
Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri yang merupakan suatu 
upaya pengaturan tentang pengungsi pencari suaka secara langsung, 




tetapi masih belum menampung secara maksimal karena jumlah 
pengungsi yang terus berdatangan, Pemerintah DKI Jakarta juga 
berupaya dengan memberikan tempat tinggal sementara bagi mereka di 
exKodim Kalideres Jakarta serta memberikan bantuan dari APBD DKI 
Jakarta. Upaya dan sikap tersebut masih sedikit kurang optimal karena 
yang seharusnya dilakukan Indonesia terhadap keberadaan pengungsi 
pencari suaka yaitu mengakui status mereka sebagai pengungsi pencari 
suaka terutama dibidang hukum karena regulasi Perpres yang ada 
belum sepenuhnya melindungi hak-hak dasar mereka. Meskipun 
Indonesia bukan negara peserta konvensi pengungsi dan tidak 
meratifikasi, Indonesia masih memiliki tanggung jawab kemanusiaan 
terhadap hak-hak pengungsi dan pencari suaka. 
B. Saran  
Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih ketat dalam 
penanganan pengungsi dan pencari suaka yang masih berada di wilayah 
Indonesia. Pemerintah Indonesia dan UNHCR maupun organisasi 
internasional dan/atau nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan harus 
terus berkomunikasi dan bekerja sama dalam hal solusi pemenuhan hak-hak 
dasar pengungsi pencari suaka sehingga pengungsi pencari suaka tidak 
merasa hak asasi mereka juga dicederai di Indonesia. Pemerintah dan 
relawan UNHCR harus mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas 




pengungsi pencari suaka semakin mudah juga untuk menarik perhatian 
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1c o n v e n t i o n  a n d  p r o t o c o l
Text of the 1951 Convention
Relating to the Status of Refugees
Text of the 1967 Protocol
Relating to the Status of Refugees
Resolution 2198 (XXI) adopted by the
United Nations General Assembly
with an
Introductory Note
by the Office of the
United Nations High Commissioner for Refugees
2 c o n v e n t i o n  a n d  p r o t o c o l
	 Grounded	in	Article 14 of the Universal Declaration of human rights 
1948, which recognizes the right of persons to seek asylum from persecution 
in other countries, the United Nations Convention relating to the Status of 
Refugees, adopted in 1951, is the centrepiece of international refugee protec-
tion today.(1) The Convention entered into force on 22 April 1954, and it has 
been subject to only one amendment in the form of a 1967 Protocol, which 
removed the geographic and temporal limits of the 1951 Convention. (2) The 
1951 Convention, as a post-Second World War instrument, was originally 
limited in scope to persons fleeing events occurring before 1 January 1951 and 
within Europe. The 1967 Protocol removed these limitations and thus gave 
the Convention universal coverage. It has since been supplemented by refu-
gee and subsidiary protection regimes in several regions,(3) as well as via the 




















by the Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR)
3c o n v e n t i o n  a n d  p r o t o c o l
The 1951 Convention consolidates previous international instruments relat-
ing to refugees and provides the most comprehensive codification of the 
rights of refugees at the international level. In contrast to earlier internation-
al refugee instruments, which applied to specific groups of refugees, the 1951 
Convention endorses a single definition of the term “refugee” in Article 1. 
The emphasis of this definition is on the protection of persons from politi-
cal or other forms of persecution. A refugee, according to the Convention, 
is someone who is unable or unwilling to return to their country of origin 
owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 
nationality, membership of a particular social group, or political opinion.
The Convention is both a status and rights-based instrument and is under-
pinned by a number of fundamental principles, most notably non-discrim-
ination, non-penalization and non-refoulement. Convention provisions, for 
example, are to be applied without discrimination as to race, religion or coun-
try of origin. Developments in international human rights law also reinforce 
the principle that the Convention be applied without discrimination as to 
sex, age, disability, sexuality, or other prohibited grounds of discrimination. 
The Convention further stipulates that, subject to specific exceptions, refu-
gees should not be penalized for their illegal entry or stay. This recognizes 
that the seeking of asylum can require refugees to breach immigration rules. 
Prohibited penalties might include being charged with immigration or crim-
inal offences relating to the seeking of asylum, or being arbitrarily detained 
purely on the basis of seeking asylum. Importantly, the Convention contains 
various safeguards against the expulsion of refugees. The principle of non-
refoulement is so fundamental that no reservations or derogations may be 
made to it. It provides that no one shall expel or return (“refouler”) a refugee 
against his or her will, in any manner whatsoever, to a territory where he or 
she fears threats to life or freedom.
Finally, the Convention lays down basic minimum standards for the treat-
ment of refugees, without prejudice to States granting more favourable treat-
ment. Such rights include access to the courts, to primary education, to work, 
and the provision for documentation, including a refugee travel document in 
passport form. Most States parties to the Convention issue this document, 
which has become as widely accepted as the former “Nansen passport”, an 
identity document for refugees devised by the first Commissioner for Refu-
gees, Fridtjof Nansen, in 1922.
4 c o n v e n t i o n  a n d  p r o t o c o l
The Convention does not however apply to all persons who might otherwise 
satisfy the definition of a refugee in Article 1. In particular, the Convention 
does not apply to those for whom there are serious reasons for considering 
that they have committed war crimes or crimes against humanity, serious 
non-political crimes, or are guilty of acts contrary to the purposes and prin-
ciples of the United Nations. The Convention also does not apply to those 
refugees who benefit from the protection or assistance of a United Nations 
agency other than UNHCR, such as refugees from Palestine who fall under 
the auspices of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA). Nor does the Convention apply to those 
refugees who have a status equivalent to nationals in their country of asylum.
Apart from expanding the definition of a refugee, the Protocol obliges States 
to comply with the substantive provisions of the 1951 Convention to all per-
sons covered by the refugee definition in Article 1, without any limitation 
of date. Although related to the Convention in this way, the Protocol is an 
independent instrument, accession to which is not limited to States parties 
to the Convention.
Under the Convention and Protocol, there is a particular role for UNHCR. 
States undertake to cooperate with UNHCR in the exercise of its functions, 
which are set out in its Statute of 1950 along with a range of other General 
Assembly resolutions, and, in particular, to facilitate this specific duty of 
supervising the application of these instruments. By its Statute, UNHCR is 
tasked with, among others, promoting international instruments for the pro-
tection of refugees, and supervising their application.
The fundamental importance and enduring relevance of the Convention and 
the Protocol is widely recognized. In 2001, States parties issued a Declaration 
reaffirming their commitment to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, 
and they recognized in particular that the core principle of non-refoulement 
is embedded in customary international law.(4) Moroever, the General Assem-
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Accession has also been recommended by various regional organizations, 
such as the Council of Europe, the African Union, and the Organization of 
American States. As UNHCR prepares to commemorate, in 2011, the 60th 
anniversary of the 1951 Convention, it is hoped that more States will accede 
to these instruments. Today, there are 147 States Parties to one or both of 
these instruments.
In view of the increasing recognition of the fundamental significance of the 
Convention and the Protocol for the protection of refugees and for the estab-
lishment of minimum standards for their treatment, it is important that 
their provisions be known as widely as possible, both by refugees and by all 
those concerned with refugee problems.
Additional information on the Convention and the Protocol, including acces-
sion details, may be obtained from UNHCR, or directly from the UNHCR 
website at www.unhcr.org.
Geneva, December 2010
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I.  The General Assembly of the United Nations, by Resolution 429 (V) of 14 
December 1950, decided to convene in Geneva a Conference of Plenipoten-
tiaries to complete the drafting of, and to sign, a Convention relating to the 
Status of Refugees and a Protocol relating to the Status of Stateless Persons.
The Conference met at the European Office of the United Nations in Geneva 
from 2 to 25 July 1951.
The Governments of the following twenty-six States were represented by 
delegates who all submitted satisfactory credentials or other communica-
tions of appointment authorizing them to participate in the Conference:
final act
of the United Nations Conference of Plenipotentiaries 
on the Status of Refugees and Stateless Persons
The Governments of the following two States were represented by observers:
Cuba
Iran
Pursuant to the request of the General Assembly, the United Nations High 
Commissioner for Refugees participated, without the right to vote, in the 





















Switzerland (the Swiss delegation also
represented Liechtenstein)
Turkey 
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland
United States of America 
Venezuela 
Yugoslavia
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cAteGorY	A
 International Confederation of Free Trade Unions
International Federation of Christian Trade Unions 
Inter-Parliamentary Union
cAteGorY	B
 Agudas Israel World Organization
Caritas Internationalis 
Catholic International Union for Social Service 
Commission of the Churches on International Affairs 
Consultative Council of Jewish Organizations 
Co-ordinating Board of Jewish Organizations 
Friends’ World Committee for Consultation 
International Association of Penal Law 
International Bureau for the Unification of Penal Law 
International Committee of the Red Cross 
International Council of Women 
International Federation of Friends of Young Women 
International League for the Rights of Man 
International Social Service 
International Union for Child Welfare 
International Union of Catholic Women’s Leagues  
Pax Romana 
Women’s International League for Peace and Freedom 
World Jewish Congress 
World Union for Progressive Judaism 
World Young Women’s Christian Association
The International Labour Organisation and the International Refugee 
Organization were represented at the Conference without the right to vote.
The Conference invited a representative of the Council of Europe to be rep-
resented at the Conference without the right to vote.
Representatives of the following Non-Governmental Organizations in 
consultative relationship with the Economic and Social Council were also 
present as observers:
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reGiSter
 International Relief Committee for Intellectual Workers 
League of Red Cross Societies 
Standing Conference of Voluntary Agencies 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
World University Service 
Representatives of Non-Governmental Organizations which have been 
granted consultative status by the Economic and Social Council as well as 
those entered by the Secretary-General on the Register referred to in Resolu-
tion 288 B (X) of the Economic and Social Council, paragraph 17, had under 
the rules of procedure adopted by the Conference the right to submit written 
or oral statements to the Conference.
The Conference elected Mr. Knud Larsen, of Denmark, as President, and Mr. 
A. Herment, of Belgium, and Mr. Talat Miras, of Turkey, as Vice-Presidents.
At its second meeting, the Conference, acting on a proposal of the representa-
tive of Egypt, unanimously decided to address an invitation to the Holy See 
to designate a plenipotentiary representative to participate in its work. A rep-
resentative of the Holy See took his place at the Conference on 10 July 1951.
The Conference adopted as its agenda the Provisional Agenda drawn up 
by the Secretary-General (A/CONF.2/2/Rev.1). It also adopted the Provisional 
Rules of Procedure drawn up by the Secretary-General, with the addition of 
a provision which authorized a representative of the Council of Europe to be 
present at the Conference without the right to vote and to submit proposals 
(A/CONF.2/3/Rev.1).
In accordance with the Rules of Procedure of the Conference, the President 
and Vice-Presidents examined the credentials of representatives and on 17 
July 1951 reported to the Conference the results of such examination, the 
Conference adopting the report.
The Conference used as the basis of its discussions the draft Convention 
relating to the Status of Refugees and the draft Protocol relating to the Sta-
tus of Stateless Persons prepared by the ad hoc Committee on Refugees and 
Stateless Persons at its second session held in Geneva from 14 to 25 August 
1950, with the exception of the preamble and Article 1 (Definition of the term 
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“refugee”) of the draft Convention. The text of the preamble before the Con-
ference was that which was adopted by the Economic and Social Council on 
11 August 1950 in Resolution 319 B II (XI). The text of Article 1 before the 
Conference was that recommended by the General Assembly on 14 Decem-
ber 1950 and contained in the Annex to Resolution 429 (V). The latter was a 
modification of the text as it had been adopted by the Economic and Social 
Council in Resolution 319 B II (XI).
The Conference adopted the Convention relating to the Status of Refugees 
in two readings. Prior to its second reading it established a Style Commit-
tee composed of the President and the representatives of Belgium, France, 
Israel, Italy, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the United States of America, together with the High Commissioner for Ref-
ugees, which elected as its Chairman Mr. G. Warren, of the United States of 
America. The Style Committee re-drafted the text which had been adopted 
by the Conference on first reading, particularly from the point of view of 
language and of concordance between the English and French texts.
The Convention was adopted on 25 July by 24 votes to none with no absten-
tions and opened for signature at the European Office of the United Nations 
from 28 July to 31 August 1951. It will be re-opened for signature at the per-
manent headquarters of the United Nations in New York from 17 September 
1951 to 31 December 1952.
The English and French texts of the Convention, which are equally authen-
tic, are appended to this Final Act.
II.  The Conference decided, by 17 votes to 3 with 3 abstentions, that the titles 
of the chapters and of the articles of the Convention are included for practi-
cal purposes and do not constitute an element of interpretation.
III.  With respect to the draft Protocol relating to the Status of Stateless 
Persons, the Conference adopted the following resolution:
The ConferenCe,
having considered the draft Protocol relating to the Status of Stateless Persons,
considering that the subject still requires more detailed study,
decides not to take a decision on the subject at the present Conference and 
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refers the draft Protocol back to the appropriate organs of the United 
Nations for further study.
IV. The Conference adopted unanimously the following recommendations:
a
(Facilitation of refugee travels) (1)
The ConferenCe,
considering that the issue and recognition of travel documents is neces-
sary to facilitate the movement of refugees, and in particular their reset-
tlement,
urges Governments which are parties to the Inter-Governmental Agree-
ment on Refugee Travel Documents signed in London on 15 October 
1946, or which recognize travel documents issued in accordance with the 
Agreement, to continue to issue or to recognize such travel documents, 
and to extend the issue of such documents to refugees as defined in Arti-
cle 1 of the Convention relating to the Status of Refugees or to recognize 
the travel documents so issued to such persons, until they shall have 
undertaken obligations under Article 28 of the said Convention.
B
(Principle of unity of the family) (1)
The ConferenCe,
considering that the unity of the family, the natural and fundamental 
group unit of society, is an essential right of the refugee, and that such 
unity is constantly threatened, and
noting with satisfaction that, according to the official commentary of the 
ad hoc Committee on Statelessness and Related Problems (E/1618,	p.	40), 
the rights granted to a refugee are extended to members of his family,
recommends Governments to take the necessary measures for the protec-
tion of the refugee’s family especially with a view to:
(1)	 Headline	added.
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(1) Ensuring that the unity of the refugee’s family is maintained particu-
larly in cases where the head of the family has fulfilled the necessary 
conditions for admission to a particular country,
(2) The protection of refugees who are minors, in particular unaccompanied 




considering that, in the moral, legal and material spheres, refugees need 
the help of suitable welfare services, especially that of appropriate non-
governmental organizations,
recommends Governments and inter-governmental bodies to facilitate, 
encourage and sustain the efforts of properly qualified organizations.
d
(International co-operation in the field of asylum and resettlement) (1)
The ConferenCe,
considering that many persons still leave their country of origin for rea-
sons of persecution and are entitled to special protection on account of 
their position,
recommends that Governments continue to receive refugees in their ter-
ritories and that they act in concert in a true spirit of international co-
operation in order that these refugees may find asylum and the possibil-
ity of resettlement.
e
(Extension of treatment provided by the Convention) (1)
The ConferenCe,
expresses the hope that the Convention relating to the Status of Refugees 
will have value as an example exceeding its contractual scope and that 
(1)	 Headline	added.
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all nations will be guided by it in granting so far as possible to persons in 
their territory as refugees and who would not be covered by the terms of 
the Convention, the treatment for which it provides.
in witness whereof the President, Vice-Presidents and the Executive Sec-
retary of the Conference have signed this Final Act.
done at Geneva this twenty-eighth day of July one thousand nine hun-
dred and fifty-one in a single copy in the English and French languages, 
each text being equally authentic. Translations of this Final Act into Chi-
nese, Russian and Spanish will be prepared by the Secretary-General of 
the United Nations, who will, on request, send copies thereof to each of 
the Governments invited to attend the Conference.
The President of the Conference:  Knud Larsen
The Vice-Presidents of the Conference:  A. Herment, Talat Miras
The Executive Secretary of the Conference:  John P. Humphrey
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Preamble
The high ConTraCTing parTies,
considering that the Charter of the United Nations and the Universal Dec-
laration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General 
Assembly have affirmed the principle that human beings shall enjoy funda-
mental rights and freedoms without discrimination,
considering that the United Nations has, on various occasions, manifested its 
profound concern for refugees and endeavoured to assure refugees the widest 
possible exercise of these fundamental rights and freedoms,
considering that it is desirable to revise and consolidate previous internation-
al agreements relating to the status of refugees and to extend the scope of and 
protection accorded by such instruments by means of a new agreement,
considering that the grant of asylum may place unduly heavy burdens on 
certain countries, and that a satisfactory solution of a problem of which the 
United Nations has recognized the international scope and nature cannot 
therefore be achieved without international co-operation,
expressing the wish that all States, recognizing the social and humanitarian 
nature of the problem of refugees, will do everything within their power to 
prevent this problem from becoming a cause of tension between States,
noting that the United Nations High Commissioner for Refugees is charged 
with the task of supervising international conventions providing for the pro-
tection of refugees, and recognizing that the effective co-ordination of meas-
ures taken to deal with this problem will depend upon the co-operation of 
States with the High Commissioner,
have agreed as follows:
convention
Relating to the Status of Refugees
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Article 1
definition of the term “refugee”
A.  For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall 
apply to any person who:
(1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 
and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 
February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of 
the International Refugee Organization;
 Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organ-
ization during the period of its activities shall not prevent the status 
of refugee being accorded to persons who fulfil the conditions of para-
graph 2 of this section;
(2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-
founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, national-
ity, membership of a particular social group or political opinion, is out-
side the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, 
is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, 
not having a nationality and being outside the country of his former 
habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such 
fear, is unwilling to return to it.
 In the case of a person who has more than one nationality, the term “the 
country of his nationality” shall mean each of the countries of which he 
is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protec-
tion of the country of his nationality if, without any valid reason based 
on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one 
of the countries of which he is a national.
B.(1) For the purposes of this Convention, the words “events occurring 
chapter i: General Provisions
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before 1 January 1951” in article 1, section A, shall be understood to 
mean either:
(a) “events occurring in Europe before 1 January 1951”; or
(b) “events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951”, 
and each Contracting State shall make a declaration at the time 
of signature, ratification or accession, specifying which of these 
meanings it applies for the purpose of its obligations under this 
Convention.
(2) Any Contracting State which has adopted alternative (a) may at any 
time extend its obligations by adopting alternative (b) by means of a 
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
C.  This Convention shall cease to apply to any person falling under the 
terms of section A if: 
(1) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the country 
of his nationality; or
(2) Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it; or
(3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the 
country of his new nationality; or
(4) He has voluntarily re-established himself in the country which he left 
or outside which he remained owing to fear of persecution; or
(5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which he 
has been recognized as a refugee have ceased to exist, continue to refuse 
to avail himself of the protection of the country of his nationality;
 Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under 
section A(1) of this article who is able to invoke compelling reasons aris-
ing out of previous persecution for refusing to avail himself of the pro-
tection of the country of nationality;
(6) Being a person who has no nationality he is, because of the circum-
stances in connexion with which he has been recognized as a refugee 
have ceased to exist, able to return to the country of his former habitu-
al residence;
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 Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under 
section A (1) of this article who is able to invoke compelling reasons 
arising out of previous persecution for refusing to return to the country 
of his former habitual residence.
D.  This Convention shall not apply to persons who are at present receiving 
from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations 
High Commissioner for Refugees protection or assistance.
When such protection or assistance has ceased for any reason, without the 
position of such persons being definitively settled in accordance with the 
relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, 
these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention.
E.  This Convention shall not apply to a person who is recognized by the 
competent authorities of the country in which he has taken residence as 
having the rights and obligations which are attached to the possession of the 
nationality of that country.
F.  The provisions of this Convention shall not apply to any person with 
respect to whom there are serious reasons for considering that:
(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against 
humanity, as defined in the international instruments drawn up to 
make provision in respect of such crimes;
(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of 
refuge prior to his admission to that country as a refugee;




Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which 
require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to 
measures taken for the maintenance of public order.
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Article 3
non-discrimination
The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refu-
gees without discrimination as to race, religion or country of origin.
Article 4
religion
The Contracting States shall accord to refugees within their territories treat-
ment at least as favourable as that accorded to their nationals with respect to 
freedom to practice their religion and freedom as regards the religious educa-
tion of their children.
Article 5
rights granted apart from this convention
Nothing in this Convention shall be deemed to impair any rights and ben-
efits granted by a Contracting State to refugees apart from this Conven-
tion.
Article 6
the term “in the same circumstances”
For the purposes of this Convention, the term “in the same circumstances” 
implies that any requirements (including requirements as to length and con-
ditions of sojourn or residence) which the particular individual would have 
to fulfil for the enjoyment of the right in question, if he were not a refugee, 
must be fulfilled by him, with the exception of requirements which by their 
nature a refugee is incapable of fulfilling.
Article 7
exemption from reciprocity
1.  Except where this Convention contains more favourable provisions, a 
Contracting State shall accord to refugees the same treatment as is accorded 
to aliens generally.
2.  After a period of three years’ residence, all refugees shall enjoy exemp-
tion from legislative reciprocity in the territory of the Contracting States.
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3.  Each Contracting State shall continue to accord to refugees the rights and 
benefits to which they were already entitled, in the absence of reciprocity, at 
the date of entry into force of this Convention for that State.
4.  The Contracting States shall consider favourably the possibility of accord-
ing to refugees, in the absence of reciprocity, rights and benefits beyond those 
to which they are entitled according to paragraphs 2 and 3, and to extending 
exemption from reciprocity to refugees who do not fulfil the conditions pro-
vided for in paragraphs 2 and 3.
5.  The provisions of paragraphs 2 and 3 apply both to the rights and ben-
efits referred to in articles 13, 18, 19, 21 and 22 of this Convention and to rights 
and benefits for which this Convention does not provide.
Article 8
exemption from exceptional measures
With regard to exceptional measures which may be taken against the person, 
property or interests of nationals of a foreign State, the Contracting States shall 
not apply such measures to a refugee who is formally a national of the said State 
solely on account of such nationality. Contracting States which, under their 
legislation, are prevented from applying the general principle expressed in this 
article, shall, in appropriate cases, grant exemptions in favour of such refugees.
Article 9
provisional measures
Nothing in this Convention shall prevent a Contracting State, in time of 
war or other grave and exceptional circumstances, from taking provisionally 
measures which it considers to be essential to the national security in the 
case of a particular person, pending a determination by the Contracting State 
that that person is in fact a refugee and that the continuance of such meas-
ures is necessary in his case in the interests of national security.
Article 10
continuity of residence
1.  Where a refugee has been forcibly displaced during the Second World 
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War and removed to the territory of a Contracting State, and is resident 
there, the period of such enforced sojourn shall be considered to have been 
lawful residence within that territory.
2.  Where a refugee has been forcibly displaced during the Second World 
War from the territory of a Contracting State and has, prior to the date of 
entry into force of this Convention, returned there for the purpose of tak-
ing up residence, the period of residence before and after such enforced dis-
placement shall be regarded as one uninterrupted period for any purposes for 
which uninterrupted residence is required.
Article 11
refugee seamen
In the case of refugees regularly serving as crew members on board a ship 
flying the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic con-
sideration to their establishment on its territory and the issue of travel docu-
ments to them or their temporary admission to its territory particularly with 
a view to facilitating their establishment in another country.
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Article 12
personal status
1.  The personal status of a refugee shall be governed by the law of the coun-
try of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the country of his 
residence.
2.  Rights previously acquired by a refugee and dependent on personal 
status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by 
a Contracting State, subject to compliance, if this be necessary, with the for-
malities required by the law of that State, provided that the right in question 
is one which would have been recognized by the law of that State had he not 
become a refugee.
Article 13
movaBle and immovaBle property
The Contracting States shall accord to a refugee treatment as favourable as 
possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens 
generally in the same circumstances, as regards the acquisition of movable 
and immovable property and other rights pertaining thereto, and to leases 
and other contracts relating to movable and immovable property.
Article 14
artistic rights and industrial property
In respect of the protection of industrial property, such as inventions, designs 
or models, trade marks, trade names, and of rights in literary, artistic, and 
scientific works, a refugee shall be accorded in the country in which he has 
his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that 
chapter ii: Juridical Status
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country. In the territory of any other Contracting State, he shall be accorded 
the same protection as is accorded in that territory to nationals of the coun-
try in which he has his habitual residence.
Article 15
right of association
As regards non-political and non-profit-making associations and trade unions 
the Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their 
territory the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign 
country, in the same circumstances.
Article 16
access to courts
1.  A refugee shall have free access to the courts of law on the territory of all 
Contracting States.
2.  A refugee shall enjoy in the Contracting State in which he has his habit-
ual residence the same treatment as a national in matters pertaining to access 
to the Courts, including legal assistance and exemption from cautio judicatum 
solvi.
3.  A refugee shall be accorded in the matters referred to in paragraph 2 in 
countries other than that in which he has his habitual residence the treat-
ment granted to a national of the country of his habitual residence.
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Article 17
wage-earning employment
1.  The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their 
territory the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign 
country in the same circumstances, as regards the right to engage in wage-
earning employment.
2.  In any case, restrictive measures imposed on aliens or the employment of 
aliens for the protection of the national labour market shall not be applied to 
a refugee who was already exempt from them at the date of entry into force 
of this Convention for the Contracting State concerned, or who fulfils one of 
the following conditions:
(a) He has completed three years’ residence in the country;
(b) He has a spouse possessing the nationality of the country of residence. 
A refugee may not invoke the benefits of this provision if he has aban-
doned his spouse;
(c) He has one or more children possessing the nationality of the country 
of residence.
3.  The Contracting States shall give sympathetic consideration to assimi-
lating the rights of all refugees with regard to wage-earning employment to 
those of nationals, and in particular of those refugees who have entered their 




The Contracting States shall accord to a refugee lawfully in their territory 
chapter iii: Gainful Employment
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treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than 
that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the 
right to engage on his own account in agriculture, industry, handicrafts and 
commerce and to establish commercial and industrial companies.
Article 19
liBeral professions
1.  Each Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their 
territory who hold diplomas recognized by the competent authorities of that 
State, and who are desirous of practicing a liberal profession, treatment as 
favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accord-
ed to aliens generally in the same circumstances.
2.  The Contracting States shall use their best endeavours consistently with 
their laws and constitutions to secure the settlement of such refugees in the 
territories, other than the metropolitan territory, for whose international 
relations they are responsible.
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Article 20
rationing
Where a rationing system exists, which applies to the population at large and 
regulates the general distribution of products in short supply, refugees shall 
be accorded the same treatment as nationals.
Article 21
housing
As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated 
by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall 
accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable 
as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens 
generally in the same circumstances.
Article 22
puBlic education
1.  The Contracting States shall accord to refugees the same treatment as is 
accorded to nationals with respect to elementary education.
2.  The Contracting States shall accord to refugees treatment as favourable 
as possible, and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens 
generally in the same circumstances, with respect to education other than 
elementary education and, in particular, as regards access to studies, the rec-
ognition of foreign school certificates, diplomas and degrees, the remission of 
fees and charges and the award of scholarships.
Article 23
puBlic relief
The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their ter-
chapter iv: Welfare
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ritory the same treatment with respect to public relief and assistance as is 
accorded to their nationals.
Article 24
laBour legislation and social security
1.  The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their 
territory the same treatment as is accorded to nationals in respect of the fol-
lowing matters:
(a) In so far as such matters are governed by laws or regulations or are sub-
ject to the control of administrative authorities: remuneration, includ-
ing family allowances where these form part of remuneration, hours 
of work, overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on 
home work, minimum age of employment, apprenticeship and train-
ing, women’s work and the work of young persons, and the enjoyment 
of the benefits of collective bargaining;
(b) Social security (legal provisions in respect of employment injury, occu-
pational diseases, maternity, sickness, disability, old age, death, unem-
ployment, family responsibilities and any other contingency which, 
according to national laws or regulations, is covered by a social security 
scheme), subject to the following limitations:
(i) There may be appropriate arrangements for the maintenance of 
acquired rights and rights in course of acquisition;
(ii) National laws or regulations of the country of residence may 
prescribe special arrangements concerning benefits or portions of 
benefits which are payable wholly out of public funds, and con-
cerning allowances paid to persons who do not fulfil the contribu-
tion conditions prescribed for the award of a normal pension.
2.  The right to compensation for the death of a refugee resulting from 
employment injury or from occupational disease shall not be affected by 
the fact that the residence of the beneficiary is outside the territory of the 
Contracting State.
3.  The Contracting States shall extend to refugees the benefits of 
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agreements concluded between them, or which may be concluded between 
them in the future, concerning the maintenance of acquired rights and rights 
in the process of acquisition in regard to social security, subject only to the 
conditions which apply to nationals of the States signatory to the agreements 
in question.
4.  The Contracting States will give sympathetic consideration to extending 
to refugees so far as possible the benefits of similar agreements which may 
at any time be in force between such Contracting States and non-contracting 
States.
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Article 25
administrative assistance
1.  When the exercise of a right by a refugee would normally require the 
assistance of authorities of a foreign country to whom he cannot have 
recourse, the Contracting States in whose territory he is residing shall 
arrange that such assistance be afforded to him by their own authorities or 
by an international authority.
2.  The authority or authorities mentioned in paragraph 1 shall deliver or 
cause to be delivered under their supervision to refugees such documents or 
certifications as would normally be delivered to aliens by or through their 
national authorities.
3.  Documents or certifications so delivered shall stand in the stead of the 
official instruments delivered to aliens by or through their national authori-
ties, and shall be given credence in the absence of proof to the contrary.
4.  Subject to such exceptional treatment as may be granted to indigent per-
sons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees 
shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for 
similar services.




Each Contracting State shall accord to refugees lawfully in its territory the 
right to choose their place of residence to move freely within its territory, 
subject to any regulations applicable to aliens generally in the same circum-
stances.
chapter v: Administrative Measures
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Article 27
identity papers
The Contracting States shall issue identity papers to any refugee in their ter-
ritory who does not possess a valid travel document.
Article 28
travel documents
1.  The Contracting States shall issue to refugees lawfully staying in their 
territory travel documents for the purpose of travel outside their territory, 
unless compelling reasons of national security or public order otherwise 
require, and the provisions of the Schedule to this Convention shall apply 
with respect to such documents. The Contracting States may issue such a 
travel document to any other refugee in their territory; they shall in particu-
lar give sympathetic consideration to the issue of such a travel document to 
refugees in their territory who are unable to obtain a travel document from 
the country of their lawful residence.
2.  Travel documents issued to refugees under previous international agree-
ments by parties thereto shall be recognized and treated by the Contracting 
States in the same way as if they had been issued pursuant to this article.
Article 29
fiscal charges
1.  The Contracting States shall not impose upon refugees duties, charges or 
taxes, of any description whatsoever, other or higher than those which are or 
may be levied on their nationals in similar situations.
2.  Nothing in the above paragraph shall prevent the application to refu-
gees of the laws and regulations concerning charges in respect of the issue to 
aliens of administrative documents including identity papers.
Article 30
transfer of assets
1.  A Contracting State shall, in conformity with its laws and regulations, 
permit refugees to transfer assets which they have brought into its territory, 
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to another country where they have been admitted for the purposes of reset-
tlement.
2.  A Contracting State shall give sympathetic consideration to the applica-
tion of refugees for permission to transfer assets wherever they may be and 
which are necessary for their resettlement in another country to which they 
have been admitted.
Article 31
refugees unlawfully in the country of refugee
1.  The Contracting States shall not impose penalties, on account of their 
illegal entry or presence, on refugees who, coming directly from a territory 
where their life or freedom was threatened in the sense of article 1, enter or 
are present in their territory without authorization, provided they present 
themselves without delay to the authorities and show good cause for their 
illegal entry or presence.
2.  The Contracting States shall not apply to the movements of such refu-
gees restrictions other than those which are necessary and such restrictions 
shall only be applied until their status in the country is regularized or they 
obtain admission into another country. The Contracting States shall allow 
such refugees a reasonable period and all the necessary facilities to obtain 
admission into another country.
Article 32
expulsion
1.  The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their terri-
tory save on grounds of national security or public order.
2.  The expulsion of such a refugee shall be only in pursuance of a decision 
reached in accordance with due process of law. Except where compelling rea-
sons of national security otherwise require, the refugee shall be allowed to 
submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for the 
purpose before competent authority or a person or persons specially desig-
nated by the competent authority.
3.  The Contracting States shall allow such a refugee a reasonable period 
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within which to seek legal admission into another country. The Contracting 
States reserve the right to apply during that period such internal measures as 
they may deem necessary.
Article 33
prohiBition of expulsion or return (“refoulement”)
1.  No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any 
manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom 
would be threatened on account of his race, religion, nationality, member-
ship of a particular social group or political opinion.
2.  The benefit of the present provision may not, however, be claimed by 
a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to 
the security of the country in which he is, or who, having been convicted by 
a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the 
community of that country.
Article 34
naturalization
The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and 
naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expe-
dite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges 
and costs of such proceedings.
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Article 35
co-operation of the national authorities with the united nations
1.  The Contracting States undertake to co-operate with the Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees, or any other agency of the 
United Nations which may succeed it, in the exercise of its functions, and 
shall in particular facilitate its duty of supervising the application of the pro-
visions of this Convention.
2.  In order to enable the Office of the High Commissioner or any other 
agency of the United Nations which may succeed it, to make reports to the 
competent organs of the United Nations, the Contracting States undertake 
to provide them in the appropriate form with information and statistical data 
requested concerning:
(a) The condition of refugees,
(b) The implementation of this Convention, and;
(c) Laws, regulations and decrees which are, or may hereafter be, in force 
relating to refugees.
Article 36
information on national legislation
The Contracting States shall communicate to the Secretary-General of the 
United Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the 
application of this Convention.
Article 37
relation to previous conventions
Without prejudice to article 28, paragraph 2, of this Convention, this 
chapter vi: Executory and Transitory Provisions
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Convention replaces, as between parties to it, the Arrangements of 5 July 
1922, 31 May 1924, 12 May 1926, 30 June 1928 and 30 July 1935, the Conventions 
of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 
and the Agreement of 15 October 1946.
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Article 38
settlement of disputes
Any dispute between parties to this Convention relating to its interpretation 
or application, which cannot be settled by other means, shall be referred to 
the International Court of Justice at the request of any one of the parties to 
the dispute.
Article 39
signature, ratification and accession
1.  This Convention shall be opened for signature at Geneva on 28 July 1951 
and shall thereafter be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. It shall be open for signature at the European Office of the United 
Nations from 28 July to 31 August 1951 and shall be re-opened for signature at 
the Headquarters of the United Nations from 17 September 1951 to 31 Decem-
ber 1952.
2.  This Convention shall be open for signature on behalf of all States Mem-
bers of the United Nations, and also on behalf of any other State invited to 
attend the Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and 
Stateless Persons or to which an invitation to sign will have been addressed 
by the General Assembly. It shall be ratified and the instruments of ratifica-
tion shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3.  This Convention shall be open from 28 July 1951 for accession by the 
States referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by 
the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the 
United Nations.
chapter vii: Final Clauses
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Article 40
territorial application clause
1.  Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare 
that this Convention shall extend to all or any of the territories for the inter-
national relations of which it is responsible. Such a declaration shall take 
effect when the Convention enters into force for the State concerned.
2.  At any time thereafter any such extension shall be made by notification 
addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take 
effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-Gen-
eral of the United Nations of this notification, or as from the date of entry 
into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.
3.  With respect to those territories to which this Convention is not extended 
at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall 
consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the 
application of this Convention to such territories, subject, where necessary for 
constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.
Article 41
federal clause
In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:
(a) With respect to those articles of this Convention that come within the 
legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obliga-
tions of the Federal Government shall to this extent be the same as 
those of Parties which are not Federal States;
(b) With respect to those articles of this Convention that come within the 
legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which 
are not, under the constitutional system of the federation, bound to take 
legislative action, the Federal Government shall bring such articles with 
a favourable recommendation to the notice of the appropriate authori-
ties of states, provinces or cantons at the earliest possible moment;
(c) A Federal State Party to this Convention shall, at the request of any 
other Contracting State transmitted through the Secretary-General of 
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the United Nations, supply a statement of the law and practice of the 
Federation and its constituent units in regard to any particular provi-
sion of the Convention showing the extent to which effect has been 
given to that provision by legislative or other action.
Article 42
reservations
1.  At the time of signature, ratification or accession, any State may make 
reservations to articles of the Convention other than to articles 1, 3, 4, 16(1), 
33, 36-46 inclusive.
2.  Any State making a reservation in accordance with paragraph 1 of this 
article may at any time withdraw the reservation by a communication to that 
effect addressed to the Secretary-General of the United Nations.
Article 43
entry into force
1.  This Convention shall come into force on the ninetieth day following the 
day of deposit of the sixth instrument of ratification or accession.
2.  For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of 
the sixth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter 
into force on the ninetieth day following the date of deposit by such State of 
its instrument or ratification or accession.
Article 44
denunciation
1.  Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a 
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2.  Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned 
one year from the date upon which it is received by the Secretary-General of 
the United Nations.
3.  Any State which has made a declaration or notification under article 40 
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may, at any time thereafter, by a notification to the Secretary-General of the 
United Nations, declare that the Convention shall cease to extend to such ter-




1.  Any Contracting State may request revision of this Convention at any time 
by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2.  The General Assembly of the United Nations shall recommend the steps, 
if any, to be taken in respect of such request.
Article 46
notifications By
the secretary-general of the united nations
The Secretary-General of the United Nations shall inform all Members of 
the United Nations and non-member States referred to in article 39:
(a) Of declarations and notifications in accordance with section B of article 1;
(b) Of signatures, ratifications and accessions in accordance with article 39; 
(c) Of declarations and notifications in accordance with article 40; 
(d) Of reservations and withdrawals in accordance with article 42;
(e) Of the date on which this Convention will come into force in accord-
ance with article 43; 
(f) Of denunciations and notifications in accordance with article 44; 
(g) Of requests for revision in accordance with article 45.
in faith whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Conven-
tion on behalf of their respective Governments,
done at Geneva, this twenty-eighth day of July, one thousand nine hundred 
and fifty-one, in a single copy, of which the English and French texts are 
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equally authentic and which shall remain deposited in the archives of the 
United Nations, and certified true copies of which shall be delivered to all 
Members of the United Nations and to the non-member States referred to 
in article 39.
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schedule
Paragraph 1
1.  The travel document referred to in article 28 of this Convention shall be 
similar to the specimen annexed hereto.
2.  The document shall be made out in at least two languages, one of which 
shall be English or French.
Paragraph 2
Subject to the regulations obtaining in the country of issue, children may be 
included in the travel document of a parent or, in exceptional circumstances, 
of another adult refugee.
Paragraph 3
The fees charged for issue of the document shall not exceed the lowest scale 
of charges for national passports.
Paragraph 4
Save in special or exceptional cases, the document shall be made valid for the 
largest possible number of countries.
Paragraph 5
The document shall have a validity of either one or two years, at the discre-
tion of the issuing authority.
Paragraph 6
1.  The renewal or extension of the validity of the document is a matter for 
the authority which issued it, so long as the holder has not established lawful 
residence in another territory and resides lawfully in the territory of the said 
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authority. The issue of a new document is, under the same conditions, a mat-
ter for the authority which issued the former document.
2.  Diplomatic or consular authorities, specially authorized for the purpose, 
shall be empowered to extend, for a period not exceeding six months, the 
validity of travel documents issued by their Governments.
3.  The Contracting States shall give sympathetic consideration to renew-
ing or extending the validity of travel documents or issuing new documents 
to refugees no longer lawfully resident in their territory who are unable to 
obtain a travel document from the country of their lawful residence.
Paragraph 7
The Contracting States shall recognize the validity of the documents issued 
in accordance with the provisions of article 28 of this Convention.
Paragraph 8
The competent authorities of the country to which the refugee desires to 
proceed shall, if they are prepared to admit him and if a visa is required, affix 
a visa on the document of which he is the holder.
Paragraph 9
1.  The Contracting States undertake to issue transit visas to refugees who 
have obtained visas for a territory of final destination.
2.  The issue of such visas may be refused on grounds which would justify 
refusal of a visa to any alien.
Paragraph 10
The fees for the issue of exit, entry or transit visas shall not exceed the lowest 
scale of charges for visas on foreign passports.
Paragraph 11
When a refugee has lawfully taken up residence in the territory of another 
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Contracting State, the responsibility for the issue of a new document, under 
the terms and conditions of article 28, shall be that of the competent author-
ity of that territory, to which the refugee shall be entitled to apply.
Paragraph 12
The authority issuing a new document shall withdraw the old document 
and shall return it to the country of issue if it is stated in the document that 
it should be so returned; otherwise it shall withdraw and cancel the docu-
ment.
Paragraph 13
1.  Each Contracting State undertakes that the holder of a travel document 
issued by it in accordance with article 28 of this Convention shall be re-
admitted to its territory at any time during the period of its validity.
2.  Subject to the provisions of the preceding sub-paragraph, a Contracting 
State may require the holder of the document to comply with such formali-
ties as may be prescribed in regard to exit from or return to its territory.
3.  The Contracting States reserve the right, in exceptional cases, or in cases 
where the refugee’s stay is authorized for a specific period, when issuing the 
document, to limit the period during which the refugee may return to a peri-
od of not less than three months.
Paragraph 14
Subject only to the terms of paragraph 13, the provisions of this Schedule in 
no way affect the laws and regulations governing the conditions of admission 
to, transit through, residence and establishment in, and departure from, the 
territories of the Contracting States.
Paragraph 15
Neither the issue of the document nor the entries made thereon determine 
or affect the status of the holder, particularly as regards nationality.
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Paragraph 16
The issue of the document does not in any way entitle the holder to the pro-
tection of the diplomatic or consular authorities of the country of issue, and 
does not confer on these authorities a right of protection.
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The document will be in booklet form (approximately 15 x 10 centimetres).
It is recommended that it be so printed that any erasure or alteration by 
chemical or other means can be readily detected, and that the words “Con-
vention of 28 July 1951” be printed in continuous repetition on each page, in 
the language of the issuing country.
(Cover of booklet)
trAVel	docuMent	




(Convention of 28 July 1951)
This document expires on
unless its validity is extended or renewed.
Name
Forename(s)
Accompanied by child (children).
1.  This document is issued solely with a view to providing the holder with 
a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without 
prejudice to and in no way affects the holder’s nationality.
2.  The holder is authorized to return to 
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unless some later date is hereafter specified. [The period during which the 
holder is allowed to return must not be less than three months.]
3.  Should the holder take up residence in a country other than that which 
issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to 
the competent authorities of his country of residence for a new document. 
[The old travel document shall be withdrawn by the authority issuing the 
new document and returned to the authority which issued it.] (1)
(This document contains            pages, exclusive of cover.)
(2)
Place and date of birth 
Occupation 
Present residence 
*Maiden name and forename(s) of wife 




Colour of eyes 
Nose 




Name Forename(s) Place and date of birth Sex
*Strike out whichever does not apply
(This document contains            pages, exclusive of cover.)
(1)	 The	sentence	in	brackets	to	be	inserted	by	Governments	which	so	desire.
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(3)
Photograph of holder and stamp of issuing authority
Finger-prints of holder (if required)
Signature of holder
(This document contains            pages, exclusive of cover.)
(4)
1.  This document is valid for the following countries: 




Signature and stamp of authority
issuing the document:
Fee paid:
(This document contains            pages, exclusive of cover.)
(5)




 Signature and stamp of authority
 extending or renewing the validity of 
 the document: 
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 Signature and stamp of authority
 extending or renewing the validity of 
 the document: 
(This document contains            pages, exclusive of cover.)
(6)




 Signature and stamp of authority
 extending or renewing the validity of 
 the document: 




 Signature and stamp of authority
 extending or renewing the validity of 
 the document: 
(This document contains            pages, exclusive of cover.)
(7-32)
Visas
The name of the holder of the document must be repeated in each visa.
(This document contains            pages, exclusive of cover.)
46 c o n v e n t i o n  a n d  p r o t o c o l
the	StAteS	pArtieS	to	the	preSent	protocol,
considering that the Convention relating to the Status of Refugees done at 
Geneva on 28 July 1951 (hereinafter referred to as the Convention) covers 
only those persons who have become refugees as a result of events occurring 
before 1 January 1951,
considering that new refugee situations have arisen since the Convention was 
adopted and that the refugees concerned may therefore not fall within the 
scope of the Convention,
considering that it is desirable that equal status should be enjoyed by all refu-
gees covered by the definition in the Convention irrespective of the dateline 
1 January 1951,
have agreed as follows:
Article I
general provision
1.  The States Parties to the present Protocol undertake to apply articles 2 to 
34 inclusive of the Convention to refugees as hereinafter defined.
2.  For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except 
as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person 
within the definition of article 1 of the Convention as if the words “As a result 
of events occurring before 1 January 1951 and ...” “and the words”... “a result of 
such events”, in article 1 A (2) were omitted.
3.  The present Protocol shall be applied by the States Parties hereto with-
out any geographic limitation, save that existing declarations made by States 
already Parties to the Convention in accordance with article 1 B (1) (a) of the 
protocol relating to the status of refugees
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Convention, shall, unless extended under article 1 B (2) thereof, apply also 
under the present Protocol.
Article II
co-operation of the national authorities with the united nations
1.  The States Parties to the present Protocol undertake to co-operate with 
the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, or any 
other agency of the United Nations which may succeed it, in the exercise 
of its functions, and shall in particular facilitate its duty of supervising the 
application of the provisions of the present Protocol.
2.  In order to enable the Office of the High Commissioner, or any other 
agency of the United Nations which may succeed it, to make reports to the 
competent organs of the United Nations, the States Parties to the present 
Protocol undertake to provide them with the information and statistical data 
requested, in the appropriate form, concerning:
(a) The condition of refugees; 
(b) The implementation of the present Protocol; 
(c) Laws, regulations and decrees which are, or may hereafter be, in force 
relating to refugees. 
Article III
information on national legislation
The States Parties to the present Protocol shall communicate to the Secre-
tary-General of the United Nations the laws and regulations which they may 
adopt to ensure the application of the present Protocol.
Article IV
settlement of disputes
Any dispute between States Parties to the present Protocol which relates to 
its interpretation or application and which cannot be settled by other means 
shall be referred to the International Court of Justice at the request of any 
one of the parties to the dispute.
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Article V
accession
The present Protocol shall be open for accession on behalf of all States Parties 
to the Convention and of any other State Member of the United Nations or 
member of any of the specialized agencies or to which an invitation to accede 
may have been addressed by the General Assembly of the United Nations. 
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with 
the Secretary-General of the United Nations.
Article VI
federal clause
In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall 
apply:
(a) With respect to those articles of the Convention to be applied in 
accordance with article I, paragraph 1, of the present Protocol that 
come within the legislative jurisdiction of the federal legislative 
authority, the obligations of the Federal Government shall to this 
extent be the same as those of States Parties which are not Federal 
States; 
(b) With respect to those articles of the Convention to be applied in accord-
ance with article I, paragraph 1, of the present Protocol that come 
within the legislative jurisdiction of constituent States, provinces or 
cantons which are not, under the constitutional system of the federa-
tion, bound to take legislative action, the Federal Government shall 
bring such articles with a favourable recommendation to the notice of 
the appropriate authorities of States, provinces or cantons at the earli-
est possible moment;
(c) A Federal State Party to the present Protocol shall, at the request of 
any other State Party hereto transmitted through the Secretary-Gen-
eral of the United Nations, supply a statement of the law and practice 
of the Federation and its constituent units in regard to any particular 
provision of the Convention to be applied in accordance with article I, 
paragraph 1, of the present Protocol, showing the extent to which effect 
has been given to that provision by legislative or other action.
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Article VII
reservations and declarations
1. At the time of accession, any State may make reservations in respect of 
article IV of the present Protocol and in respect of the application in accordance 
with article I of the present Protocol of any provisions of the Convention other 
than those contained in articles 1, 3, 4, 16 (1) and 33 thereof, provided that in the 
case of a State Party to the Convention reservations made under this article 
shall not extend to refugees in respect of whom the Convention applies.
2. Reservations made by States Parties to the Convention in accordance 
with article 42 thereof shall, unless withdrawn, be applicable in relation to 
their obligations under the present Protocol.
3. Any State making a reservation in accordance with paragraph 1 of this 
article may at any time withdraw such reservation by a communication 
to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations.
4. Declarations made under article 40, paragraphs 1 and 2, of the Conven-
tion by a State Party thereto which accedes to the present Protocol shall be 
deemed to apply in respect of the present Protocol, unless upon accession 
a notification to the contrary is addressed by the State Party concerned to 
the Secretary-General of the United Nations. The provisions of article 40, 
paragraphs 2 and 3, and of article 44, paragraph 3, of the Convention shall be 
deemed to apply mutatis mutandis to the present Protocol.
Article VIII
entry into force
1.  The present Protocol shall come into force on the day of deposit of the 
sixth instrument of accession.
2.  For each State acceding to the Protocol after the deposit of the sixth 
instrument of accession, the Protocol shall come into force on the date of 
deposit by such State of its instrument of accession.
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Article IX
denunciation
1.  Any State Party hereto may denounce this Protocol at any time by a noti-
fication addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2.  Such denunciation shall take effect for the State Party concerned one year 




By the secretary-general of the united nations
The Secretary-General of the United Nations shall inform the States referred 
to in article V above of the date of entry into force, accessions, reservations 
and withdrawals of reservations to and denunciations of the present Proto-
col, and of declarations and notifications relating hereto.
Article XI
deposit in the archives 
of the secretariat of the united nations
A copy of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Rus-
sian and Spanish texts are equally authentic, signed by the President of the 
General Assembly and by the Secretary-General of the United Nations, shall 
be deposited in the archives of the Secretariat of the United Nations. The 
Secretary-General will transmit certified copies thereof to all States Members 
of the United Nations and to the other States referred to in article V above.
51c o n v e n t i o n  a n d  p r o t o c o l
Protocol relating to the Status of Refugees
The generaL asseMBLY,
considering that the Convention relating to the Status of Refugees, signed at 
Geneva on 28 July 1951(1), covers only those persons who have become refu-
gees as a result of events occurring before 1 January 1951,
considering that new refugee situations have arisen since the Convention was 
adopted and that the refugees concerned may therefore not fall within the 
scope of the Convention,
considering that it is desirable that equal status should be enjoyed by all refu-
gees covered by the definition in the Convention, irrespective of the date-
line of 1 January 1951,
taking note of the recommendation of the Executive Committee of the Pro-
gramme of the United Nations High Commissioner for Refugees(2) that the 
draft Protocol relating to the Status of Refugees should be submitted to the 
General Assembly after consideration by the Economic and Social Council, 
in order that the Secretary-General might be authorized to open the Protocol 
for accession by Governments within the shortest possible time,
general assemBly resolution 2198 (xxi)
(1)	 United	Nations,	Treaty Series,	vol.	189	(1954),	No.	2545.	
(2)	 See	A/6311/Rev.1/Add.1,	part	two,	para.	38.
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considering that the Economic and Social Council, in its resolution 1186 (XLI) 
of 18 November 1966, took note with approval of the draft Protocol contained 
in the addendum to the report of the United Nations High Commissioner for 
Refugees and concerning measures to extend the personal scope of the Con-
vention(3) and transmitted the addendum to the General Assembly,
1.  takes note of the Protocol relating to the Status of Refugees, the text 
of which(3) is contained in the addendum to the report of the United 
Nations High Commissioner for Refugees;
2.  requests the Secretary-General to transmit the text of the Protocol to 
the States mentioned in article V thereof, with a view to enabling them 
to accede to the Protocol(4).
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125TAHUN 2016
TENTANG
PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasel 27 ayat (21
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri, perlu menefapkan Peraturan Presiden tentang
Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI.
PENANGANAN
BAB I
rr t{ E ti )El.J





Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut
Pengungsi adalah orang asing yang berada di wil,ayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena
ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan
ras, suku, agafrta', kebangsaan, keanggotaan kelompok
sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta
tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya
dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau
status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui
Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
2. Pemulangan Sukarela adalah kegiatan memulangkan
Pengungsi ke negara asal Pengungsi secara sukarela.
3. Notifikasi Kekonsuleran adalah komunikasi resmi yang
disampaikan oleh menteri yang menyelenggaralan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politjk
luar negeri kepada perwakilan negara asing atau sebaliknya
yang berisi pemberitahuan tentang warga negara asing yang
bermasalah atau meninggal.
4. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan
kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan
mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat
dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi
membahayakan manusia.
5. Menteri adalah menteri yang mengoordinasikan urusan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
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Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia yang
melaksanakan urusan pendetensian orang asing.
Kantor Imigrasi adalah unit keq'a di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi ranusia yang
melaksanakan urusan keimigrasian.
Pasal 2
Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama
antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-
Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di
Indonesia dan/atau organisasi internasional.
Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan organisasi intemasional di bidang urusan
migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki




internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.
(2) Koordinasi sebagqimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:
a. Penemuan;
b. Penampungan;
c. Pengamanan . . .
#p
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(3) Dalam perumusan kebiiakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik




Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan
wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
lembaga yang menyelen urusan di bidang Pencarian
dan Pertolongan.
Pasal 6
Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian
dan Pertolongan melaksanalan operasi Pencarian dan
Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang
melakukan panggilan darurat,
Pasal 7
Operasi Pencarian dan Pertolongan sebrgaimena dimaksud
dalam Pasal 6 dapat melibatkan instansi terkait, meliputi:
a. Tentara Nasional Indonesia;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perhubungan;
d. lembaga. , .
d.
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lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut
dengan nama Badan Keamanan L€.ut; atau
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait
lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah
Indonesia.
Pasal 8
Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yutg
menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat
berkoordinasi dengan lembega yang menyelenggarakan
urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
Masyarakat yang menemukan' Pengungsi dalam keadaan
darurat melaporkan kepada lembaga
menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian
Pertolongan.
Pasal 9
Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera
dilakukan tindakan berupa:
a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan
tenggelam;
b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek
keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;
c. mengidentilikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan
medis gawat darurat;
d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada
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Pasal 10
Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat
Rumah Detensi Imigrasi sebagoim6rr" dimaksud dalam Pasal 9
huruf d, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kantor
Imigrasi di wilayah setempat.
Pasal 11
Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat
Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf d dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat.
Pasal 12
Kantor Imigrasi selagaim€ul4 dimaksud dalam Pasal 1O dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima
penyerahan Pengungsi segera menghubungi Rumah Detensi
Imigrasi di wilayah kerjanya untuk menyerahkan Pengungsi.
Pasal 13
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d,
Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dituangkan dalam berita
acara.
(2) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan
melalui pemeriksaan:
a. dokumen peq'alanan;
b. status keimigrasian; dan
c. identitas.
(3) Dalam . . .
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(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 terdapa.t orang asing yang menyatakan diri sebagai
Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi
dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor
Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
Pasal 14
Dalam hal Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ditemukan meninggal, lembaga yang menyelenggarakan urusan
di bidang Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi dengan:
a. IGpolisian Negara Republik Indonesia melalui tim
identifikasi korban bencana (disaster victim identifimtiorl
untuk melakukan identifikasi; dan
b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Rumah
Detensi Imigrasi untuk melakukan pendataan.
Pasal 15
Tim identifikasi korban bencana ldisa,ster victim identification)
dan Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan
pendataan kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan
politik luar negeri.
Pasal 16
(1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri menyampa.ikan Notilikasi Kekonsuleran yang
berisikan informasi kematian dan penangan an jenazah
korban kepada perrrakilan diplomatik negara asal korban.
(2) Dalam. . .
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(2) Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman
dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah
korban meninggal.
(3) Apabila dalam jangka walctu 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarilikasi
penanganan jenazah korban, Kepolisian Negara Republik
Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota setempa.t untuk memakamkan jenazah
korban meninggal.
(4) Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk
memulangkan jenaz,ah korban ke negara asal namun
perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat
memprroses pemulangan tersebut, menteri yang
menyelenggarakan uruaan pemerintahan di bidang
hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan
keqia sama dengan organisasi intemasional yang
menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan
jenezeh korban.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penemuan
Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilrvah
Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan
seteLah berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 18
(1) Instansi terkait yang menemukan Pengungsi di daratan
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, untuk pengamanan.
(2) Masyarakat . . .
(2t
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Masyarakat yang menemukan Pengungsi di daratan
melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia,
untuk pengamanan.
Pasal 19
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 menyerahkan Pengungsi kepada
Rumah Detensi Imigrasi.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.
Pasal 20
Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan
melalui pemeriksaan terhadap:
a. dokumen pe{alanan;
b. status keimigrasian; dan
c. identitas.
Dalam hal hasil pemeriksaan ssfageimana dimalsud pada
ayat (i) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai
Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi
dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor
Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
Pasal 21
Dalam hal Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ditemukan meninggal Kepolisian Negara Republik
Indonesia menugaskan tim identifikasi korban bencana











(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintatran
di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Rumah
Detensi Imigrasi untuk melakukan pendataan.
Pasel22
Tim identifikasi korban bencana (diso.ster uictim identificahon)
dan Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 menyampaikan informasi atas hasil identilikasi dan
pendataan kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan
politik luar negeri.
Pasal 23
(1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
menyampaikan Notifrkasi Kekonsuleran yang berisikan
informasi kematian dan penanganan jenazah korban
kepada perwakilan diplomatik negara asal korban.
(2) Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakarnan
dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah
korban meninggal.
(3) Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarilikasi
penanganan jenazah korban, Kepolisian Negara Republik
Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah
korban meninggal.
(4) Dalam . . .
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(a) Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk
memulangkan jenazah korban ke negara asal namun
perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat
memproses pemulangan tersebut, menteri yang
menyelenggarirkan urusan pemerintahan di bidang
hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan
ke{a sarna dengan organisasi internasional yang





Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan
menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat
penampungan.
Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi
dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.
Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
Dalam hal pemerintah daerah memanfatkaan barang milik
daerah untuk tempat penampungan bagi Pengungsi,
penggunaannya dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai
antara pemerintah daerah dengan Menteri sebagai
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Pasal 25
Penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan
dengan prosedur:
a. Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada
pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima
Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang
milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa
dokumen pe4'alanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
b. Penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat
dalam buku register penampungan;
c. Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi
dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan
barang;
d. Pencatatan Pengungsi bag yang meninggalkan tempat
penampungan untuk sementara dalam buku register keluar
masuk izin sementara;
e. Penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada
aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku,
dan agama;
f. Pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular
dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas
pelayanan kesehatan tertentu Lainnya;
g. Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh
Rumah Detensi Imigrasi; dan
h. Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal 26
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat
penampungan bagi Pengungsi.
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Tempat penampungan bagi Pengungsi sebageimena
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
b. berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan
Rumah Detensi Imigrasi; dan
c. kondisi keamanan yang mendukung.
Tempat penampungan sebagairnsna dimaksud pada ayat (l)
dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang
urusan migrasi melalui kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan
Menteri.
Fasilitasi oleh organisasi intemasional selagaiman4
dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar
bagi Pengungsi di tempat penampungan.
Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit meliputi:
a. penyediaan air bersih;
b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
c. pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
d. fasilitas ibadah.
Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d
tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat
mengupayakan di luar tempat penampungan dengan
memperhatikan kemudahan akses jangkauan.
Pasl27
Pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat
ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi
oleh organisasi intemasional di bidang urusan migrasi
setelah mendapat izirr dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia mel,alui unit kerl'a yang menangani
urusan keimigrasian.
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Izin sebagaimana dimaksud pada ayat il) dikecualikan
dalam keadaan darurat dan penempatan di luar tempat
penampungan yang masih berada di satu wilayah
kabupaten/kota.
Pengungsi dengan berkebutuhan khusus sebagaimana






Penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi
yang berkebutuhan kleusus sebegairnana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan
perawatan khusus, dengan ketentuan:
a. diberikan perawatan oleh tenaga medis sesuai dengan
kebutuhan;
b. anak yang menjadi Pengungsi dibenkan perawatan
berdasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk
anak yang menjadi Pengungsi;
c. Pengungsi yang sakit dan memerlukan perawatan
ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
d. Pengungsi yang menderita penyakit menular dan
berbahaya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas
pelayanan kesehatan tertentu lainnya.
Pasal 28
Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat
penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka
penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan
penempatan ke negara ketiga.
(4t
(1)
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Pemindahan Pengungsi gslagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Rumah Detensi Imigrasi.
Pemindahan Pengungsi geSqgaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi intemasional di
bidang urusan migrasi setelah mendapat inn dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia melalui Kantor Imigrasi.
Pasal 29
Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya
ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia
ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses
Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pencari suaka yang permohonan status
pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengungsi untuk proses
penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di
Rumah Detensi Imigrasi.
Pasal 30
Setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat
penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Setiap orang asing sebagai pengungsi yang tidak
mematuhi tata tertib di tempat penampungan dan adat
istiadat sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dikenai
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Tindakan berupa penempatan secara khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam tata tertib di
tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf h.
Setiap Pengungsi yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat





Pengamanan terhadap Pengungsi pada saat ditemukan
dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang
menemukan Pengungsi melakukan pengarunan yang
diperlukan dan berkoordinasi dengan atau melaporkan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkewajiban menciptakan kondisi yang aman guna
menghindari tindak kejahatan.
Pasal 32
Pengamanan terhadap Pengungsi pada tempat penampungan
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berkoordinasi dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat:
a. menjaga agar Pengungsi tetap berada di tempat
penampungan;
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menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat
penampungan;
membuat dan menyosialisasikan tata tertib yang memuat




Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan
keimigrasian terhadap Pengungsi.
Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar
tempat penampungan, diberanglatkan ke negara tujuan,
Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.
Pasal 34
Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi pada saat
ditemukan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 2O
ayat (1).
Pasal 35
Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi di tempat
penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan
dengan cara:
a. memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta
pengambilan foto dan sidik jari.
(1)
(2t
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meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi Pengungsi
dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi; dan
memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus
bagi Pengungsi yang diterbitlan oleh kepala Rumah Detensi
Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b setempat
yang berlalu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
setiap tahun.
Pasal 36
Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala
Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada
kartu identitas Hlusus pada saat berada di tempat
penampungan.
Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali
berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima,
ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.
Pasal 37
Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka
diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan cara:
a. menerima pemberitahuan persetujuan Perserikatan
Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan
Pengungsi di Indonesia yang memuat nama Pengungsi yang
disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;
b. menyelesaikan administrasi keberangftatan dengan
menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen
perl'alanan; dan
c. melakukan penga.waLan keberangkatan dari tempat
penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.






Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam
rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:
a. menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali
ke negara asalnya secara sukarela;
b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan
menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen
perjalanan; dan
c. melakukan pengawaLan keberangkatan ke tempat
pemeriksaan imigrasi terdekat.
Pemulangan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 39
Pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang ditolak
permohonan status pengungsinya oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di
Indonesia dilakukan dengan cara:
a. menerima pemberitahuan penolakan status Pengungsi dari
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi
Urusan Pengungsi di Indonesia;
b. berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mengeluarkan
pencari suaka yang ditolak status pengungsinya dari
tempat penampungan dan menempati<an di Rumah Detensi
Imigrasi;
c. menyiapkan proses administrasi pendeportasian keluar
wilayah Indonesia; dan
(2)
d. melakukan . . .
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Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui
kementerian/lembaga terkait; dan/atau





Penanganan Pengungsi pada semua tahapan dilakukan dengan
memisahkan Pengungsi dengan kelompok penyelundupan
manusia.
Pasal 42
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
bekeg'a sama dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui
Komisariat Tinggr Urusan Pengungsi di Indonesia
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Data dan informasi Pengungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditembuskan kepada:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang dalam negeri;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusial
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
d. lembaga yang menyelenggaral<an urusan pemerintahan
di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang
disebut dengan nama Badan Keamanan Laut.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. dala Pengungsi yang berasal dari Rumah Detensi
Imigrasi;
b. data Pengungsi yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-
Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di
Indonesia;
c. data Pengungsi yang telah disetujui ditempatkan ke
negara tujuan;
d. data pencari suaka yang ditolak dan ditolak final; dan
e. data Pengungsi yang kembali ke negara asalnya secara
sukarela.
Pasal 43
Dalam hal Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan
Pemulangan Sukarela atau deportasi terhadap deteni yang
tidak memiliki dokumen pet'alanan berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
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(21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik
luar negeri melakukan koordinasi dengan perwakilan
negara asal Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia
atau yang merangkap wilayah Indonesia untuk
memberikan dokumen perjalanan dan memfasilitasi
pemulangan bagi pencari suaka yang ditolak dan ditolak
Iinal serta pencari suaka yang menyatakan bersedia
dipulangkan.
(3) Dalam hal perwakilan negara asal Pengungsi tidak dapat
memfasilitasi pemulangan, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia bekeda sama dengan Perserikatan
Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan
Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi intemasional
di bidang urusan migrasi untuk memfasilitasi pemulangan
Pengungsi.
Pasal 44
Kementerian/lembaga terkait lainnya dapat dilibatkan dalam




Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta





pada tanggal 31 Desember 2016
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